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Kefa Perqerfer

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2021 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme
berakhir di tahun 2024 ini. Selama periode pelaksanaan RAN PE tahun 2024,
seluruh kementerian/lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan RAN PE telah
berusaha maksimal menjalankan peran dan tanggung jawabnya untuk memastikan
meningkatnya hak atas rasa aman setiap warga negara dari ancaman ekstremisme
berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Pun demikian dengan dukungan
organisasi masyarakat sipil yang secara konsisten mengembangkan gagasan-gagasan
baru, membangun koordinasi, kolaborasi dan melakukan praktek-praktek nyata
di masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis

kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia.

Laporan ini mencoba memberikan gambaran secara komprehensif berbagai
capaian pelaksanaan RAN PE tahun 2024 dengan menampilkan data-data capaian
secara kuantitatif dan kualitatif, serta menampilkan beberapa kisah sukses
pelaksanaan aksi-aksi RAN PE selama periode 2024 agar dapat dijadikan contoh
dan pembelajaran oleh semua pihak dalam melaksanakan upaya-upaya pencegahan
dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme,

baik di tingkat pusat maupun daerah.

Akhir kata, semoga Laporan Pelaksanaan RAN PE tahun 2024 ini dapat dijadikan
bahan evaluasi dan pembelajaran oleh semua pihak, baik kementerian/
lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil maupun pihak-pihak
terkait lainnya dalam upaya perbaikan strategi dan kebijakan pencegahan dan
penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan ke depan. Laporan ini juga
diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna bagi seluruh masyarakat, sebagai

wujud Keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik.

RAN PE 2020-2024 /*
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ARTI ISTILAH

Keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara
kekerasan atau ancaman kekerasan ekstremisme dengan tujuan
mendukung atau melakukan aksi terorisme.

Upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terpadu
dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme
berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan
terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme
berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang digunakan
sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme
berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Kegiatan dan/atau program sebagai penjabaran lebih lanjut
dari RAN PE untuk dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan
pemerintah daerah.

Unit Pelaksana RAN PE yang dibentuk untuk mengoordinasikan,
memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE di
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan
yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan
membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

Perubahan seseorang menjadi menjauh dan keluar dari lingkaran
ekstremisme berbasis kekerasan yang mengakibatkan munculnya
pergeseran peran (dan identitas) baru di luar organisasi kekerasan.

Proses transformasi dari satu kondisi non-ekstremisme berbasis
kekerasan ke arah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah
pada terorisme.

Kemampuan seseorang dan/atau kelompok dalam menghadapi,
melalui, dan mengatasi faktor-faktor yang dapat membawa kepada
ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.



Sistem Informasi Pemetaan Konflik Sosial (SIPKS) merupakan
aplikasi yang digunakan oleh Kemendagri untuk mengefektifkan
pelaksanaan pelaporan, monitoring, dan evaluasi Rencana Aksi
Terpadu.

Kelompok kerja yang terdiri dari kementerian/lembaga.

Kelompok Kerja Tematis yang terdiri dari organisasi masyarakat
sipil yang bekerja sama dengan Pokja Pilar.

Cerita kemenangan dari berbagai tantangan dalam pelaksanaan
RAN PE yang begitu banyak memiliki hambatan dan kendala baik
dari anggaran dan sebagainya, sehingga cerita tersebut dapat
menginspirasi pihak lain. Kata ‘champion’ disadur dari bahasa
Inggris yang mengandung makna victory atau kemenangan atas
berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi

Amanat Aksi merupakan program kerja yang diamanatkan pada
kementerian/lembaga pada periode tahun tertentu

Rencana aksi kementerian/lembaga yang disampaikan kepada
Sekber RAN PE pada awal tahun pelaksanaan Aksi PE.

Aksi kementerian/lembaga yang terlaksana yang dilaporkan
kepada Sekber RAN PE pada akhir tahun pelaksanaan RAN PE.

Rencana kegiatan kementerian/lembaga yang disampaikan kepada
Sekber RAN PE pada awal tahun pelaksanaan Aksi PE.

Kegiatan kementerian/lembaga yang terlaksana yang dilaporkan
kepada Sekber RAN PE pada akhir tahun pelaksanaan RAN PE.

Gambaran perubahan berupa hasil dari kegiatan implementasi RAN
PE yang diidentifikasi melalui indikator yang ada di dalam Perban
No. 5 Tahun 2021.

Gambaran keluaran yang dihasilkan dari implementasi aksi RAN PE
yang diidentifikasi melalui indikator yang ada di dalam Perban No.
5 Tahun 2021.

Penerima manfaat merupakan kelompok spesifik yang menjadi
sasaran dan menerima manfaat dari kegiatan RAN PE.




AIDA Aliansi Indonesia Damai
AlIPJ2 Australia Indonesia Partnership for Justice
ASN Aparatur Sipil Negara
Bakesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BIN Badan Intelijen Negara
BKN Badan Kepegawaian Negara
BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPS Badan Pusat Statistik
BRIN Badan Riset dan Inovasi Nasional
BSSN Badan Siber dan Sandi Negara
BUMN Badan Usaha Milik Negara
CSO Civil Society Organization
DASPR Division for Applied Social Psychology Research
DTTOT Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
FATF Financial Action Task Force
FGD Focus Discussion Group
FKN Forum Kemitraan Nasional
FKPT Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme
FOSPETA Forum Support Perempuan Tangguh oleh DASPR dan WGWC
GCTF Global Counter Terrorism Forum
HAM Hak Asasi Manusia
IMIP The Indonesia Morowali Industrial Park
IPAC Institute for Policy Analysis of Conflict
I-KHub Indonesia Knowledge Hub
K-Hub Knowledge Hub
K/L Kementerian/Lembaga
KASN Komisi Aparatur Sipil Negara
Kejagung Kejaksaan Agung
Kemen ESDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kemen PPPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kemenag Kementerian Agama
Kemenaker Kementerian Ketenagakerjaan
Kemendag Kementerian Perdagangan
Kemendagri Kementerian Dalam Negeri
Kemendes PDTT Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kemendikbudristek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kemenhan Kementerian Pertahanan
Kemenhub Kementerian Perhubungan
Kemenkes Kementerian Kesehatan
Kemenkeu Kementerian Keuangan
Kemenko PMK Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemenko Polhukam Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan




Kemenkominfo
Kemenkop UKM
Kemenkumham
Kemenlu
Kemenpan RB
Kemenparekraf
Kemenperin
Kemenpora
KemenPPN
Kemensos
Komnas HAM
Komnas Perempuan
Kompolnas
KPAI

KPI

LAN
Lemhannas
LLDIKTI

LPKA

LPSK

MAGE

OoOMS

Perban

Perda

Pergub
Perpres

PKK

Pokja

Polri

PPATK

PPLSP

PUG

RAD PE

RAN PE
Satgas

SE

Sekber

SKB

SKEP

TNI

TPTLN

TPPK

UNDP

UNODC

UPT

USAID

WGWC

Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Luar Negeri

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kementerian Perindustrian

Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Sosial

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Komisi Kepolisian Nasional

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia

Lembaga Administrasi Negara

Lembaga Ketahanan Nasional

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Matriks Analisis Gender dalam Ekstremisme
Organisasi Masyarakat Sipil

Peraturan Badan

Peraturan Daerah

Peraturan Gubernur

Peraturan Presiden

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Kelompok Kerja

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Program Pengenalan Lapangan Satuan Pendidikan
Pengarusutamaan Gender

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Ekstremisme
Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme
Satuan Tugas

Surat Edaran

Sekretariat Bersama

Surat Keputusan Bersama

Surat Keputusan

Tentara Nasional Indonesia

Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

United Nations Development Programme

United Nations on Drugs and Crime

Unit Pelaksana Teknis

United States Agency for International Development

Working Group on Women and Preventing andCountering Violent Extremism
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Laporan ini memuat pencapaian, tantangan, dan pembelajaran implementasi RAN PE

tahun 2024. Implementasi secara umum sepanjang 2020-2024 adalah bagian yang

melengkapi laporan ini. Tahun 2024 adalah tahun terakhir dari pelaksanaan Peraturan

Presiden Nomor 7 tahun 2021

tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan

Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme

(RAN PE) Tahun 2020-2024. Situasi sepanjang 2024 mencerminkan pencapaian

sasaran umum RAN PE, yaitu meningkatkan pelindungan hak atas rasa aman warga

negara.

Indeks Terorisme Global (Global Terrorism
Index/GTI) 2024 menempatkan Indonesia
pada urutan ke-31 dalam kategori rendah
terdampak terorisme (low impact of
terrorism). Indeks ini meningkat signifikan
dibanding tahun 2023 di mana Indonesia
masih berada pada urutan ke-24 dalam
kategori medium terdampak terorisme
(medium impact of terrorism). Perbandingan
kedua data GTI ini menunjukkan pula
bahwa tidak terjadi serangan terbuka atau
“zero terrorist attack” dan tidak adanya
korban meninggal akibat serangan teroris
sepanjang 2023-2024. Hal ini merupakan

pencapaian yang signifikan dan merupakan
hasil dari kerja keras segenap elemen
pemerintah dan masyarakat yang mampu
melakukan pencegahan dan penanggu-
langan ekstremisme berbasis kekerasan
yang mengarah pada terorisme. Karena itu,
sebagai bentuk penghargaan atas capaian
positif tersebut pada 19 Agustus 2024,
BNPT menyelenggarakan RAN PE Awards
untuk mengapresiasi berbagai pihak yang
telah menunjukkan kontribusi nyata dalam
implementasi RAN PE.

Selamat kepads seluruh penerima Penghargaan RAN PE
tahun 2024 atas komitmen, kentribusi, dan secara konslsten
melaksanakan upaya-upaya pancagahan dan
penanagulangan ekstremisme Kekerasan dl Indonesia

dan seuruh
L-LH =i dalam

Badan Nask

gul:nj an Teroriss
lembaga ya @

,Apresllaslll

AN PE par utnya dapat terus membantu
meningkatkan I'und| | aman tanpa ancaman bagl bangsa
Indonaska.
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GAMBAR1
Keynote Speech Wakil Presiden RI dalam RAN PE Awards
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Penghargaan RAN PE Awards diserahkan
langsung oleh Wakil Presiden Rl KH. Ma'ruf
Amin. Dalam kesempatan tersebut beliau
juga menyampaikan amanat agar RAN PE
yang akan segera berakhir dilanjutkan ke
fase kedua. Menurut Wapres, keberlanjutan
RAN PE sangat penting karena keberha-
silan RAN PE merupakan bukti kolaborasi
seluruh pihak dalam melawan ekstremisme
berbasis kekerasan yang mengarah pada
terorisme.!

Implementasi aksi-aksi PE oleh kemen-
terian/lembaga seperti dimandatkan
Perpres RAN PE 2020-2024 merupakan
salah satu indikator melihat pencapaian
kebijakan ini. Dalam empat tahun pelak-

sanaan, 132 dari 135 Aksi PE (98%)
terlaksana.  Aksi-aksi  tersebut  total
mencapai 993 kegiatan. Sebanyak 685

kegiatan di Pilar 1, 169 kegiatan di Pilar
2, dan 139 kegiatan di Pilar 3. Output yang
dihasilkan dari berbagai kegiatan adalah: 90
kebijakan, 707 perangkat dan mekanisme,
271 peningkatan kapasitas kelompok
masyarakat, 163 peningkatan kemampuan
aparatur dan lembaga pemerintahan, serta
116 kerja sama bilateral dan multilateral.

Selama pelaksanaan RAN PE periode
2020-2024 terdapat 51 aksi (38%) terpenuhi,
81 aksi (60%) sebagian terpenuhi, dan 3
aksi (2%) tidak terpenuhi. Selama periode
pelaksanaan tersebut terjadi perubahan
transformatif bagi perempuan, anak, dan
korban, dan berhubungan dengan perhatian

! Kompas.com, “Implementasi Perpres
RAN PE Turunkan Aksi Teror, BNPT Gelar RAN PE
Awards”, https://kilasbadannegara.kompas.com/bnpt/
read/2024/08/19/21050221/implementasi-perpres-ran-pe-
turunkan-aksi-teror-bnpt-gelar-ran-pe-awards.

Progress Pemenuhan Aksi

60% Aksi sebagian terpenuhi; 81 aksi

. 38% aksi terpenuhi; 51 aksi

. 2% aksi tidak terpenuhi; 3 aksi

GRAFIK 1
Capaian Aksi PE 2020-2024

lebih kepada kelompok sehingga imple-
mentasi aksi dalam bentuk kegiatan marak
melibatkan partisipasi dan munculnya
paradigma dalam membuat intervensi yang
lebih bermakna. Kondisi ini dapat dirujuk
pada pencapaian Pilar 1, misalnya:

1. Menghasilkan satu SOP  Standar
Perlakuan terhadap Anak di dalam
LPKA dan/atau LPAS hasil kolaborasi
Ditjen PAS Kemenkumham dan Yayasan
Prasasti Perdamaian (YPP).

2. Kajian suara perempuan terkait ekstre-
misme  berbasis kekerasan yang
mengarah pada terorisme yang dila-
kukan Komnas Perempuan.


https://kilasbadannegara.kompas.com/bnpt/read/2024/08/19/21050221/implementasi-perpres-ran-pe-turunkan-aksi-teror-bnpt-gelar-ran-pe-awards
https://kilasbadannegara.kompas.com/bnpt/read/2024/08/19/21050221/implementasi-perpres-ran-pe-turunkan-aksi-teror-bnpt-gelar-ran-pe-awards
https://kilasbadannegara.kompas.com/bnpt/read/2024/08/19/21050221/implementasi-perpres-ran-pe-turunkan-aksi-teror-bnpt-gelar-ran-pe-awards

Komunikasi
Ekstremisme  Berbasis
Kekerasan yang Mengarah pada
Terorisme yang mengintegrasikan
pendekatan GEDSI (Gender, Disability,
and Social Inclusion) yang dilakukan
BNPT bekerja sama dengan RuangObrol.
id dan didukung oleh Harmoni-USAID.

3. Peta Jalan
Pencegahan

Strategis

4. Desa Siap Siaga, yang melibatkan perem-
puan sebagai penggerak desa untuk
pencegahan ekstremisme berbasis keke-
rasan dan terorisme.

5. Sekolah Damai, yang mengikutsertakan
anak muda di sekolah sebagai agen
perdamaian.

Pada Pilar 2 terkait adanya ruang bagi
organisasi penyintas dan korban terorisme
untuk memberikan suara mereka, termasuk
upaya terkait kompensasi dalam waktu
singkat. Sedangkan di Pilar 3, Indonesia
berhasil mendorong dihasilkan satu resolusi
terkait anak yang terasosiasi kelompok
teroris, yaitu Resolusi PBB tentang treatment
of children associated with terrorist groups,
including children who are recruited and
exploited by those groups pada 23 Juli 2024.
Resolusi diadopsi oleh Dewan Ekonomi dan
Sosial PBB.

Adapun laporan evaluator independen
mengidentifikasi capaian RAN PE 2020-2024
sebagai berikut:

1. Kebijakan: RAN PE menguatkan kebi-
jakan PE di level nasional melalui
peraturan kementerian/lembaga,
menjustifikasi keterlibatan aktif peme-
rintah daerah dalam upaya PE, dan
mendorong implementasi RAN PE dari

RINGKASAN EKSEKUTIF

level terkecil (desa dan komunitas)
hingga pemerintah pusat.

2. Instrumen: RAN PE menghasilkan plat-
form berbagi data dan informasi yang
dapat digunakan sebagai basis data
(database) dan baseline riset dalam
melakukan pemetaan untuk intervensi/
program yang lebih tepat sasaran dan
menyediakan instrumen pemantauan
dan pelaporan yang ditujukan untuk
mengelola pengetahuan dan mendoku-
mentasikan kerja-kerja PCVE.

3. Strategi: RAN PE memberikan pedoman,
petunjuk, dan panduan terukur dalam
pelaksanaan upaya PE bagi para
pemangku kepentingan serta membantu
membumikan pendekatan lunak (soft
approach), termasuk pendekatan hulu
(pencegahan) ke hilir (rehabilitasi, reinte-
grasi,dan rekonsiliasi).

4. Peningkatan kapasitas: RAN PE memas-
tikan  peningkatan kapasitas dan
infrastruktur terjadi secara sistematis
dan berkelanjutan melalui berbagai
kegiatan bimbingan teknis dan pela-
tihan, pembuatan modul pembelajaran.
Serta, membantu terbentuknya standar-
isasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk
meningkatkan kualitas program PCVE.

5. Kerja sama dan kemitraan: RAN PE
menjadi wadah yang dapat memfa-
silitasi berbagai kerja sama dan
kemitraan, menjembatai kolaborasi dan
sinergi antar aktor serta membumikan
pendekatan  whole-government  and
whole-society.

Terkait implementasi RAN PE di daerah, saat
ini terdapat 8 provinsi dan 13 kabupaten/
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kota yang sudah memiliki perangkat
penunjang implementasi RAN PE dalam
bentuk kebijakan daerah, salah satunya RAD
PE. Daerah-daerah tersebut adalah Provinsi
Aceh, Provinsi Lampung, Provinsi Banten,
Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah,
Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan
Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tengah.
Adapun untuk kabupaten/kota adalah Kota
Pematang Siantar, Kabupaten Lampung

Tengah, Kabupaten  Sukabumi, Kota
Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten
Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten

Purwakarta, Kota Semarang, Kota Surakarta,
Kabupaten Sukoharjo, Kota Singkawang,
dan Kota Depok.

Dari sisi pelaporan, terdapat 11 Provinsi
dan Kabupaten/Kota yang melaporkan

pelaksanaan RAN PE di daerah, yang terbagi
kepada daerah yang telah memiliki RAD PE
dan yang belum memiliki RAD PE. Daerah
yang sudah melaporkan kepada SIPKS
dan telah memiliki RAD PE adalah Provinsi
Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi Lampung,
dan Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan
daerah yang sudah melaporkan dan belum
memiliki RAD PE adalah Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Provinsi Jambi, Kabupaten
Tabalong, Kabupaten Lebak, Kabupaten
Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Barito
Kuala.

Berdasarkan hasil analisis monitoring
gabungan data I-KHub BNPT 2021-2023 dan
Kesekretariatan Sekber RAN PE Tahun 2024,
terdapat 36.174 orang (21.983 laki-laki dan

GAMBAR 2
Sebaran Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaporkan Pelaksanaan RAN PE di Daerah
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14.681 perempuan) penerima manfaat
(beneficiaries) dari pelaksanaan kegiatan
RAN PE.

Evaluasi RAN PE selama periode 2020-2024
dilaksanakan oleh pihak eksternal, yaitu
evaluator independen melalui kerja sama
BNPT dan UN Women. Evaluasi yang
mengidentifikasi dan mengukur koherensi,
efektivitas, dan dampak ini mendapatkan
beberapa temuan penting. Temuan paling
menonjol dari dampak RAN PE
terkait pembangunan tata
kelola. Pelaksanaan
RAN PE berdampak
pada perbaikan
tata kelola,
seperti adanya
mekanisme
pertemuan

rutin antar
kementerian/
lembaga di
tingkat nasional
dan OPD di

Perempuan

14.691

tingkat daerah

untuk koordinasi
pelaksanaan RAN PE.
Hasil pertemuan ditin-

daklanjuti dengan berbagai
bentuk solusi, di antaranya
kerja sama untuk dapat menja-
lankan mandat dalam Perpres
yang sebelumnya belum dapat terlaksana
karena hambatan anggaran. Temuan lainnya
adalah terkait penerapan prinsip-prinsip
RAN PE yang perlu dikembangkan lebih
operasional.

Evaluasi tersebut mengidentifikasi tiga hal
yaitu koherensi, efektivitas, dan dampak.

GRAFIK 2:
Jumlah Penerima Manfaat Aksi RAN PE

RINGKASAN EKSEKUTIF =

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa imple-
mentasi RAN PE memberikan dampak
kepada tata kelola pencegahan dan penang-
gulangan ekstremisme berbasis kekerasan
yang mengarah pada terorisme. Adapun
tantangan yang perlu disikapi terkait
penerapan prinsip-prinsip RAN PE agar lebih
operasional ke depannya. Karena itu RAN PE
Fase Il Tahun 2025-2029 berbentuk tematik.

Di sisi lain, Pokja Tematis mengidentifikasi
capaian yang memiliki dampak
berkelanjutan pada akar
rumput, yaitu pemben-
tukan Desa Damai di
53 desa oleh Wahid
Foundation dan
AMAN Indonesia.

Halnya
dengan Forum
Kemitraan
Laki-Laki | Nasional
21.493 | (FKN),
/ melakukan
pertemuan
tahunan
kemitraan nasional
pada 16 Oktober 2024,
di Jakarta. Di antara
output yang telah ditin-
daklanjuti dari pertemuan
tersebut adalah tawaran
melaksanakan program bersama dari
perusahaan Panasonic dan bekerja sama
dengan organisasi penyintas (korban aksi
terorisme).

telah

Perubahan nomenklatur  diidentifikasi
sebagai salah satu tantangan dan
hambatan utama pelaksanaan RAN PE
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2024, yaitu terkait perubahan penanggung
jawab (person in charge) aksi PE di kemen-
terian/lembaga. Perubahan ini berdampak
memperlambat proses pelaporan aksi RAN
PE dari kementerian/lembaga terkait.

Berdasarkan laporan evaluator independen,
tantangan dan hambatan yang dihadapi
selama pelaksanaan RAN PE tahun
2021-2024 adalah:

1. Mismatch, yaitu kondisi di mana pende-
legasian/disposisi yang kurang tepat
dari kementerian/lembaga kepada unit

GAMBAR 3

. Mispersepsi

kerja yang dianggap bertanggung jawab
dalam pelaksanaan RAN PE.

. Mismanagement, kondisi di mana

kementerian/lembaga harus mengu-
lang progress dalam pelaksanaan RAN
PE disebabkan terjadinya mutasi PIC/
focal point dari kementerian/lembaga
dimaksud tanpa sebelumnya ada
transfer pengetahuan yang memadai
kepada PIC/focal point yang baru.

kementerian/lembaga
terhadap RAN PE sebagai program yang
parsial dan tidak mendukung capaian
indikator kinerja kementerian/lembaga.

Sebaran Desa Damai Wahid Foundation dan AMAN Indonesia

Memperkuat Ketangguhan Akar Rumput
Membangun 53 Desa Damai (Berkelanjutan)
Wahid Foundation dan AMAN Indonesia
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Berdasarkan temuan dan hasil yang
diperoleh selama evaluasi, evaluator
independen merekomendasikan sejumlah
langkah strategis yang perlu dilakukan
dalam pelaksanaan RAN PE tahap selan-
jutnya. Rekomendasi ditujukan kepada
(1) Sekber RAN PE dan/atau kemen-
terian/lembaga; (2) Pokja Tematis, OMS,
dan Forum Kemitraan Nasional; dan (3)
pemerintah daerah.

Kepada Sekber RAN PE dan/atau kemen-
terian/lembaga direkomendasikan beberapa
hal berikut, yaitu:

1. Memastikan keterlibatan pelaksana
dari kementerian/lembaga dalam satu
siklus kebijakan secara penuh sehingga
kementerian/lembaga dapat memahami
relevansi RAN PE bagi kementerian/
lembaga.

2. Meningkatkan pemahaman pelaksana,
khususnya terkait dalam penerjemahan
aksi PE terhadap tupoksi unit kerja.

3. Mendorong pada mekanisme dan
komitmen pendanaan yang spesifik ditu-
jukan untuk implementasi RAN PE.

4. Optimalisasi peran leading sector dan
PIC dari kementerian/lembaga.

5. Memastikan berjalannya manajemen
pengetahuan, khususnya proses transfer
pengetahuan antar pelaksana di internal
kementerian/lembaga.

6. Mendorong pada pendanaan yang lebih
kuat bagi Sekber RAN PE agar dapat
menjalankan peran orkestrasi.
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7. Optimalisasi peran Sekber RAN PE
dalam mendorong inisiatif kementerian/
lembaga dalam melakukan pelaporan,
termasuk memberikan insentif/penghar-
gaan kepada kementerian/lembaga yang
telah melaporkan secara optimal.

Selanjutnya kepada kementerian/lembaga
yang mendapat mandat dari Perpres RAN
PE direkomendasikan:

1. Memastikan penghubung (PIC) dari
kementerian/lembaga dapat terlibat
secara penuh sehingga memahami rele-
vansi implementasi RAN PE terhadap
kementerian/lembaga dimaksud.

2. Peningkatan peran kementerian/
lembaga leading sector untuk opti-
malisasi peran PIC dari kementerian/
lembaga dalam implementasi.

3. Memastikan berjalannya manajemen
pengetahuan, khususnya proses transfer
pengetahuan antar pelaksana di internal
kementerian/lembaga.

Rekomendasi yang ditujukan kepada Pokja
Tematis dan/atau OMS adalah:

1. Membentuk skema pendanaan bagi
OMS, termasuk mendorong pengalo-
kasian sumber daya dari pemerintah
kepada OMS sebagai bentuk komitmen
pemerintah dalam mendukung peran
OMS.

2. Meningkatkan pemahaman pemerintah
daerah terkait pentingnya upaya PE
sehingga tidak lagi terjadi resistensi.



RINGKASAN EKSEKUTIF

3. Meningkatkan ~ pemahaman terkait
urgensi RAN PE secara merata di ling-
kungan pemerintah melalui berbagai
kegiatan peningkatan kapasitas seperti
pelatihan dan lokalatih.

4. Mengadvokasi kebijakan perlindungan
terhadap pelaksana dari OMS.

5. Memperkuat upaya pengelolaan penge-
tahuan dan memori institusi dengan
memanfaatkan platform-platform yang
telah ada seperti K-Hub, Women and
PCVE hub, dan I-KHub.

Terakhir, evaluator independen merekomen-
dasikan hal-hal berikut kepada pemerintah
daerah:

1. Meningkatkan pemahaman pemerintah
daerah terkait upaya PE sebagai kebi-
jakan keamanan yang menjadi tanggung
jawab bersama.

2. Memastikan berjalannya manajemen
pengetahuan, khususnya proses transfer
pengetahuan antar pelaksana di internal
pemerintah daerah.

3. Mendorong pada mekanisme dan
komitmen pendanaan yang spesifik ditu-
jukan untuk implementasi RAD PE.

4. Membuat lebih banyak forum-forum
yang dapat mempertemukan pemerintah
daerah dan OMS untuk duduk satu meja
dan menyamakan persepsi terkait pelak-
sanaan RAD PE.

5. Meningkatkan sinergitas antara peme-
rintah daerah, kementerian/lembaga,
dan aparat penegak hukum terkait
pemberian bantuan kepada mantan
narapidana terorisme (napiter) melalui

penyelenggaraan rapat koordinasi terkait
penanganan mantan napiter.

6. Mengadvokasi kebijakan perlindungan
terhadap pelaksana serta menghi-
langkan stigma buruk terkait keterlibatan
ASN dalam upaya PE.

7. Membuat kegiatan pendidikan dan
latihan (diklat) terkait dengan meka-
nisme  monitoring, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan RAD PE.

Adapun evaluasi Kesekretariatan Sekber
RAN PE sendiri menunjukkan bahwa
keberhasilan dalam pelaksanaan RAN
PE  2020-2024 perlu dipertahankan,
khususnya pada aspek pencegahan, karena
penangkapan terduga teroris masih terus
berlangsung. Fenomena ini memperlihatkan
bahwa ancaman ekstremisme berbasis
kekerasan dan keberadaan kelompok teroris
masih eksis.

Tantangan dan hambatan terdapat pada
kerangka aksi yang belum dilaksanakan dan
situasi yang ada. Terdapat dua aksi PE yang
belum terlaksana sepanjang 2020-2024
disebabkan oleh: (1) keterbatasan anggaran
pelaksana karena pos-pos anggaran dalam
unit kerja telah terisi oleh kegiatan rutin
dari unit kerja; (2) belum terlaksananya
aksi prasyarat sehingga aksi yang menjadi
kelanjutan/turunan dari aksi tersebut secara
langsung tidak dapat dilaksanakan; (3)
pelaksanaan aksi diberikan kepada unit
kerja yang tidak memiliki wewenang/tupoksi
yang sesuai dengan aksi yang harus dilaksa-
nakan; dan (4) dalam pelaksanaan aksi PE
oleh kementerian/lembaga, terdapat kemen-
terian/lembaga yang belum melaporkan
pelaksanaan kegiatan sehingga tidak dapat



dilacak apakah aksi tersebut sudah/belum
dilaksanakan.

Selain itu, tantangan dan hambatan saat
ini yang cukup signifikan adalah terkait
informasi di ruang siber yang dapat berkon-
tribusi pada proses radikalisasi ekstre-
misme berbasis kekerasan yang mengarah
pada terorisme.? Global Trend 2040
mengindikasikan bahwa persoalan sampai
tahun 2040 akan terjadi ketegangan dan
fragmentasi di dunia yang dapat menye-
babkan konflik, khususnya keberadaan
teknologi yang memediasi kehidupan nyata.?
Bentuk-bentuk mediasi dapat memper-
buruk atau memperbaiki situasi tergantung
pengelolaan dan penguasaan terhadap
perangkat tersebut, karena sebagai contoh,
kelompok ekstremis kekerasan juga dapat
memanfaatkan teknologi untuk penyebaran
informasi kekerasan yang mengarah pada
terorisme.* Dalam merespons hal ini, BNPT
selaku leading sector pada aksi RAN PE
terkait penyusunan Peta Jalan (Roadmap)
Komunikasi Strategis Pencegahan
Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang
Mengarah pada Terorisme telah meram-
pungkan aksi tersebut di tahun 2024.

Karenanya, pada RAN PE fase berikutnya
tahun 2025-2029, aksi pencegahan dan

2 The Soufan Centre Intel Brief, “Terrorist Groups
Looking to Al to Enhance Propaganda and Recruitment
Efforts”, 3rd October 2024, at https:/mailchi.mp/thesou-
fancenter/terrorist-groups-looking-to-ai-to-enhance-propa-
ganda-and-recruitment-efforts?e=f761bb24da.

3 The US National Intelligence Council; Global Trend
2040; (US Intelligence: 2021); dapat diakses di https://online-
library.wiley.com/doi/10.1111/padr.12413#:.~:text=The%20

latest%20in%20this%20quadrennial,%2C%20state%2C%20
and%20international%20system.

4 Mathias Risse, Political Theory of the Digital Age,
(Cambridge: Cambridge University Press, 2023).
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penanggulangan ekstremisme berbasis
kekerasan yang mengarah pada terorisme
berfokus pada keamanan insani (human
security) yang menitikberatkan pada isu
tematik, sehingga diharapkan lebih fokus
pada target sasaran yang akan ditangani.
Tematik tersebut adalah: (1) Kesiapsiagaan
Nasional; (2) Ketahanan Komunitas dan
Keluarga; (3) Pendidikan, Keterampilan
Masyarakat, dan Fasilitas Lapangan
Kerja; (4) Pelindungan dan Pemberdayaan
Perempuan, Pemuda, dan Anak; (5)
Komunikasi Strategis, Media, dan Sistem
Elektronik; (6) Deradikalisasi dan Pemutusan
Kekerasan (Disengagement) untuk
Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial; (7) Hak
Asasi Manusia, Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik, dan Keadilan; (8) Pelindungan
Saksi dan Pemenuhan Hak Korban; dan (9)
Kemitraan (Sinergisitas) dan Kerja Sama
Internasional.


https://mailchi.mp/thesoufancenter/terrorist-groups-looking-to-ai-to-enhance-propaganda-and-recruitment-efforts?e=f761bb24da
https://mailchi.mp/thesoufancenter/terrorist-groups-looking-to-ai-to-enhance-propaganda-and-recruitment-efforts?e=f761bb24da
https://mailchi.mp/thesoufancenter/terrorist-groups-looking-to-ai-to-enhance-propaganda-and-recruitment-efforts?e=f761bb24da
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Pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah

pada terorisme ditujukan untuk memberikan dampak kepada rasa aman masya-

rakat melalui outcome berupa meningkatnya perlindungan hak atas rasa aman

warga negara dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada

terorisme. Perban Nomor 5 Tahun 20271 sebagai panduan evaluasi dan monitoring

RAN PE menyebutkan indikator pencapaian yang terukur melalui berbagai bentuk: (1)

meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat; (2) meningkatnya skor indeks rasa aman;

(3) menurunnya aksi teror; dan (4) meningkatnya skor indeks toleransi.

Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat
dihubungkan dengan pemacu (drivers)
dari ekstremisme berbasis kekerasan
yang mengarah pada terorisme menjadi
indikator pengukuran. Pemacu (drivers)
terjadinya ekstremisme berbasis kekerasan
yang mengarah pada terorisme yaitu
(1) kondisi kondusif dan konteks struk-
tural; dan (2) proses radikalisasi. Kondisi
kondusif dan konteks struktural sebagai
faktor pendorong, antara lain kesenjangan
ekonomi, marginalisasi dan diskriminasi,
tata kelola pemerintahan yang buruk,
pelanggaran HAM dan lemahnya penegakan
hukum, konflik berkepanjangan, serta radika-
lisasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas). Sedangkan proses radikalisasi
dijabarkan menjadi beberapa faktor, antara
lain latar belakang dan motivasi individu,
memposisikan diri sebagai korban (victi-
mization), dan kekecewaan kolektif, serta
distorsi terhadap pemahaman tertentu
(yang berakar dari kepercayaan, ideologi
politik, etnis dan perbedaan budaya, jejaring
sosial, serta kepemimpinan).

Peningkatan ekonomi masyarakat dalam
hubungannya dengan pemacu (drivers)
ekstremisme berbasis kekerasan yang
mengarah pada terorisme ditinjau dari
keamanan insani (human security), yang
dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka
pengangguran, angka inflasi, dan penda-
patan negara. Data Badan Pusat Statistik
(BPS) menunjukkan bahwa IPM Indonesia
tahun 2023 mencapai 74,39, meningkat
0,62 poin (0,84 persen) dibanding tahun
sebelumnya 2022 (73,77). Selama
2020-2023, IPM Indonesia rata-rata
meningkat sebesar 0,72 persen per tahun.
Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua
dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat,
pengetahuan, maupun standar hidup layak.®

5 Badan Pusat Statistik, 15 November 2023.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun
2023 mencapai 74,39, meningkat 0,62 poin (0,84 persen)
dibandingkan  tahun  sebelumnya  (73,77)."  https://
www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/15/2033/
indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-
2023-mencapai-74-39--meningkat-0-62-poin--0-84-persen--
dibandingkan-tahun-sebelumnya-73-77-.html.


https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/15/2033/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2023-mencapai-74-39--meningkat-0-62-poin--0-84-persen--dibandingkan-tahun-sebelumnya--73-77--.html
https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/15/2033/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2023-mencapai-74-39--meningkat-0-62-poin--0-84-persen--dibandingkan-tahun-sebelumnya--73-77--.html
https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/15/2033/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2023-mencapai-74-39--meningkat-0-62-poin--0-84-persen--dibandingkan-tahun-sebelumnya--73-77--.html
https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/15/2033/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2023-mencapai-74-39--meningkat-0-62-poin--0-84-persen--dibandingkan-tahun-sebelumnya--73-77--.html
https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/15/2033/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2023-mencapai-74-39--meningkat-0-62-poin--0-84-persen--dibandingkan-tahun-sebelumnya--73-77--.html
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Sementara tingkat pengangguran turun
sedikit selama periode yang sama dari
tahun 2022 ke tahun 2023, jumlah angkatan
kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja
Nasional (Sakernas) pada Februari 2023
sebanyak 146,62 juta orang, naik 2,61 juta
orang dibanding Februari 2022. Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik
sebesar 0,24 persen poin. Sebanyak 83,34
juta orang (60,12 persen) bekerja pada
kegiatan informal, naik 0,15 persen poin
dibanding Februari 2022. Persentase
setengah pengangguran dan pekerja paruh
waktu mengalami penurunan, masing-
masing sebesar 0,95 persen poin dan
0,33 persen poin dibandingkan Februari
2022. Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) Februari 2023 sebesar 5,45 persen,
turun sebesar 0,38 persen dibandingkan
pada Februari 2022. Penduduk yang
bekerja sebanyak 138,63 juta orang, naik
sebanyak 3,02 juta orang dari Februari
2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami
peningkatan terbesar adalah penyediaan
akomodasi dan penyediaan makan minum
serta aktivitas jasa lainnya, masing-masing
sebesar 0,51 juta orang.® Pada tahun 2024,
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada
Agustus 2024 sebesar 4,91 persen, turun
sebesar 0,41 persen poin dibanding pada
Agustus 2023.7

6 Badan Pusat Statistik Indonesia, 5 Mei 2023.
“Februari 2023: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
sebesar 545 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar
294 juta rupiah per bulan.” https://www.bps.go.id/id/
pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023-tingkat-
pengangguran-terbuka--tpt—-sebesar-5-45-persen-dan-rata-
rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan.html.

7 Badan Pusat Statistik, 5 November 2024. “Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,91 persen.” https:/
www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/2373/tingkat-
pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-91-persen-.html.

GAMBAR 1.1
Infografis pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM

2020-2023

2020 2021 2022 2023

TINGGI
B RENDAH

I SANGAT TINGGI
B SEDANG

Untuk pengukuran rasa aman dapat diukur
dengan meninjau Indeks Terorisme Global
atau Global Terrorism Index (GTI) 2024, yang
menyatakan bahwa posisi Indonesia berada
pada kategori terdampak rendah terorisme
(low impact of terrorism), meningkat dari
posisi terdampak sedang (medium impact of
terrorism) pada tahun sebelumnya (2023).


https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan.html
https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan.html
https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan.html
https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan.html
https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/2373/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-91-persen-.html
https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/2373/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-91-persen-.html
https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/2373/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-91-persen-.html
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GAMBAR 1.2.
Infografis Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Capaian ini merupakan salah satu penca-
paian besar Indonesia dalam pencegahan
dan penanggulangan terorisme dan/atau
ekstremisme berbasis kekerasan yang
mengarah pada terorisme. Hal ini ditun-
jukkan khususnya dengan tidak adanya
serangan terbuka (zero terrorist attacks),
khususnya sepanjang tahun 2023.

Pengukuran rasa aman, ditinjau dari indeks
perdamaian di Indonesia melalui Peace
Index 2024, Indonesia masih pada kategori
tinggi (high peace), walaupun terjadi kemun-
duran dari tahun sebelumnya yang turun
4 peringkat. Indeks Perdamaian Global
mencakup 99,7% populasi dunia dan
dihitung dengan menggunakan 23 indikator
kualitatif dan kuantitatif dari sumber-sumber
yang sangat terpercaya, dan mengukur
kondisi perdamaian di tiga domain: (1)

tingkat keselamatan dan keamanan masya-
rakat; (2) tingkat konflik domestik dan inter-
nasional yang sedang berlangsung; dan (3)
tingkat militerisasi.®

Sekalipun kondisi pada tahun 2024
menunjukkan adanya perbaikan dengan
berakhirnya RAN PE Fase 1 Tahun
2020-2024, tetapi perlu juga diperhatikan
potensi ancaman terhadap hak atas rasa
aman yang perlu disikapi oleh berbagai
pihak. Laporan Global Risk tahun 2024
menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi
terlarang adalah hal yang menjadi paling
berisiko di seluruh dunia, khususnya dengan
adanya teknologi. Ini adalah salah satu dari

& Institute for Economics & Peace. 2024. “Global Peace
Index 2024: Measuring Peace in a Complex World.” https://
www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2024/06/
GPI-2024-web.pdf.
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A snapshot of the global state of peace

THE STATE OF PEACE

I
VERY HIGH HIGH MEDIUM Low VERY LOW  NOT INCLUDED

RANK COUNTRY SCORE CHANGE RANK COUNTRY SCORE CHANGE RANK COUNTRY SCORE CHANGE

@ Iceland 1.112
@ Ireland 1.303
@ Austria 1.313
@ New Zealand 1.323
@ Singapore 1.339
@ Switzerland 1.35
@ Portugal 1.372
@ Denmark 1.382
@ Slovenia 1.395
@ Malaysia 1.427
@ Canada 1.449
Czechia 1.459
Finland 1.474
Hungary 1.502
Croatia 1.504
Belgium 1.51
Japan 1.525
Netherlands 1.527
Australia 1.536
Germany 1.542
Bhutan 1.564
Mauritius 1.577
Spain 1.597
Estonia 1.615
Kuwait 1.622
Bulgaria 1.629
Slovakia 1.634
Norway 1.638

29 Qatar 1.656
30 Latvia 1.661
31 Lithuania 1.672
32 Poland 1.678
33 Italy 1.692
34 United Kingdom 1.703
35 Montenegro 1.746
36 Romania 1.755
37 Oman 1.761
38 North Macedonia 1.764
39 Sweden 1.782
40 Greece 1.793
a1 Vietnam 1.802
42 Albania 1.809
43 Taiwan 1.818
44 Madagascar 1.838
45 Mongolia 1.845
46 South Korea 1.848
47 Argentina 1.855
48 Indonesia 1.857
49 Laos 1.861
50 Botswana 1.863
51 Timor-Leste 1.882
52 Uruguay 1.893
53 United Arab Emirates 1.897
54 Serbia 1.93

55 Ghana 1.938
56 Kosovo 1.945

57 Zambia 1.948 T 2
58 Costa Rica 1.95

59 Kazakhstan 1.954
60 Uzbekistan 1.957

61 Bosnia and 1.961
Herzegovina

62 Namibia 1.972
63 Moldova 1.976
64 Chile 1.978
65 Tanzania 1.987
66 Sierra Leone 1.993
67 Jordan 1.998
68 Bolivia 2.009
69 Liberia 2.025
70 Cambodia 2.028
Al Tajikistan 2.035
72 Angola 2.043
=73 Paraguay 2.044
=73 Tunisia 2.044
75 Thailand 2.048
76 Armenia 2.052
77 Kyrgyz Republic 2.053
78 Morocco 2.054
79 Malawi 2.063
80 Nepal 2.069
81 Bahrain 2.072
=82 The Gambia 2.079
=82 Turkmenistan 2.079
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sepuluh risiko teratas yang paling terhubung
dalam jaringan kejahatan transnasional,
yang terlihat didorong oleh kemerosotan
ekonomi, kurangnya peluang ekonomi,
ketidakamanan siber, dan migrasi paksa,
bersama dengan pengangguran, kekerasan
di dalam negeri, dan konfrontasi geo-eko-
nomi.’

Di Indonesia sendiri, potensi bahaya ekstre-
misme berbasis kekerasan yang mengarah
pada terorisme di tahun 2024 mengemuka
dengan munculnya ancaman teror saat
wisuda Universitas Parahyangan Bandung
pada 15 November 2024.7° Karena itu, upaya
pencegahan yang sistematis dan terkoor-
dinasi dengan baik tetap harus dilakukan
secara terus menerus (berkelanjutan).
Sejalan dengan Laporan Global Risk 2024,
temuan Outlook I-KHub 2024, Global Risk
2024, Global Trend 2040 yang dirilis National
Intelligence Council (2021),"? United Nations
Pact for the Future™ menunjukkan bahwa
potensi ancaman di masa depan adalah
terkait dengan penyalahgunaan ruang siber
untuk ekstremisme berbasis kekerasan dan
terorisme.

9  World Economic Forum. 2024. “Global Risks Report
2024."  https://www.weforum.org/publications/global-risks-
report-2024/.

0 Detikjabar.com. 15 November 2024. “Penjelasan
Polisi soal Ancaman Teror di Kampus Unpar Bandung.”
https://www.detik.com/jabar/berita/d-7639521/penjelasan-
polisi-soal-ancaman-teror-di-kampus-unpar-bandung.

" |-KHub BNPT. 2024. “Counter Terrorism and Violent
Extremism Outlook”.

2 The Strategic Futures Group. 2021. “A More
Contested World.” Report. A Publication of the National
Intelligence Council. https://www.dni.gov/nic/globaltrends.

8 United Nations. 2024. “The Pact for the Future.”
Report A/RES/79/1. General Assembly. https://documents.
un.org/doc/undoc/gen/n24/272/22/pdf/n2427222.pdf.
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B. TUJUAN DAN METODOLOG

1. Tujuan

RAN PE memiliki tujuan besar untuk
memenuhi hak atas rasa aman warga
negara Indonesia. Dalam konteks pence-
gahan dan penanggulangan ekstremisme
berbasis  kekerasan yang mengarah
pada terorisme, seperti tercantum dalam
Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021,
rencana aksi PE bertujuan untuk menangani
pemacu (drivers) terjadinya ekstremisme
berbasis kekerasan yang mengarah pada
terorisme, yaitu (1) kondisi kondusif dan
konteks struktural; dan (2) proses radika-
lisasi. Kondisi kondusif dan konteks struk-
tural sebagai faktor pendorong, antara lain
kesenjangan ekonomi, marginalisasi dan
diskriminasi, tata kelola pemerintahan yang
buruk, pelanggaran HAM dan lemahnya
penegakan hukum, konflik berkepan-
jangan, serta radikalisasi di dalam Lembaga
Pemasyarakatan. Sedangkan proses radika-
lisasi dijabarkan menjadi beberapa faktor,
antara lain latar belakang dan motivasi
individu, memposisikan diri sebagai korban
(victimization), dan kekecewaan kolektif,
serta distorsi terhadap pemahaman tertentu
(yang berakar dari kepercayaan, ideologi
politik, etnis dan perbedaan budaya, jejaring
sosial, serta kepemimpinan).

RAN PE berfungsi sebagai pengarah
koordinasi antar-kementerian dan lembaga,
dalam bersinergi untuk bersama-sama
meningkatkan daya tangkal, menanggu-
langi ekstremisme berbasis kekerasan,
serta mencegah terorisme. RAN PE


https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2024/
https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2024/
https://www.detik.com/jabar/berita/d-7639521/penjelasan-polisi-soal-ancaman-teror-di-kampus-unpar-bandung
https://www.detik.com/jabar/berita/d-7639521/penjelasan-polisi-soal-ancaman-teror-di-kampus-unpar-bandung
https://www.dni.gov/nic/globaltrends
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/272/22/pdf/n2427222.pdf
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memperhatikan dan menerapkan prinsip-
prinsip hak asasi manusia; supremasi
hukum dan keadilan; pengarusutamaan
gender dan pemenuhan hak anak; keamanan
dan keselamatan; tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance); partisipasi
dan pemangku kepentingan yang majemuk;
serta kebhinekaan dan kearifan lokal.

Karena itu, tujuan dari Laporan Pelaksanaan
RAN PE tahun 2024 adalah menyediakan
dan menyampaikan informasi kepada
Presiden RI terkait pelaksanaan RAN PE
selama tahun 2024 yang memuat hasil akhir
pelaksanaan aksi dan kegiatan yang telah
direncanakan dalam rencana aksi beserta
capaian target kegiatan, hambatan selama
pelaksanaan rencana aksi, dan rekomendasi
untuk perbaikan kebijakan pada tahun selan-
jutnya.

2. Metodologi

Analisis dalam laporan ini menggambarkan
hasil evaluasi dengan metode campuran
atau mixed method, yaitu dengan mengha-
dirkan data kuantitatif pelaksanaan Aksi PE
oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah
Daerah, organisasi masyarakat sipil (OMS),
pemangku kepentingan di masyarakat,
dan mitra pembangunan, serta pihak-pihak
terkait lainnya yang mempunyai perhatian
terhadap preventing and countering violent
extremism (PCVE) di Indonesia. Data kuanti-
tatif disampaikan sedemikian rupa untuk
kemudian dianalisis secara kualitatif-des-
kriptif, termasuk di dalamnya mengha-
dirkan champion story. Analisa capaian
yang digunakan dalam laporan ini berbasis
outcome-oriented yang sudah diamanatkan

di dalam Peraturan BNPT (Perban) Nomor
5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Koordinasi,
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pelaksanaan RAN PE Tahun 2020-2024.

Data merupakan bagian terpenting dalam
penyusunan dan penulisan sebuah laporan,
termasuk Laporan Pelaksanaan RAN PE
Tahun 2024. Data dimaksud diperoleh
melalui proses pemantauan dan evaluasi
kinerja kementerian/lembaga dalam melak-
sanakan Aksi PE serta kontribusi OMS
dan pemangku kepentingan di masya-
rakat selama tahun 2024. Sebagaimana
dijelaskan, sumber data yang diolah, diana-
lisis, dan kemudian ditampilkan dalam
Laporan Pelaksanaan RAN PE Tahun 2024
adalah: (1) data pelaksanaan kegiatan
yang terdiri dari komitmen dan realisasi
kegiatan serta anggaran yang digunakan
untuk melaksanakan Aksi PE, baik berasal
dari kementerian/lembaga yang direpre-
sentasikan oleh Pokja Pilar 1, 2, dan 3; dan
(2) data program dan kegiatan dari OMS
dan pemangku kepentingan di masya-
rakat yang tergabung dalam Pokja Tematis
dan Forum Kemitraan Nasional (FKN)
yang memiliki perhatian terhadap pence-
gahan dan penanggulangan ekstremisme
berbasis kekerasan; dan (3) data program
dan kegiatan yang berasal dari mitra pemba-
ngunan yang memiliki perhatian terhadap
PCVE. Data-data tersebut dipilih dan dipilah
sehingga dapat diolah dan dianalisis,
terutama dari kementerian/lembaga.

Sedangkan data program dan kegiatan
OMS dalam Pokja Tematis dan pemangku
kepentingan di masyarakat dalam FKN,
serta mitra pembangunan yang memiliki
perhatian terhadap PCVE juga dipilih dan



dipilah secara ketat, yang berkontribusi
pada sasaran khusus (outcome) dan
sasaran umum (tujuan/dampak) RAN PE
selama tahun 2023. Selain itu, cerita-cerita
perubahan yang merupakan capaian dari
Aksi PE kementerian/lembaga dan OMS
dalam Pokja Tematis yang dinilai berhasil,
kuat, berkelanjutan, dan berdampak positif
serta merepresentasikan setiap Pilar dan
Pokja Tematis RAN PE juga disampaikan.

Dalam laporan ini, cerita-cerita perubahan
yang ada dalam prosesnya juga dianalisis
secara ketat serta dikemas dengan istilah
champion story. Harapannya, champion
story yang disampaikan menjadi pembela-
jaran dan dapat direplikasi oleh pemangku
kepentingan lainnya di masa depan. Cara
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untuk mengukur pelaksanaan kegiatan dan
anggaran yang digunakan adalah dengan
memantau dan mengevaluasi komitmen
kegiatan dan realisasi kegiatan serta
realisasi anggaran untuk melaksanakan Aksi
PE dari Kementerian/Lembaga; sedangkan
pelaksanaan dan realisasi program dan
kegiatan terkait PCVE yang berhubungan
dengan RAN PE yang dilakukan oleh OMS
dalam Pokja Tematis dan pemangku kepen-
tingan di masyarakat dalam FKN merupakan
program dan kegiatan yang dilaksanakan
selama tahun 2024 oleh 36 OMS yang
tergabung dalam Pokja Tematis dan Forum
Kemitraan Nasional.



3AB |

MPLEMENTASI
ANPETAHUN =
004



BAB Il IMPLEMENTASI RAN PE TAHUN 2024

Matriks RAN PE merupakan amanat Perpres Nomor 7 Tahun 20217 tentang RAN PE

Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan selama empat tahun sejak 2021 hingga 2024

dan secara keseluruhan terdiri dari 135 aksi. Aksi PE selama empat tahun tersebut

dilaksanakan oleh kementerian/lembaga. Tahun 2024 adalah tahun terakhir pelak-

sanaan RAN PE. Aksi PE di tahun 2024 sebagaimana amanat Perpres Nomor 7

Tahun 2021 yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab setiap aksi dari

kementerian/lembaga terkait sebanyak 107 aksi PE, yang terdiri 72 aksi PE di Pilar 1,

22 aksi PE di Pilar 2, dan 13 aksi PE di Pilar 3.

Aksi PE tidak hanya dilaksanakan oleh
kementerian/lembaga, namun juga oleh
pemerintah daerah yang telah memiliki
RAD PE baik di tingkat provinsi, kabupaten,
maupun kota. Terkait RAD PE, hingga peng-
hujung tahun 2024 terdapat 8 provinsi dan
13 kabupaten/kota di Indonesia yang telah
memiliki RAD PE. Selain itu, sebagai unsur
pelaksana lain RAN PE, seperti Kelompok
Kerja (Pokja) Tematis14 dan Forum
Kemitraan Nasional (FKN)15 yang di anta-
ranya terdiri dari pemangku kepentingan di
masyarakat yang memiliki concern, program,
dan kegiatan dalam upaya preventing and
countering violent extremism (PCVE) di
Indonesia, juga memiliki korelasi langsung
dengan pelaksanaan aksi PE di dalam RAN
PE.

Sebagaimana pelaksanaan aksi PE tahun-
tahun sebelumnya (2021-2023), pada

4 Keputusan Kepala BNPT Nomor 1 Tahun 2024
tentang Kelompok Kerja Tematis RAN PE Tahun 2024.
Sebelumnya telah terbit pula Keputusan Kepala BNPT Nomor
299 Tahun 2022 tentang tentang Kelompok Kerja Tematis
RAN PE Tahun 2023-2024.

5 Keputusan Kepala BNPT Nomor 103 Tahun
2023 tentang Forum Kemitraan Nasional Pemerintah dan
Pemangku Kepentingan di Masyarakat dalam RAN PE Tahun
2023-2024.

dasarnya setiap aksi PE dalam matriks
kerja RAN PE yang diamanatkan pada
tahun 2024 oleh Perpres Nomor 7 Tahun
2021 merupakan prioritas, yang tidak
hanya diisi, namun juga dilaksanakan oleh
setiap Kementerian/Lembaga terkait yang
menjadi penanggung jawab setiap aksi PE
dan kegiatan konkret berdasarkan keluaran
yang telah ditetapkan. Sekretariat Bersama
(Sekber) RAN PE dengan tenaga pendu-
kung di dalamnya, bertugas mengawal,
memantau, dan mengevaluasi terlaksa-
nanya keseluruhan aksi dan kegiatan di
dalam matriks RAN PE Tahun 2024. Secara
formal, tenaga pendukung Sekber RAN PE
dinamakan sebagai Kesekretariatan Sekber
RAN PE.

Jika meneropong kembali isu-isu yang
berkembang dan menjadi perhatian dalam
upaya tindak lanjut Laporan Pelaksanaan
RAN PE Tahun 2023, bagi Kesekretariatan
Sekretariat Bersama (Sekber) RAN PE
terdapat beberapa program dan kegi-
atan yang menjadi perhatian khusus dan
dianggap penting dalam pelaksanaan RAN
PE selama tahun 2024, di antaranya yaitu:
pertama, persiapan proses dan perumusan
RAN PE tahun 2025-2029. Tahun 2024 meru-
pakan tahun terakhir implementasi RAN PE
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tahun 2020-2024, namun di sisi lain meru-
pakan masa transisi menuju penyiapan,
perumusan, dan penyusunan RAN PE Fase
Il Tahun 2025-2029. Karena itu, Sekber RAN
PE melalui Kepala BNPT mengajukan Izin
Prakarsa kepada Presiden Rl untuk mener-
bitkan Perpres RAN PE Tahun 2025-2029
pada April 2024, yang dalam perjalanannya
oleh Presiden RI melalui Sekretariat Negara
diarahkan untuk dimasukkan ke dalam
Program Penyusunan (Progsun) Peraturan
Presiden Tahun 2025 melalui Kementerian
Hukum dan HAM. Selain itu, untuk memper-
kaya dan mempertajam materi substansi
dan draf matriks RAN PE Tahun 2025-2029,
Kesekretariatan Sekber RAN PE berkolabo-
rasi secara intensif dengan OMS, dalam hal
ini Setara Institute, dan mitra pembangunan
(Harmoni-USAID), menyelenggarakan
serangkaian Focus Group Discussion (FGD)
9 Tematik RAN PE tahun 2025-2029.

Kedua, evaluasi pelaksanaan RAN PE
selama empat tahun sejak 2021-2024.
Evaluasi dilakukan oleh evaluator inde-
penden dari UN Women yang dalam
prosesnya difasilitasi dan didukung oleh
Kesekretariatan Sekber RAN, mulai dari
desain operasional evaluasi, metodologi,
pengumpulan dan klasifikasi data, hingga
hasil akhir laporan evaluasi. Hasil evaluasi
yang berupa laporan telah dipresentasikan
oleh evaluator independen di dalam rapat
bersama Kesekretariatan Sekber RAN PE
dan dalam kegiatan RAN PE Awards pada
Agustus 2024.

Ketiga, penguatan materi RAN PE bagi
kementerian/lembaga penanggung jawab
aksi PE dan kolaborasi intensif dengan
kalangan akademisi dan OMS. Penguatan

materi berkaitan dengan materi HAM dan
gender, penunjang kegiatan K/L yang perlu
ditingkatkan, serta pelaporan pelaksanaan
RAN PE bagi K/L dan pemerintah daerah.
Keempat, selain penguatan materi RAN PE,
pelaksanaan RAN PE di daerah juga menjadi
prioritas yang didorong oleh Kesekretariatan
Sekber RAN PE agar daerah menyusun dan
memiliki RAD PE yang disesuaikan dengan
kebutuhan daerah. Sambutan positif dan
antusiasme pemerintah daerah menjadi
modal untuk tindak lanjut dalam mendorong
RAD PE secara lebih luas dan intensif pada
tahun 2024.

Kelima, prioritas lain yang juga menjadi
perhatian khusus pada tahun 2024 adalah
pengembangan dan pemutakhiran situs
web |-KHub, terutama terkait pelaksanaan
RAN PE. Selain melengkapi data dan peme-
taan yang dapat diakses secara luas oleh
publik maupun secara terbatas melalui
situs I-KHub.id, Sekretariat I-KHub bekerja
sama dengan Kesekretariatan Sekber RAN
PE melakukan sosialisasi penguatan inisi-
atif lokal bagi pemangku kepentingan di
berbagai daerah dan digitalisasi pelaporan
kegiatan RAN PE melalui I-KHub.

Terakhir dan yang
Kesekretariatan Sekber RAN PE secara
intensif dan reguler menjalin  komuni-
kasi dan koordinasi dengan kementerian/
lembaga, Pokja Tematis, dan FKN dalam
upaya memastikan terlaksananya setiap
aksi PE, serta program dan kegiatan OMS
dan pemangku kepentingan di masyarakat
yang berkaitan dengan RAN PE di tahun
2024.

terpenting, Tim
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A. LAPORAN KEGIATAN SEKRETARIAT

BERSAMA RAN PE

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021,
Sekretariat Bersama (Sekber) RAN PE bertugas mengoordinasikan, memantau, dan mengeva-
luasi pelaksanaan RAN PE di kementerian/lembaga; mengkompilasi laporan-laporan yang disam-
paikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; serta merumuskan dan menyiapkan
laporan capaian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan RAN PE. Sekber RAN PE terdiri dari unsur
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Perencanaan
dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Sekretariat Bersama RAN PE adalah unit
Pelaksana RAN PE yang dibentuk untuk
mengoordinasikan, memantau, dan meng-
evaluasi pelaksanaan RAN PE di kemente-
rian, lembaga, dan pemerintah daerah (Pasal
1 angka 6 Perpres Nomor 7 Tahun 2021).
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekber
RAN PE membentuk Tim Kesekretariatan
yang terdiri dari personel perbantuan
BNPT (Tenaga Pendukung). Sepanjang
tahun 2024, Sekber RAN PE telah melak-
sanakan beberapa kegiatan penting dan
sangat menunjang pelaksanaan RAN PE.
Kegiatan-kegiatan dimaksud terbagi dalam
dua klaster utama, yaitu kegiatan rutin dan
kegiatan non-rutin. Kegiatan rutin adalah
serangkaian kegiatan yang secara rutin
dilaksanakan langsung oleh Kesekretariatan
Sekber RAN PE dan merupakan amanat
Perpres Nomor 7 Tahun 2021. Sedangkan
kegiatan non-rutin merupakan serang-
kaian kegiatan yang secara langsung
maupun tidak langsung dilaksanakan oleh
Kesekretariatan Sekber RAN PE dan bekerja

sama dengan mitra-mitra Kesekretariatan
Sekber RAN PE, yang terdiri dari kemen-
terian/lembaga terkait, OMS, pemangku
kepentingan di masyarakat, maupun mitra
pembangunan yang menaruh perhatian
pada upaya PCVE di Indonesia.

Dengan dua tipologi klaster kegiatan di
atas, total kegiatan yang dilaksanakan oleh
Sekber RAN PE selama tahun 2024 seba-
nyak 118 kegiatan. Jumlah ini meningkat
seratus persen lebih dibanding kegiatan di
tahun 2023, yang sebanyak 57 kegiatan.
Sebagian dari kegiatan Sekber RAN PE di
tahun 2024 (48,31%) berhubungan dengan
penguatan kapasitas dan peningkatan
pengetahuan, pendampingan dan penguatan
focal point Kementerian/Lembaga termasuk
focal point setiap aksi PE tahun 2024 dari
internal BNPT, menghadiri undangan kegi-
atan Kementerian/Lembaga pelaksana aksi
PE dan pihak eksternal, serangkaian perte-
muan dan FGD evaluasi RAN PE bersama
tim evaluator independen, sosialisasi dan
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diseminasi RAN PE, monitoring dan evaluasi,
penyusunan  pedoman/panduan, serta
memberikan masukan terhadap hasil pene-
litian (evaluasi).

Sepanjang tahun 2024, Sekber RAN PE
telah merespons berbagai kebutuhan, perta-
nyaan, keluhan, dan temuan lapangan, yang
semata-mata ditujukan untuk penguatan
RAN PE agar berjalan dengan lancar dan
sesuai yang direncanakan dan dimandatkan
oleh Perpres Nomor 7 Tahun 2021, baik
di tingkat pusat maupun daerah. Dengan
begitu banyaknya kegiatan yang dilaksa-
nakan Kesekretariatan Sekber RAN PE
selama tahun 2024 baik langsung maupun
tidak langsung, tidak semua kegiatan
tersebut disampaikan di dalam laporan ini.

Di sisi lain, walaupun jumlah personel
pelaksana (Tenaga Pendukung) di dalam
Kesekretariatan Sekber RAN PE cukup
terbatas dengan segala tantangan, dina-
mika, dan kendala yang dihadapi dalam
melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan
fungsinya, namun demikian keseluruhan
kegiatan sepanjang tahun 2024, khususnya
yang dilaksanakan secara langsung oleh
Kesekretariatan Sekber RAN PE dapat terlak-
sana dengan baik. Berikut uraian sebagian
kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekber
RAN PE.

Pertama, kegiatan rutin. Serangkaian
kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh
Kesekretariatan Sekber RAN PE selama
tahun 2024 di antaranya, yaitu:

1. Rapat internal rutin Kesekretariatan
Sekber RAN PE. Beberapa concern
yang didiskusikan dalam rapat internal

Kesekretariatan Sekber RAN PE vyaitu:
(1) pelaksanaan Rakor Pokja Pilar, Pokja
Tematis, dan Forum Kemitraan Nasional;
(2) pelaksanaan Rakor Sekber RAN PE;
(3) monitoring dan evaluasi pelaksanaan
RAN PE dan pelaporan RAN PE terhadap
kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah; (4) persiapan pelaksanaan
FGD tematik RAN PE Tahun 2025-2029;
(5) keberlanjutan dan Perpres RAN PE
Tahun 2025-2029; (6) evaluasi pelaksa-
naan RAN PE 2020-2024 oleh evaluator
independen; (7) potensi kerja sama
dengan lintas kementerian/lembaga,
OMS, pemangku kepentingan di masya-
rakat, dan mitra pembangunan dalam
upaya penguatan pelaksanaan RAN PE;
(8) rapat koordinasi dengan kemente-
rian/lembaga terkait untuk mengakse-
lerasi pelaksanaan RAN PE Tahun 2024,
(9) rapat koordinasi dengan Kemente-
rian Hukum dan HAM (saat ini Kemente-
rian Hukum) dan Badan Pembangunan
Hukum Nasional (BPHN) terkait dima-
sukkannya draf Perpres RAN PE Tahun
2025-2029 di dalam Program Penyu-
sunan (Progsun) Perpres Tahun 2025;
dan (10) hal-hal lain yang relevan dan
berkaitan langsung dengan wewenang,
tugas, dan fungsi Sekber RAN PE dan
Tenaga Pendukungnya (Kesekretaritan
Sekber RAN PE) sebagaimana amanat
Perpres Nomor 7 Tahun 2021 dan
Perban Nomor 5 Tahun 2021.

. Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok

Kerja (Pokja) Pilar 1, 2, 3, dan Pokja
Tematis, yang dihadiri oleh Kesek-
retariatan Sekber RAN PE, kemen-
terian/lembaga pelaksana RAN PE,
dan anggota Pokja Tematis. Rakor



merupakan forum yang disediakan dan
difasilitasi oleh Sekber RAN PE terkait
pencapaian pelaksanaan RAN PE, seba-
gaimana amanat Perpres Nomor 7
Tahun 2021 yang harus dilaksanakan
oleh Sekber RAN PE paling sedikit 6
bulan sekali (Pasal 10). Melalui rakor,
menteri dan pimpinan lembaga menyam-
paikan capaian pelaksanaan RAN PE
yang menjadi tanggung jawab kemen-
terian dan lembaga yang bersangkutan
secara periodik setiap 6 bulan sekali
(Pasal 9).

Di tahun 2024 Sekber RAN PE melaksa-
nakan rakor sebanyak dua kali. Rakor
pertama pada 19-22 Maret 2024 dan
rakor kedua pada 29-30 Oktober serta 1
dan 5 November. Kedua rakor tersebut
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dilaksanakan di Jakarta. Rakor pertama
bertujuan membahas langkah strategis
untuk mengoptimalkan pelaksanaan
RAN PE dan rencana kerja sama dengan
Pokja Tematis di Tahun 2024. Sebagai
langkah tindak lanjut pasca rakor per-
tama, Pokja Pilar 1, 2, dan 3 berko-
mitmen melakukan pengisian laporan
rencana dan komitmen pelaksanaan
RAN PE tahun 2024 melalui Form A
(Format Komitmen dan Kontribusi) dan
Form B (Format Monitoring Perenca-
naan) ke dalam platform I-KHub.

Sedangkan rakor kedua Pokja Pilar 1, 2,
3, dan Pokja Tematis bertujuan mem-
bahas progress pelaksanaan dan meng-
identifikasi realisasi pelaksanaan RAN
PE di tahun 2024. Sebagai tindak lanjut

GAMBAR 2.1.
Rakor Pertama Pokja Pilar 1, 2, 3, dan Pokja Tematis

et

RAN PE

RAPAT KOORDINASI PERTAMA
KFLOMPQX KERJAP'LAR 1, 2
VP RAN PR AHU
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paska rakor kedua, Pokja Pilar 1, 2, dan
3 menyepakati untuk mengumpulkan
Form Komitmen dan Pelaksanaan RAN
PE tahun 2024 selambat-lambatnya
8 November 2024 melalui platform
I-KHub. Rakor Pokja K/L juga membahas
Laporan Pelaksanaan RAN PE Tahun
2024. Sebagaimana amanat Perpres
Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE
Tahun 2020-2024, laporan pelaksanaan
RAN PE yang dilaksanakan tahun 2024
dan disampaikan oleh kementerian/lem-
baga melalui situs I-KHub maupun lang-
sung ke Kesekretariatan Sekber RAN PE
juga sebagai bahan utama bagi Kesek-
retariatan Sekber RAN PE dalam meng-
kompilasi dan menyusun Laporan
Pelaksanaan RAN PE Tahun 2024 yang
akan disampaikan oleh Sekber RAN PE
kepada Presiden RI.

Kementerian/lembaga yang tidak hadir
dalam Rakor Kedua Pokja Pilar 1 yaitu
BPIP, Dewan Pers, Kemen ESDM, Kemenag,
Kemenaker, Kemenpan RB, dan KPAL
Kementerian/lembaga yang tidak hadir
dalam Rakor Kedua Pokja Pilar 2 adalah
Kemenag, Kemensos, dan Kemenpan RB.
Sedangkan  kementerian/lembaga yang
tidak menghadiri Rakor Kedua Pokja Pilar 3
adalah Ditjen AHU Kemenkumham. Selain
itu, sebagai tindak lanjut dari Rakor Kedua
Pokja Tematis disepakati bahwa Pokja
Tematis akan melakukan pemetaan kembali
terkait keanggotaan dan memperkuat koor-
dinator di setiap tema RAN PE Tahun 2025-
2029.

3. Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Kemit-
raan Nasional (FKN), yang diselengga-
rakan pada 16 Oktober 2024 di Jakarta.
Rakor FKN bertujuan untuk mening-
katkan efektivitas peran, fungsi, dan
jejaring FKN RAN PE melalui koordinasi
antara Pemerintah dan pemangku kepen-
tingan di masyarakat dan terselenggara
atas kerja sama Kesekretariatan Sekber
RAN PE dan Wahid Foundation sebagai
co-chair FKN dari unsur pemangku
kepentingan masyarakat.

GAMBAR 2.2
Rakor Kedua Pokja Pilar 1,2, 3, dan Pokja Tematis

Selain perwakilan pemerintah, Rakor FKN
juga dihadiri oleh perwakilan pemangku
kepentingan di masyarakat lainnya
(OMS, sektor swasta, lembaga filantropi,
perguruan tinggi, dan media). Rakor FKN
diawali dengan sesi pemaparan yang
menggali pengalaman kemitraan antar
pemangku kepentingan yang diwakili
oleh OMS, pemerintah (BNPT), lembaga
filantropi, sektor swasta, dan akade-
misi. Kemudian dilanjutkan dengan brea-
kout session ke dalam empat tema untuk



berbagi pengalaman dan mendapatkan
rekomendasi (Kelompok 1 Pemberda-
yaan Perempuan, Anak, dan Pemuda;
Kelompok 2 Pendidikan dan Keteram-
pilan Kerja; Kelompok 3 Ketahanan
Masyarakat; dan Kelompok 4 Tata Kelola
FKN).

Rakor FKN RAN PE yang diselengga-
rakan telah memberikan inspirasi dan
praktik-praktik kemitraan yang efektif
guna memperkuat upaya kolektif dalam
pencegahan ekstremisme berbasis keke-
rasan yang mengarah pada terorisme,
khususnya dalam pelaksanaan RAN
PE 2025-2029. Sebagai langkah tindak
lanjut, dengan pelibatan berbagai elemen
masyarakat khususnya sektor swasta,
filantropi, media dan perguruan tinggi,
Ketua Forum Kemitraan Pemerintah, dan
Ketua Pemangku Kepentingan Masya-
rakat perlu menentukan prioritas isu
yang akan diangkat dalam kemitraan
RAN PE di setiap tahunnya.

GAMBAR 2.3
Rakor Forum Kemitraan Nasional (FKN)
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4. Selain tiga rakor di atas, Kesekretari-

atan Sekber RAN PE juga telah melak-
sanakan Rapat Koordinasi Sekber RAN
PE bersama unsur Kemenko Polhukam,
Bappenas, Kementerian Luar Negeri,
Kementerian Dalam Negeri, dan BNPT,
pada 21 November 2024 di Jakarta.
Rakor Sekber RAN PE dipimpin langsung
oleh Kepala BNPT selaku Penanggung
Jawab RAN PE dan Sekretaris Utama
(Sestama) BNPT selaku Ketua Pokja
RAN PE. Rakor ini membahas: (1) update
perkembangan capaian pelaksanaan
RAN PE Tahun 2024 oleh Pokja Pilar 1,
2, 3, dan Pokja Tematis, serta Co-chair
FKN. Di dalam rakor Sekber RAN PE
ini Ketua Pokja Pilar 1, Pilar 2, Pilar 3,
Ketua Pokja Tematis, dan Co-chair FKN
menyampaikan laporan capaian pelak-
sanaan RAN PE dari awal hingga akhir
tahun 2024; (2) keberlanjutan RAN PE
tahun 2025-2029; dan (3) penguatan
dan elaborasi isu ekstremisme berbasis
kekerasan yang mengarah pada teror-
isme dalam naskah teknokratik RPJMN
2025-2029.
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Berikut adalah enam poin catatan hasil dari Rakor Sekber RAN PE pada 21
November 2024

a. BNPT c.q. Ketua Pokja Pilar 2 RAN PE perlu melakukan kajian lebih lanjut
kepada K/L penanggung jawab terhadap aksi yang belum dapat terlaksana
pada Fase 1 RAN PE, khususnya pada Pilar 2 Fokus 4 dan 5 untuk kemung-
kinan dilanjutkan dalam pelaksanaan RAN PE Fase 2 (2025-2029).

b. Dalam rangka menjaga kontinuitas upaya pencegahan dan penanggu-
langan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di
tingkat pusat dan daerah, Rakor Sekber RAN PE mendorong Kementerian
Hukum untuk mempercepat proses pembahasan dan pengesahan Prog-
sun yang mencakup Rancangan Peraturan Presiden tentang RAN PE tahun
2025-2029.

c. Batang tubuh Perpres RAN PE tahun 2025-2029 memasukkan klausul ten-
tang kewajiban daerah dalam mengimplementasikan RAN PE dalam ben-
tuk RAD PE.

d. BNPT segera mengoordinasikan penyiapan muatan substansi RAN PE
tahun 2025-2029 dengan melibatkan K/L terkait dan mendorong partisi-
pasi aktif organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, lembaga filantropi,
media dan perguruan tinggi dalam proses penyusunan Aksi RAN PE.

e. Mencermati meningkatnya tren potensi ancaman ekstremisme berba-
sis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia lima tahun ke
depan, Rakor Sekber RAN PE sepakat untuk mendorong penguatan dan
elaborasi isu ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada teror-
isme dalam Rancangan RPJMN 2025-2029. Terkait hal ini, Rakor Sekber
RAN PE merekomendasikan BNPT, Bappenas, dan kementerian/lembaga
terkait lainnya secara bersama mendiskusikan penguatan dan elaborasi
isu PE dalam dokumen Rancangan RPJMN 2025-2029.

f. Sambil menunggu terbitnya Perpres RAN PE Tahun 2025-2029 serta untuk
memastikan kesinambungan terlaksananya aksi-aksi RAN PE, BNPT selaku
leading sector kebijakan RAN PE dan Kementerian Dalam Negeri selaku
koordinator pelaksanaan RAN PE di daerah segera berkoordinasi untuk
menerbitkan Surat Edaran (SE) Kepala BNPT dan Mendagri tentang Kajian
Akademik RAN PE Tahun 2025-2029 kepada K/L terkait dan seluruh peme-
rintah daerah. SE tersebut dapat digunakan sebagai rujukan bagi K/L di
tingkat pusat dan daerah dalam melaksanakan Aksi RAN PE hingga terbit-
nya Perpres RAN PE Tahun 2025-2029.



GAMBAR 2.4.
Rakor Sekretariat Bersama (Sekber) RAN PE
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5. Monitoring dan evaluasi (monev) pelak-

sanaan RAN PE dan pelaporan RAN
PE tahun 2024, baik yang dilakukan
terhadap kementerian/lembaga maupun
pemerintah daerah. Monev dilaksa-
nakan oleh Kesekretariatan Sekber RAN
PE bekerja sama dengan kementerian/
lembaga terkait dan Badan Kesbangpol
daerah baik provinsi, kabupaten, maupun
kota bersama Kementerian Dalam
Negeri. Monev terhadap K/L dilaksa-
nakan di beberapa kementerian/lembaga
sebagai pelaksana aksi PE tahun 2024,
sedangkan terhadap pemerintah daerah
dilaksanakan sebanyak dua kali, khusus
bagi daerah yang telah memiliki RAD PE,
yakni secara luring dengan berkunjung
ke Pemerintah Provinsi Lampung dan
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

dan secara daring dengan melibatkan 8
provinsi dan 12 kabupaten/kota.

Monev pelaksanaan RAN PE dan pela-
poran RAN PE Tahun 2024 bertujuan
untuk (a) melihat lebih jauh perkem-
bangan, capaian, dan tantangan imple-
mentasi RAD PE di kementerian/
lembaga dan pemerintah daerah; (b)
menyampaikan informasi terkait meka-
nisme pelaporan pelaksanaan RAN PE
di daerah baik melalui pengisian form
maupun modul di situs Sistem Informasi
Penanganan Konflik Sosial (SIPKS); dan
(c) mengidentifikasikan serta mendis-
kusikan berbagai capaian dan dampak
pelaksanaan aksi-aksi RAN PE di kemen-
terian/lembaga dan daerah.
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Beberapa Kegiatan di antaranya:

a. Monev pelaksanaan RAN PE dan

pelaporan RAN PE terhadap Pro-
vinsi Lampung dan Kabupaten Lam-
pung Tengah pada 1-4 Mei, di Bandar
Lampung. Kegiatan ini dihadiri oleh
Tim Kesekretariatan Sekber RAN PE,
Ditien Polpum Kementerian Dalam
Negeri, serta Badan Kesbangpol Pro-
vinsi Lampung dan Kabupaten Lam-
pung Tengah.

Poin-poin yang dihasilkan selama
proses moneyv yaitu: (1) regulasi RAD
PE Provinsi Lampung berdasarkan
pada Surat Keputusan Gubernur
hanya berlaku selama satu tahun
(setiap tahun diperbarui). Hal ini
ditempuh karena Tim Terpadu yang
telah dibentuk bersifat dinamis serta
menyesuaikan dengan mitigasi dan
pemetaan yang ada di Lampung; (2)
pelaporan pelaksanaan RAD PE belum
optimal dilaporkan melalui plat-
form SIPKS untuk semester pertama
2024, disebabkan anggaran di Badan
Kesbangpol masih terfokus pada
kegiatan lain. Untuk mengatasi keter-
batasan anggaran, Badan Kesbangpol
Kabupaten Lampung Tengah meng-
gandeng Bappeda, Densus 88

GAMBAR 2.5
Monev Pelaksanaan dan Pelaporan RAN PE di Provinsi Lampung

Anti-teror, dan penegak hukum lainnya
untuk perencanaan dan implemen-
tasi program; (3) Kabupaten Lampung
Tengah fokus pada sosialisasi pence-
gahan ekstremisme berbasis keke-
rasan mengingat masih banyaknya
kasus terkait pelaku tindak pidana
terorisme dan merupakan daerah
persinggahan pelaku tindak pidana
terorisme; dan (4) Badan Kesbangpol
Kabupaten Lampung Tengah memi-
liki program pemberdayaan untuk
keluarga narapidana dan mantan
narapidana terorisme karena masih
kuatnya stigma di masyarakat yang
membuat mereka merasa terkucilkan.
Pemberdayaan dimaksud diwujudkan
melalui program menyekolahkan anak
keluarga pelaku tindak pidana teror-
isme serta pembuatan kartu BPJS
dan KTP bagi anak keluarga pelaku
terorisme.

Beberapa masukan dalam pelaksa-
naan monev di Provinsi Lampung
di antaranya: penyempurnaan regu-
lasi Perpres RAN PE agar memu-
dahkan pelaksanaan dan sistem
koordinasi dan pelaporan RAD PE;
penyempurnaan SIPKS sebagai situs
pelaporan pelaksanaan RAD PE; dan




permohonan dukungan Pemerintah
Pusat dalam mendorong pelaksanaan
RAN PE sebagai agenda prioritas
di daerah, baik provinsi, kabupaten
maupun kota.

. Monev pelaksanaan RAN PE dan
pelaporan RAN PE secara daring (via
Zoom Meeting) pada 22 November
2024 terhadap 8 provinsi dan 12 kabu-
paten/kota se-Indonesia yang telah
memiliki RAD PE. Kegiatan ini dihadiri
oleh Tim Kesekretariatan Sekber RAN
PE, Subdit Forkopimda Ditjen Polpum
Kementerian Dalam Negeri, serta per-
wakilan Badan Kesbangpol Provinsi
Sulawesi Tengah, Provinsi Kaliman-
tan Selatan, Provinsi Banten, Provinsi
Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengabh,
Provinsi Jawa Timur, Provinsi Lam-
pung, Kota Semarang, Kota Surakarta,
Kota Singkawang, Kota Tasikmalaya,
Kabupaten Bandung, Kabupaten Lam-
pung Tengah, Kabupaten Garut, dan
Kabupaten Bogor.

Adapun hasil dari kegiatan monev
ini yaitu: (a) seluruh perwakilan
Pemerintah Daerah yang hadir
sangat antusias dalam melaporkan
implementasi RAD PE di daerahnya
masing-masing; (b) dengan adanya
pelaporan implementasi RAD PE
dapat memberikan informasi utuh
kepada Kesekretariatan Sekber RAN
PE dan Kemendagri mengenai pelak-
sanaan RAN PE Tahun 2020-2024 di
daerah; (c) hal ini memperlihatkan
bahwa keberadaan kebijakan RAD PE
menjadi keharusan bagi Pemerintah
Daerah; dan (d) adapun daerah yang
memiliki kendala terbatasnya akses
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GAMBAR 2.6
Monev Pelaksanaan RAN PE dan Pelaporan RAN PE terhadap
8 provinsi dan 13 Kab/Kota secara daring

ke platform SIPKS disarankan untuk
berkirim secara manual via WhatsApp
(WA) kepada Direktorat Wawasan
Nasional (Wasnas) Ditjen Polpum
Kemendagri untuk diproses ke dalam
platform SIPKS.

6. Penganugerahan RAN PE Awards tahun

2024. Kegiatan ini merupakan kegiatan
rutin yang dilaksanakan oleh Sekber
RAN PE sejak tahun 2023, diselengga-
rakan pada 19 Agustus 2024 di Jakarta,
yang untuk penyelenggaraan tahun 2024
bekerja sama dengan Harmoni-USAID.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengapre-
siasi kerja keras dan kontribusi seluruh
pihak yang telah aktif berperan dalam
pelaksanaan RAN PE di sepanjang tahun
2024, sekaligus menjaga semangat dan
komitmen seluruh pemangku kepen-
tingan dalam merawat persatuan dan
kesatuan bangsa dari ancaman ekstre-
misme berbasis kekerasan yang meng-
arah pada terorisme dan ancaman
terorisme.

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat negara
terkait, yaitu Wakil Presiden RI, Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala
BNPT, Menteri Pariwisata dan Ekonomi
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Kreatif, Menteri Perhubungan, Wakil
Menteri Agama RI, Wakil Menteri Kete-
nagakerjaan, Anggota | BPK RI, Kepala
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban (LPSK), perwakilan
dari kementerian/lembaga, Kelompok
Ahli BNPT, perwakilan dari Kedutaan
Besar negara-negara sahabat, organi-
sasi internasional, organisasi masya-
rakat sipil, mitra pembangunan, dan para
pejabat internal BNPT. RAN PE Awards
2024 dibagi menjadi dua bagian: (a)
seremoni penyerahan RAN PE Awards
kepada para pemangku kepentingan;
dan (b) diskusi panel (talk show).

Dalam kegiatan ini Wakil Presiden
sebagai Keynote Speaker menyam-
paikan beberapa poin penting, di anta-
ranya: (a) menekankan pentingnya
melakukan evaluasi secara menye-
luruh  untuk mendukung perumusan
RAN PE Tahun 2025-2029 yang membe-
rikan dampak signifikan; (b) pentingnya
mempererat kolaborasi multipihak guna
penguatan pelaksanaan RAN PE Tahun
2025-2029; (c¢) meminta untuk meng-
hapus sekat-sekat birokrasi yang kaku
dan bersama-sama menjaga stabi-
litas keamanan nasional dan kesatuan
bangsa; (d) mendorong peningkatan
peran aktif perempuan dan perlindungan
anak dalam upaya pencegahan dan
penanggulangan ekstremisme berbasis
kekerasan dan terorisme; (e) dukungan
terhadap Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan RAN PE; dan (f) RAN PE
fase berikutnya (2025-2029) dapat terus
membantu untuk meningkatkan kondisi
aman tanpa ancaman bagi bangsa Indo-
nesia.

Pada penganugerahan RAN PE Awards,
Wakil Presiden Rl dan Kepala BNPT
memberikan penghargaan kepada para
stakeholder yang telah berkontribusi
secara positif dan aktif dalam implemen-
tasi RAN PE Tahun 2024, dengan bebe-
rapa kategori, yaitu:

a. Kategori Inisiator dan Berkomitmen

dalam Pelaksanaan RAN PE: Kemen-
dagri, Kemenkopolhukam, Kemenlu,
Provinsi Lampung, Provinsi Banten,
Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupa-
ten Bandung, Kabupaten Bogor, Kabu-
paten Garut, Kabupaten Purwakarta,
dan Kabupaten Lampung Tengah.

b. Kategori Inovatif dan Berkelanjutan:

Kemendikbud, Kementerian Pember-
dayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (KPPPA), LPSK, Provinsi Sula-
wesi Tengah, Wahid Foundation,
AMAN Indonesia, Yayasan Empatiku,
dan Setara Institute.

c. Kategori Inspiratif dan Berdampak

Nyata: Kementerian Agama, Kota
Surakarta, Peace Generation, Yaya-
san Prasasti Perdamaian (YPP),
dan Pusat Kajian Anti Radikalisme
(PAKAR).

d. Kategori Komitmen Prinsip-Prinsip

dalam RAN PE: Provinsi Jawa Timur,
Provinsi Jawa Barat, dan Internatio-
nal NGO Forum on Indonesia Develop-
ment (INFID).

e. Mitra Pembangunan Pemerintah: Uni-

ted States Agency for International
Development-Harmoni  (USAID-Har-
moni), United Nations Entity for Gen-
der Equality and the Empowerment
of Women (UN Women), Australia



Gambar 2.7
RAN PE Awards Tahun 2024
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Indonesia Partnership for Justice-2
(AIPJ2), United Nations Office on
Drugs and Crime (UNODC), United
Nations Development Programme
(UNDP), dan Uni Eropa.

Pada sesi diskusi panel (talkshow)
mengusung tema: “Kontribusi RAN
PE dalam Mencapai Pembangunan
Nasional” dengan narasumber dari
BNPT, Bappenas, Kementerian
Dalam Negeri, Badan Kesbangpol
Jawa Timur, Wahid Foundation, dan
Evaluator Independen. Beberapa
catatan tindak lanjut dari kegiatan ini
yaitu: (1) kehadiran Wapres Rl menun-
jukkan bahwa implementasi kebi-
jakan RAN PE mendapatkan perhatian
pimpinan negara, dan arahan Wapres
Rl mengenai keberlanjutan RAN PE
fase berikutnya (2025-2029) agar
lebih inklusif dengan mempertim-
bangkan kebutuhan masyarakat sipil,
perlu untuk segera ditindaklanjuti oleh
BNPT; (2) guna lebih memberikan
dampak nyata bagi pembangunan
nasional, BNPT secara lebih intensif
melakukan komunikasi  dengan
Bappenas untuk mendorong RAN
PE fase selanjutnya agar masuk ke
dalam prioritas nasional sesuai saran
Bappenas pada beberapa kesem-
patan, termasuk dalam diskusi panel;
dan (3) hasil evaluasi menyeluruh
RAN PE tahun 2020-2024 dapat dija-
dikan sebagai bahan pembelajaran
untuk penyusunan RAN PE tahun
2025-2029.

Kedua,
Serangkaian

non-rutin.
non-rutin

kegiatan
kegiatan

1.

Kesekretariatan Sekber RAN PE yang
dilaksanakan selama tahun 2024 di
antaranya sebagai berikut.

Diseminasi dan sosialisasi RAN PE
di sejumlah provinsi, kabupaten, dan
kota, yaitu di Provinsi Sulawesi Selatan,
Kota Semarang, Kabupaten Cirebon,
dan Kabupaten Purwakarta. Selama
tahun 2024, serangkaian kegiatan
ini dilaksanakan oleh OMS dan mitra
pembangunan bekerja sama dengan
Kesekretariatan Sekber RAN PE, BNPT,
kementerian/lembaga terkait, di anta-
ranya Kementerian Dalam Negeri, dan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol) daerah.

a. Diseminasi RAN PE tahun 2020-2024
dan Penyerahan Panduan Penyu-
sunan Kebijakan Pelaksanaan RAN
PE di daerah, yang dilaksanakan
17-19 Januari 2024 di Makassar.
Kegiatan ini merupakan kerja sama
Kesekretariatan Sekber RAN PE, Ses-
tama BNPT, Ditjen Polpum Kemen-
dagri, Wahid Foundation, AIPJ2, dan
Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi
Selatan. Kegiatan berbentuk seminar
dan FGD pembahasan isu-isu stra-
tegis terkait PE di Sulawesi Selatan
dan usulan pembentukan Pokja RAD
PE Provinsi Sulawesi Selatan dengan
mengundang representasi Organi-
sasi Perangkat Daerah (OPD) terkait
dari Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan, OMS, akademisi, organisasi
kemasyarakatan, dan stakeholder lain
yang relevan. Kegiatan ini bertujuan
untuk mendorong pelaksanaan Per-
pres Nomor 7 Tahun 2021 tentang
RAN PE Tahun 2020-2024 di Provinsi



GAMBAR 2.8
Diseminasi RAN PE dan Penyerahan Panduan Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan RAN PE di Daerah, Makassar

Sulawesi Selatan dengan membentuk
RAD PE Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini berhasil merumuskan
isu-isu strategis terkait PE dan usulan
pembentukan Pokja RAD PE Provinsi
Sulawesi Selatan dengan menge-
depankan prinsip whole of govern-
ment and whole of society approach.
Sebagai langkah tindak lanjut, dalam
upaya percepatan perumusan RAD PE
di Provinsi Sulawesi Selatan, diseleng-
garakan pertemuan lanjutan dengan
mengundang Badan Kesbangpol
daerah se-Sulawesi Selatan yang
telah berhasil menyusun RAD PE
untuk dapat menyampaikan best prac-
tices kepada Kesbangpol Provinsi
Sulawesi Selatan, termasuk rapat
terkait pembentukan Pokja RAD PE
melalui Peraturan Gubernur Sulawesi
Selatan. Dalam perjalanan selan-
jutnya, pasca kegiatan ini telah dite-
tapkan Keputusan Gubernur Sulawesi
Selatan Nomor 391/IV/Tahun 2024
tentang Pembentukan Tim Perumus
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan
tentang Rencana Aksi Daerah
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e c—

Pencegahan dan Penanggulangan
Ekstremisme Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada Terorisme di
Provinsi Sulawesi Selatan, yang dite-
tapkan 5 April 2024.

. Seminar Implementasi RAN PE di

Kota Semarang, 23-25 Januari 2024,
merupakan kerja sama Kesekretari-
atan Sekber RAN PE, Ditjen Polpum
Kemendagri, Yayasan Prasasti Per-
damaian (YPP), dan Harmoni-USAID.
Kegiatan ini juga berbentuk seminar
dan FGD pembahasan isu-isu strate-
gis terkait PE di Kota Semarang dan
usulan pembentukan Pokja RAD PE
Kota Semarang dengan mengundang
representasi OPD terkait dari Peme-
rintah Kota Semarang, OMS, akade-
misi, organisasi kemasyarakatan, dan
stakeholder lain yang relevan, dan ber-
tujuan mendiskusikan implementasi
RAN PE di Kota Semarang dan isu-isu
strategis PE yang akan dimasukkan
ke dalam RAD PE Kota Semarang.

Kegiatan ini berhasil merumuskan
isu-isu strategis terkait PE dan usulan
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pembentukan Pokja RAD PE Kota
Semarang dengan mengedepankan
prinsip whole of government and
whole of society. Sebagai langkah
tindak lanjut, dalam upaya percepatan
perumusan dan penyusunan RAD PE
di Kota Semarang, Pemerintah Kota
Semarang menyelenggarakan rapat
lanjutan pembentukan Pokja RAD
PE Kota Semarang dengan mengun-
dang pemangku kepentingan terkait,
termasuk OMS, akademisi, dan orga-
nisasi  kemasyarakatan.  Sebagai
hasil dari serangkaian kegiatan sejak
kick-off pada 23-25 Januari 2024,
dengan koordinasi dan kolaborasi
intensif Kesekretariatan Sekber RAN
dan YPP, Pemerintah Kota Semarang

GAMBAR 2.9
Seminar Implementasi RAN PE di Kota Semarang

telah menerbitkan Peraturan Walikota
Semarang Nomor 48 Tahun 2024
tentang Rencana Aksi Daerah
Pencegahan dan Penanggulangan
Ekstremisme Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada Terorisme, yang
ditandatangani Walikota Semarang
pada 26 September 2024, dan Surat
Keputusan Walikota Semarang Nomor
200.1/1022 Tahun 2024 tentang
Pembentukan Kelompok Kerja
Rencana Aksi Daerah Pencegahan
dan Penanggulangan Ekstremisme
Berbasis Kekerasan yang Mengarah
pada Terorisme di Kota Semarang,
yang ditetapkan pada 1 November
2024.



c. Konferensi Nasional dan Konvensi

Working Group on Women and Pre-
venting/Countering Violent Extremism
(WGWC) 2024 “Perempuan, Agensi,
Pemberdayaan  dalam  Melawan
Ekstremisme Berbasis Kekerasan”,
5-8 Mei, di Kabupaten Purwakarta,
Jawa Barat. Selama rangkaian kegi-
atan ini Kesekretariatan Sekber RAN
PE menjadi co-host dalam salah satu
breakout session, yang mendisku-
sikan tema “Implementasi RAD PE
di Kabupaten Purwakarta”. Dari dis-
kusi yang telah dilakukan, perlu ditun-
juk/disampaikan personel dari Badan
Kesbangpol Kabupaten Purwakarta
dan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa
Barat sebagai penanggung jawab
pelaporan dalam SIPKS Kemendagri
guna meningkatkan pelaporan imple-
mentasi RAD PE.

. Sosialisasi dan Diskusi Terbatas RAN

PE dan Strategi Implementasinya di
Kabupaten Cirebon. Kegiatan dilak-
sanakan di Kabupaten Cirebon pada
18 September 2024, merupakan kerja
sama Fahmina Institute, AMAN Indo-
nesia, IMPARSIAL, dan Fatayat NU
Jawa Barat sebagai Mitra JISRA Indo-
nesia, WGWC dengan Kesekretaria-
tan Sekber RAN PE. Kegiatan ini juga
berbentuk seminar dan FGD pemba-
hasan isu-isu strategis terkait PE di
Kabupaten Cirebon dan usulan pem-
bentukan Pokja RAD PE Kabupa-
ten Cirebon dengan mengundang
representasi OPD terkait dari Peme-
rintah Kota Semarang, OMS, akade-
misi, organisasi kemasyarakatan, dan
pemangku kepentingan lain yang rele-
van. Kegiatan ini bertujuan menso-
sialisasikan Perpres Nomor 7 tahun
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2021 tentang RAN PE Tahun 2020-
2024 dan Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 40 Tahun 2022 tentang
RAD PE Provinsi Jawa Barat serta
identifikasi isu-isu strategis untuk
kebutuhan penyusunan RAD Kabupa-
ten Cirebon.

Kegiatan ini juga berhasil meru-
muskan isu-isu strategis terkait PE
dan usulan pembentukan Pokja
RAD PE Kabupaten Cirebon dengan
mengedepankan prinsip whole of
government and whole of society.
Sebagai langkah tindak lanjut, dalam
upaya percepatan perumusan dan
penyusunan RAD PE di Kabupaten
Cirebon, Fahmina Institute, dan
Pemerintah  Kabupaten  Cirebon
menyelenggarakan rapat lanjutan
perumusan draf RAD PE Kabupaten
Cirebon dan pembentukan Pokja
RAD PE Kabupaten Cirebon dengan
mengundang pemangku kepentingan
terkait, termasuk OMS, akademisi,
dan organisasi kemasyarakatan.

GAMBAR 2.10
Sosialisasi dan Diskusi Terbatas RAN PE di Kabupaten Cirebon
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2. Focus Group Discussion (FGD) Tematik

RAN PE Tahun 2025-2029, yang dilaksa-
nakan oleh Kesekretariatan Sekber RAN
PE bekerja sama dengan Setara Institute
dan Harmoni-USAID sejak pertengahan
Mei hingga akhir Juli 2024 di Jakarta.
Sebagaimana diketahui, RAN PE tahun
2025-2029 terdiri dari sembilan tema
pokok yang berfokus pada keamanan
insani (human security) dalam konteks
pencegahan  dan  penanggulangan
ekstremisme berbasis kekerasan yang
mengarah pada terorisme. RAN PE tahun
2025-2029 mengambil  pendekatan
tematik, tidak lagi berbasis pilar sebagai-
mana RAN PE tahun 2020-2024.

Keputusan ini berangkat di antaranya
dari pertimbangan tujuh area utama (key
areas) UN Plan of Action to Prevent Vio-
lent Extremism yang dilaporkan Sekjen
PBB 24 Desember 2015 agar setiap
negara anggota PBB memasukkannya
dalam rencana aksi nasional masing-
masing negara. Tujuh area utama ter-
sebut meliputi (1) dialogue and conflict
prevention; (2) strengthening good gover-
nance, human rights, and the rule of law;
(3) engaging communities; (4) empo-
wering youth; (5) education, skill deve-
lopment, and employment facilitation,
(6) gender equality and empowering
women; dan (7) strategic communication,
internet, and the social media.’® Selain
itu, pertimbangan pelaksanaan RAN PE
tahun 2020-2024 yang berbasis pilar dan
evaluasi yang dilaksanakan di antara

' The United Nations Global Counter-Terrorism

Strategy, “Plan of Action to Prevent Violent Extremism: Report
of the Secretary General”, available at: https:/documents.
un.org/doc/undoc/gen/n15/456/22/pdf/n1545622.pdf.

aksi PE bersifat tematik dan fokus pada
isu dan tema tertentu, termasuk juga
keanggotaan Pokja Tematis yang secara
struktural bidang-bidang di dalamnya ter-
diri dari beberapa tematik.

FGD tersebut bertujuan untuk mendis-
kusikan secara mendalam dan spesifik
setiap tema dari sembilan tematik seba-
gaimana draf Perpres RAN PE tahun
2025-2029 dan menerima masukan,
saran, serta tindak lanjut untuk memper-
kaya dan mempertajam setiap tema dan
draf matriks aksi PE dari sembilan tema
pokok dalam draf Perpres RAN PE Tahun
2025-2029. Pelaksanaan FGD sem-
bilan tematik RAN PE Tahun 2025-2029
diformat dalam dua sesi diskusi dalam
satu hari. Sebelum FGD dimulai, peserta
dibekali dengan draf concept paper dan
matriks aksi PE setiap tematik RAN PE
tahun 2025-2029 yang telah disiapkan
sebelumnya. Sesi pertama, dimulai pagi
hingga siang hari. Pada sesi ini nara-
sumber memaparkan materi terkait tema
spesifik RAN PE tahun 2025-2029 dan
mendiskusikannya dengan peserta FGD.
Pada sesi kedua, peserta dibagi men-
jadi beberapa kelompok kecil yang men-
diskusikan secara mendalam materi dan
kisi-kisi materi yang disampaikan nara-
sumber di sesi sebelumnya, draf con-
cept paper setiap tematik RAN PE tahun
2025-2029, serta pendalaman dan pena-
jaman permasalahan, strategi, aksi, dan
kementerian/lembaga terkait.

Narasumber dalam rangkaian serial FGD
Tematik RAN PE tahun 2025-2029 ber-
asal dari akademisi, unsur pemerintah
(BNPT dan/atau kementerian/lembaga


https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n15/456/22/pdf/n1545622.pdf
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n15/456/22/pdf/n1545622.pdf

GAMBAR 2.1
FGD Tematik Draf RAN PE Tahun 2025-2029

PERPRES RAN PE 'I'A" N 2025- 2029

TEMA: KEMITRAAN (SINERGISITAS)
DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL
A L. v % -3, e f
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lain yang relevan), dan pegiat PCVE dari
unsur OMS. Sedangkan peserta ter-
diri dari beberapa unsur berikut: Tim
Kesekretariatan Sekber RAN PE, kemen-
terian/lembaga pelaksana RAN PE, lem-
baga pembangunan internasional, serta
pemangku kepentingan di masyarakat,
seperti OMS, pihak swasta, lembaga
filantropi, media, dan perguruan tinggi.
Dari serial FGD tersebut telah mengha-
silkan kajian akademik dan draf matriks
aksi PE setiap tematik RAN PE Tahun
2025-2029. Versi soft file (pdf) kajian
akademik dimaksud dapat diunduh

melalui tautan https://s.id/BukuAcuan-
PelaksanaanRANPE2025.

Adapun rincian pelaksanaan FGD sem-
bilan tematik draf RAN PE tahun 2025-
2029 sebagai berikut.

a. FGD Tema 1 Kesiapsiagaan Nasional,
16 Mei 2024.

b. FGD Tema 8 Pelindungan Saksi dan
Korban, 17 Mei 2024.

c. FGD Tema 2 Ketahanan Komunitas
dan Keluarga,18 Juli 2024.

d. FGD Tema 3 Pendidikan, Keterampilan
Masyarakat, dan Fasilitas Lapangan
Kerja, 24 Juli 2024.

e. FGD Tema 4 Pelindungan dan Pem-
berdayaan Perempuan, Anak, dan
Pemuda, 25 Juli 2024.

f. FGD Tema 5 Komunikasi Strategis,
Media, dan Sistem Elektronik, 26 Juli
2024.

g. FGD Tema 6 Deradikalisasi dan Pemu-
tusan Kekerasan (Disengagement)

untuk Rehabilitasi dan Reintegrasi
Sosial, 29 Juli 2024.

h. FGD Tema 7 Hak Asasi Manusia, Tata

Pemerintahan yang Baik, dan Kea-
dilan, 30 Juli 2024.

FGD Tema 9 Kemitraan (Sinergisitas)
dan Kerja Sama Internasional, 31 Juli
2024.

3. Kunjungan Kepala BNPT terkait Kolabo-

rasi Multi Pilhak RAN PE di Provinsi Jawa
Tengah ke Sekolah Damai di SMAN 13
Kota Semarang pada 12 Desember 2024
dan Desa Siap Siaga pada 13 Desember
2024 di Desa Sukorejo, Kabupaten
Kendal. Kedua kegiatan ini bertempat
di Aula SMAN 13 Kota Semarang dan
di Balai Desa Sukorejo. Kunjungan ke
SMAN 13 Kota Semarang merupakan
kerja sama Kesekretariatan Sekber RAN
PE, Wahid Foundation, eLSa Semarang,
dan AIPJ2. Sedangkan kunjungan ke
Desa Sukorejo merupakan kerja sama
Kesekretariatan Sekber RAN PE dan
Kedeputian 1 BNPT. Tujuan utama kegi-
atan adalah untuk meninjau dua program
unggulan yang telah ditetapkan sebagai
champion story RAN PE di tahun 2024.
Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan (a)
mengumpulkan masukan, cerita sukses,
dan dampak dari pelaksanaan program
Sekolah Damai dan Desa Siap Siaga; (b)
mendapatkan informasi dan pembela-
jaran dari masyarakat langsung untuk
memperkaya strategi pengembangan
program Sekolah Damai dan Desa Siap
Siaga di masa depan; (c) menguatkan
komitmen kerja sama BNPT dengan
Pemerintah Daerah Jawa Tengah,
Wahid Foundation, pihak sekolah, dan
penggerak desa dalam memperluas


https://s.id/BukuAcuanPelaksanaanRANPE2025
https://s.id/BukuAcuanPelaksanaanRANPE2025

jangkauan dan efektivitas program;
dan (d) menyampaikan pesan penting
kepada masyarakat dalam upaya pence-
gahan ekstremisme berbasis kekerasan
dan terorisme.

Dalam kunjungan Kepala BNPT beserta
rombongan ke SMAN 13 Kota Semarang
dihadiri oleh internal BNPT dan Kesek-
retariatan Sekber RAN PE; Pj. Gubernur
Jawa Tengah; Badan Kesbangpol Pro-
vinsi Jawa Tengah; Kepala Dinas Pen-
didikan Dasar dan Menengah Provinsi
Jawa Tengah; Kepala Sekolah, Guru, dan
Perwakilan Pengurus OSIS 79 Sekolah
Damai se-Provinsi Jawa Tengah; AIPJ2;
Wahid Foundation; dan eLSa Semarang.
Dalam kesempatan ini Kepala BNPT
mengapresiasi  pelaksanaan Sekolah
Damai sebagai salah satu upaya peme-
nuhan aksi RAN PE, Sekolah Damai
merupakan implementasi Perpres RAN
PE (turunan dari Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2018) yang menunjukkan bukti
konkrit seluruh pemangku kepentingan
hadir untuk melindungi masyarakat dari
aksi ekstremisme berbasis kekerasan
di Indonesia, Program Sekolah Damai
juga secara nyata memberikan dampak
luas dalam pencegahan ekstremisme
berbasis kekerasan dan terorisme, Pro-
gram Sekolah Damai menjadi bahan eva-
luasi dan monitoring untuk RAN PE Fase
[I Tahun 2025-2029 yang lebih efektif.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan penye-
rahan piagam penghargaan untuk seko-
lah-sekolah di Jawa Tengah yang telah
mengadopsi Program Sekolah Damai
dan diakhiri dengan peninjauan Kepala
BNPT ke lingkungan Sekolah SMAN 13
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Kota Semarang. Sebagai tindak lanjut,
BNPT, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
dan Wahid Foundation berkomitmen
memperkuat serta memperluas praktik
baik Sekolah Damai di seluruh sekolah di
Jawa Tengah, agar dapat menjadi model
bagi sekolah di daerah lain.

Sedangkan kunjungan ke Desa Sukorejo,
Kecamatan Sukorejo, Kabupaten
Kendal, dihadiri oleh internal BNPT dan
Kesekretariatan Sekber BNPT, Anggota DPR
Rl, Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal,
Kanwil Kementerian Agama Kabupaten
Kendal, PT. PNM Cabang Kendal, unsur
Kelurahan/Desa  Sukorejo  (Ketua BPD
Desa Sukorejo, Penggerak Desa Siap
Siaga, Perwakilan RT, Perwakilan RW,
Perwakilan Dusun), serta Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat Desa Sukorejo. Dalam
kesempatan di Desa Sukorejo juga dila-
kukan penyerahan bantuan sound system
kepada Desa Sukorejo untuk memperkuat
tugas Penggerak Desa Siap Siaga di Desa
Sukorejo. Dalam kesempatan ini diadakan
dialog antara perwakilan masyarakat Desa
Sukorejo, Kepala BNPT, beserta undangan
lainnya. Kepala Desa Sukorejo menyam-
paikan bahwa Desa Sukorejo telah mengi-
kuti kegiatan pengembangan kapasitas yang
diadakan BNPT terkait Sosialisasi Desa Siap
Siaga di Jakarta. Menindaklanjuti kegiatan
tersebut, Desa Sukorejo telah membentuk
Tim Penggerak Desa Siap Siaga seka-
ligus melaksanakan sosialisasi pemben-
tukannya kepada warga desa. Hingga saat
ini Desa Sukorejo tidak memiliki permasa-
lahan terkait toleransi beragama. Perwakilan
Penggerak Desa Siap Siaga menyampaikan
bahwa Penyuluhan Desa Siap Siaga berjalan
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GAMBAR 2.12
Kunjungan Kepala BNPT ke Sekolah Damai SMAN 13 Kota Semarang

kurang karena, disebabkan oleh kurangnya
pemahaman warga desa terkait terorisme
dan keterbatasan waktu dalam melaksa-
nakan sosialisasi, Tim Penggerak Desa Siap
Siaga mengusulkan pengadaan program
terkait kepemudaan di Desa Sukorejo dan
harapannya pemerintah dapat memberikan

dukungan berupa honor kepada Pelaksana/
Penggerak Desa Siap Siaga. Sebagai catatan
dan saran dalam dialog bahwa BNPT berko-
mitmen melakukan komunikasi lebih lanjut
dengan Kementerian Tenaga Kerja sebagai
upaya pengadaan Balai Latihan Kerja (BLK)
di tingkat desa.



GAMBAR 2.13
Kunjungan Kepala BNPT ke Desa Siap Siaga, Desa Sukorejo
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B. LAPORAN PILAR RAN PE
QFilar1

Pencegahan (Kesiapsiagaan, Kontra
Radikalisasi, dan Deradikalisasi)

Pada Pilar 1, terdapat 86 aksi yang diamanatkan pada tahun 2020-2024. Semua aksi PE pada Pilar 1
yang diamanatkan dalam RAN PE di tahun 2020-2024 terlaksana dengan baik. Sementara itu untuk
aksi pada tahun 2024, terdapat 49 aksi yang juga sudah terlaksana. Dari semua aksi yang terlaksana
di tahun 2024, sebagian di antaranya merupakan tindak lanjut pelaksanaan aksi PE di tahun

2022-2023 sebelumnya yang belum terlaksana.

100%

88/86
PILAR 1

GAMBAR 2.14
Pelaksanaan Aksi RAN PE 2020-2024

Terdapat sejumlah 313 komitmen kegi-
atan pada Pilar 1 dengan 259 kegiatan
sudah dilaksanakan oleh kementerian/
lembaga, 45 kegiatan sedang dilaksanakan,
dan lainnya pada status yang bervariasi.
Sebaran kegiatan kementerian/lembaga
banyak dilakukan pada Fokus 2 mengenai
Kesiapsiagaan Nasional, vyaitu berupa

memperkuat kesadaran dan kapasitas para
pemangku kepentingan. Realisasi aksi PE
lebih banyak dilakukan dibanding dengan
yang direncanakan dan hanya tersisa 83
kegiatan yang sedang dan/atau belum
dilaksanakan. Fokus 4 dan 6 adalah fokus
dengan aksi yang keseluruhan kegiatannya
sudah dilaksanakan.

Realisasi anggaran untuk pelaksanaan aksi
RAN PE tahun 2024 lebih kecil, kurang dari
50% dari total anggaran yang direncanakan
kementerian/lembaga pada Pilar 1. Hal ini
disebabkan salah satunya karena adanya
kebijakan efisiensi anggaran. Walaupun
demikian, dengan jumlah kegiatan K/L yang
masih banyak dan mencapai 100% dan reali-
sasi anggaran yang sangat terbatas menun-
jukkan komitmen K/L yang masih cukup
tinggi terhadap implementasi RAN PE pada
Pilar 1.

Terdapat satu K/L pada Pilar 1 yang belum
melaporkan aksinya untuk tahun 2024,
yaitu Kemen ESDM. Pelaksanaan kegiatan
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GRAFIK 2.1.
Sebaran Kegiatan kementerian/lembaga pada Pilar 1

81
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FOKUS 1 FOKUS 2 FOKUS 3 FOKUS 4 FOKUS 5 FOKUS 6 FOKUS 7 FOKUS 8
B sedang Dilaksanakan B Belum Dilaksanakan
Sudah Dilaksanakan [ Ditunda/Dibatalkan
K/L dalam rangka mendukung pencapaian Persebaran anggaran
aksi di Pilar 1 difokuskan pada isu-isu
gender, pendidikan, pemuda, korban, keta-
hanan masyarakat, penguatan kapasitas Rp. 910.729
pemerintah, data dan kolaborasi, kelompok
rentan, pengamanan objek vital strategis,
perlindungan anak, rehabilitasi dan reinte-
grasi, dan program deradikalisasi (dalam
dan luar Lapas).
Rp. 435.393

Pencapaian aksi RAN PE pada Pilar 1
untuk tahun 2020-2024 menunjukkan
bahwa tersisa satu aksi yang belum terpe-
nuhi (belum terlaksana), vyaitu terdapat
pada Fokus 7 (deradikalisasi dalam Lapas)
mengenai penyusunan standar kompetensi
minimum petugas menangani tahanan
dan narapidana teroris yang sesuai dengan
prinsip-prinsip di dalam RAN PE, termasuk
materi ketahanan terhadap potensi terpapar GRAFIK 2.2

ideologi ekstrem. Leading sector aksi Anggaran pada Pilar

PERENCANAAN
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ini adalah Kemenkumham, yang saat ini
telah berubah nomenklaturnya, di anta-
ranya menjadi Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan. Hasil verifikasi Tim
Kesekretariatan Sekber RAN PE menun-
jukkan bahwa sebenarnya Kemenkumham

Fokus 2 - Leading sector Kemenag:
pelatihan bagi penceramah agama
untuk mendorong moderasi bera-
gama;

Fokus 3 - Leading sector BNPT: road
map komunikasi strategis PCVE;

Fokus 3 - Leading sector Kemendik-
budristek: kurikulum sekolah damai
pada pendidikan dasar dan mene-
ngah;

sudah mengalokasikan anggaran untuk aksi
tersebut pada tahun 2025.

Pelaksanaan aksi PE pada Pilar 1 terdapat
beberapa perubahan pencapaian aksi dari
sebagian terpenuhi menjadi terpenuhi, yaitu:

Fokus 6 - Leading sector KPPPA:
tersusunnya Pedoman Mekanisme
Koordinasi  Perlindungan  Anak
Korban Jaringan Terorisme; dan

Fokus 8 - Leading sector BNPT: indi-
kator keberhasilan deradikalisasi
luar Lapas yang ter-update 2024
melalui alat ukur AKURAD.

Sementara itu, terdapat beberapa perubahan pencapaian aksi dari tidak terpenuhi menjadi

sebagian terpenuhi, yaitu:

Fokus 2 - Leading sector BNPT:
penyusunan alat ukur Desa Siap
Siaga yang memiliki Indeks Kesa-
daran Masyarakat sebagai rujukan
yang dapat menjadi landasan untuk
alat ukur pencegahan ekstremisme
kekerasan;

Fokus 3 - (1) leading sector Kemen-
dikbudristek: materi berpikir kritis;
dan (2) leading sector BNPT: mendo-
rong adopsi PCVE dalam elemen jur-
nalistik;

Fokus 3 - Leading sector Kemen-
kominfo: revisi P3SPS yang meng-
adopsi elemen pencegahan
ekstremisme berbasis kekerasan
yang mengarah pada terorisme;

Fokus 7 Leading sector Kemen-
kumham: (1) petugas yang mena-
ngani napiter harus kompeten
(rekrutmen dan penanganan); dan
(2) alat asesmen;"” dan

7 (Informasi dari PIC Fokus 7) kerja sama dengan salah satu OMS yaitu Yayasan Prasasti Perdamaian.



BAB Il IMPLEMENTASI RAN PE TAHUN 2024 =

Grafik 2.3
Pemenuhan Hasil RAN PE 2020-2024

e Hasil dari kegiatan kementerian/lem-
baga yang terlaksana dan sedang
dilaksanakan hingga penghujung 20.9% 1.2%
2024 banyak berupa perangkat dan Terpenuhi Tidak Terpenuhi
mekanisme (194), peningkatan kapa-
sitas kelompok masyarakat (70),
dilanjutkan dengan peningkatan
kemampuan aparatur dan lembaga
pemerintah (39) dan kebijakan/regu-
lasi (1).

Sebagian Terpenuhi

77.9%
GRAFIK 2.4
Hasil Kegiatan kementerian/lembaga pada Pilar 1
Koordinasi antar 6
Kementerian / Lembaga 13
’
) ) 41
Kerjasama Internasional
9,2
Peningkatan Kapasitas dan 96
aparatur & Infrastruktur
21,4
Sinergi dan 149
Pelaksanaan Prorgam 333
’
Instrumen dan 156
Sistem Pendataan 34,8

. Angka . %
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Berikut adalah ulasan beberapa rekam dari realisasi aksi/kegiatan yang telah dilakukan
oleh kementerian/lembaga dalam Pilar 1 sepanjang tahun 2024, yaitu:

Memperkuat data dukung dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang meng-
arah pada terorisme (Kesiapsiagaan Nasional).

Kajian perspektif gender dalam PCVE yang
dilakukan Komnas Perempuan, dengan judul (1)
Peta Awal Kerja Lembaga HAM dan dan Gerakan
Sosial - Gerakan Perempuan dalam Merespons
Radikalisme dan Ekstremisme Kekerasan: Kajian
HAM Perempuan; dan (2) Menelusuri Labirin
Pemulihan dan Perjuangan Hidup Perempuan
Korban Terorisme.

FGD yang diselenggarakan oleh BNPT terkait
Indeks Risiko Terorisme melibatkan kementerian/
lembaga yang ada di dalam RAN PE.

GAMBAR 2.15
Hasil Kegiatan Aksi PE pada Fokus 1

Memperkuat kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan mengenai ekstremisme
berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dan upaya meresponsnya (Kesiapsiagaan
Nasional)

Program Desa Siap Siaga yang dilakukan oleh Pl S e o

Bunakan Experimantal Laarning

BNPT bekerja sama dengan Kemendes PDTT
terkait potensi penggunaan dana desa.

Pelatihan bagi penyuluh dan aktor resolusi konflik

untuk pencegahan konflik berdimensi keagamaan. GAMBAR 2.16
Hasil Kegiatan Aksi PE pada Fokus 2
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Meningkatkan efektivitas kampanye pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang
mengarah pada terorisme di kalangan kelompok rentan (Kontra Radikalisasi)

Pencegahan ekstremisme kekerasan di
perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh
Kemendikbudristek.

KOMSTRAPE

Peta Jalan Komunikasi Strategis Pencegahan
Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang dilaksa-
nakan oleh BNPT.

Sosialisasi pencegahan ekstremisme berbasis
kekerasan melalui kanal perempuan kerja sama
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (KPPPA) dan Radio Republik
Indonesia (RRI).

GAMBAR 2.17
Hasil Kegiatan Aksi PE pada Fokus 3

Meningkatkan daya tahan kelompok rentan untuk terhindar dari tindakan ekstremisme
berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (Kontra Radikalisasi)

Program Keserasian Sosial berbasis masyarakat
yang diselenggarakan oleh Kemensos.

Program BNPT, yaitu meningkatkan resiliensi
pemuda melalui duta damai.

Pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang
mengarah pada terorisme melalui olahraga yang
diselenggarakan oleh Kemenpora bekerja sama
dengan United Nations Office of Counter-Terrorism

GAMBAR 2.18
(UNOCT) Hasil Kegiatan Aksi PE pada Fokus 4
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Meningkatkan pengamanan objek vital, transportasi, dan wilayah-wilayah publik dari
ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (Kesiapsiagaan)

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyeleng-
garakan bimbingan teknis insiden siber, di
antaranya bersama Computer Security Incident
Response Team (CSIRT) dan Organisasi
Pemerintah Pusat, dalam melakukan respons
dan penanganan insiden siber secara mandiri dan
efektif.

BNPT bekerja sama dengan Kementerian
Perhubungan melakukan assessment objek vital di
bandar udara.

GAMBAR 2.19
Hasil Kegiatan Aksi PE pada Fokus 5

Pencegahan terhadap radikalisme dan tindak pidana terorisme kepada kelompok anak
(Kesiapsiagaan)

KPPPA meluncurkan Pedoman Perlindungan Anak
Korban Jaringan Terorisme.

Kemenkes menyelenggarakan Pemberdayaan dan
Peningkatan Kapasitas Emergency Medical Team
(EMT) dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan
dan Ketahanan Kesehatan (Health Security) yang

juga diperuntukkan bagi anak korban jaringan & Kemenkss 4
: n Pem dor Peningk
terorisme. e pacyoon o e

Kelahonan Keseholan

GAMBAR 2.20
Hasil Kegiatan Aksi PE pada Fokus 6
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Deradikalisasi di dalam Lapas

Kemenkumham  (cq.  Direktorat ~ Jenderal st
Pemasyarakatan) bekerja sama dengan Yayasan P.FEI"('HI%K
Prasasti Perdamaian (YPP) mengeluarkan petunjuk

teknis  penelitian  kemasyarakatan  (Litmas)
terhadap anak kasus terorisme.

Kemenkumham (cq. Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan) bekerja sama dengan Aliansi
Indonesia Damai (AIDA) menyelenggarakan dialog
antara korban dan narapidana kasus terorisme.

GAMBAR 2.21
Hasil Kegiatan Aksi PE pada Fokus 7

Deradikalisasi di luar Lapas

BNPT mengeluarkan indikator keberhasilan
deradikalisasi luar Lapas yang ter-update tahun
2024 melalui AKURAD (Alat Ukur Radikalisme)
untuk penyelenggaraan program reintegrasi sosial.

KPPPA bekerja sama dengan Yayasan Empatiku
dan AMAN Indonesia menyelenggarakan kegiatan
kohesi dan reintegrasi sosial dengan pengarusuta-
maan gender.

GAMBAR 2.22
Hasil Kegiatan Aksi PE pada Fokus 8Penegakan
Hukum, Perlindungan Saksi dan Korban, dan
Penguatan Kerangka Legislasi Nasional



Dari grafik di bawah ini, disimpulkan bahwa penerima manfaat (beneficiaries), sekaligus
kelompok sasaran dari pelaksanaan aksi PE pada Pilar 1 berupa masyarakat adalah yang
terbanyak dilakukan sebagai aksi dari kementerian/lembaga untuk pencegahan dan penang-
gulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

GRAFIK 2.5
Capaian Kelompok Sasaran pada Pilar 1
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Pelaksanaan aksi Pilar 2 RAN PE tahun 2024 sebanyak 13 aksi dari total 33 aksi sebagaimana diama-
natkan dalam matriks RAN PE Tahun 2020-2024. 13 aksi PE pada Pilar 2 tahun 2024 tersebar ke
dalam lima fokus, sebagaimana gambaran pada tabel berikut:

TABEL 2.1. Sebaran Aksi Pilar 2 RAN PE Tahun 2024

NO AKSI PELAKSANA

Penguatan koordinasi dalam penegakan hukum terkait tindak pidana Terorisme dan
pendanaan Terorisme dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan penanggu-
langan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme

1 1.1.1 Identifikasi bentuk-bentuk koordinasi BNPT
yang ada saat ini. Kemenkumham
Polri
Kejaksaan Agung
LPSK
2 2.1.1 Pembuatan laporan tahunan BNPT
penegakan hukum tindak pidana Kemenkumham
Terorisme dan pendanaan Terorisme, Polri

untuk mendukung upaya PE .
Kejaksaan Agung

LPSK
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3 3.1.1
4 41.2
5 41.4

Pembentukan unit aduan khusus
di tiap lembaga untuk menerima
laporan dugaan pelanggaran dalam
penegakan Terorisme dan pendanaan
Terorisme, untuk mendukung upaya
PE.

Peningkatan jumlah penyampaian
informasi terkait penegakan hukum
tindak pidana pendanaan Terorisme
pada masing-masing instansi, baik
atas dasar permintaan maupun
inisiatif masing-masing instansi,
untuk mendukung upaya PE.

Peningkatan jumlah penanganan
dan penanggulangan pendanaan
Terorisme dengan memperhatikan
penilaian risiko pendanaan Terorisme
pada instansi penegak hukum, untuk
mendukung upaya PE.

BNPT
Kemenkumham
Polri

Kejaksaan Agung
Kompolnas
Komisi Kejaksaan
Ombudsman RI

PPATK
Kemenkeu

BNPT

Polri

BIN

Kejaksaan Agung

PPATK
Kemenkeu

BNPT

Polri

BIN

Kejaksaan Agung

Peningkatan kapasitas institusi dalam penegakan hukum tindak pidana Terorisme
dan pendanaan Terorisme, untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggu-
langan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme

Penyelenggaraan pelatihan
penegakan hukum dalam
pemberantasan tindak pidana

Terorisme dan pendanaan Terorisme,
untuk mendukung upaya PE

BNPT
Kemenkumham
Polri

Kejaksaan Agung
Mahkamah Agung
LPSK

PPATK



Perlindungan Saksi
pada Terorisme

Mengikutsertakan para  penegak
hukum dalam pendidikan terkait
peningkatan keterampilan dalam

penegakan hukum tindak pidana
Terorisme dan pendanaan Terorisme
di universitas-universitas di dalam
negeri, untuk mendukung upaya PE.

Pengiriman aparat penegak hukum
dalam pendidikan terkait peningkatan
keterampilan  dalam  penegakan
hukum tindak pidana Terorisme dan
pendanaan Terorisme ke luar negeri,
untuk mendukung upaya PE.
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BNPT
Kemenkumham
Polri

Kejaksaan Agung
Mahkamah Agung
LPSK

PPATK

BNPT
Kemenkumham
Polri

Kejaksaan Agung
Mahkamah Agung
LPSK

PPATK

dan Korban Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah

Pengembangan wadah pelaporan
tindakan  Ekstremisme  Berbasis
Kekerasan yang Mengarah pada
Terorisme di kampus pada wilayah

rentan, yang terintegrasi dengan
mekanisme  pelindungan  saksi,
korban dan pelapor

Pemanfaatan basis data saksi,

korban, dan pelapor dugaan tindakan
Ekstremisme Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada Terorisme yang
terjadi di kampus, dalam upaya PE
maupun penegakan hukum.

LPSK

BNPT
Kemendikbud
Kemenag
Kemenpan RB

LPSK
BNPT
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Penyelarasan Kerangka hukum nasional dan kerangka hukum internasional dalam
pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah
pada terorisme.

1 2.1.4 Sosialisasi muatan instrumen Kemlu
internasional terkait yang akan BNPT
disahkan. Kemenkumham

Penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan, dan evaluasi Peraturan perun-
dang-undangan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan
Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah terorisme

1 1.1.1 Menginventarisasi dan menganalisis Kemenkumham
peraturan perundang-undangan yang BNPT
terkait dengan upaya pencegahan
dan penanggulangan Ekstremisme
Berbasis Kekerasan yang Mengarah
pada Terorisme.

2 1.1.3 Menyusun dan mengusulkan Kemenkumham
pembaruan (revisi) peraturan BNPT
perundang-undangan yang terkait
dengan upaya pencegahan dan
penanggulangan Ekstremisme
Berbasis Kekerasan yang Mengarah
pada Terorisme.



Antusiasme kementerian/lembaga yang
terlibat dalam pelaksanaan aksi PE Pilar
2 RAN PE tahun 2024 relatif cukup tinggi.
Berdasarkan monitoring pelaporan yang
dilakukan oleh Kesekretariatan Sekber RAN
PE diperoleh data jumlah aksi PE yang dilak-
sanakan pada tahun 2024 sebanyak 22 aksi
dari 13 aksi yang direncanakan pada tahun

Penyusunan kebijakan yang terkait
dengan pencegahan dan penanggu-
langan pendanaan terorisme.

Pembentukan wadah pelaporan
saksi dan korban ekstremisme ber-
basis kekerasan di kampus.
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2024. Penambahan pelaksanaan aksi Pilar
2 tahun 2024 disebabkan karena kemen-
terian/lembaga beranggapan bahwa aksi-
aksi yang telah dilakukan pada tahun-tahun
sebelumnya dirasa masih perlu dilanjutkan
pada tahun 2024, khususnya untuk pelaksa-
naan aksi-aksi yang terkait, di antaranya:

Inventarisasi dan evaluasi peraturan
perundang-undangan yang terkait
dengan ekstremisme berbasis keke-
rasan di Indonesia.

Gambaran umum sebaran pelaksanaan aksi PE Pilar 2 dapat dilihat pada grafik berikut:

Lain-lain

Sinkronisasi

Dinamika Sosial

Nomenklatur

Sinergi

Target

Koordinasi

T

l

Anggaran

SDM

Tenggat Waktu

GRAFIK 2.6
Sebaran Pelaksanaan Aksi Pilar 2 Tahun 2024
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Sampai dengan Desember 2024, berda-
sarkan laporan seluruh  kementerian/
lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan
aksi Pilar 2 tahun 2024, telah terlaksana
82 kegiatan dari 83 kegiatan yang diko-
mitmenkan oleh kementerian/lembaga,
sedangkan 1 kegiatan ditunda, yaitu MoU
(Memorandum of Understanding) antara BIN
dengan Kemenkumham terkait kerja sama
penanganan warga binaan kasus tindak
pidana terorisme. Kegiatan kerja sama ini
rencananya akan direalisasikan pada tahun
2025.

Gambaran umum sebaran pelaksanaan kegi-
atan kementerian/lembaga dalam pelaksa-
naan aksi PE pada Pilar 2 dapat dilihat pada
grafik berikut:

Lain-lain

Dinamika Sosial

&

Sinergi ®

Monev

Data

P

Kebijakan

Ps

Tupoksi

Koordinasi

Berdasarkan data yang ada menunjukkan
bahwa kontribusi kementerian/lembaga
dalam pelaksanaan aksi PE pada Pilar 2
lebih banyak difokuskan pada pelaksanaan
kegiatan pada Fokus 1 yang terkait dengan
penguatan koordinasi penegakan hukum
tindak pidana terorisme dan pendanaan
terorisme dengan 46 kegiatan. Tingginya
intensitas koordinasi aparat penegak hukum
dalam penanganan kasus tindak pidana
terorisme dan pendanaan terorisme selama
tahun 2024 berdampak positif terhadap
pencapaian target “zero attack” Indonesia
tahun 2024 sebagaimana dirilis oleh Global
Terrorism Index (GTI) 2024.

Dengan akan berakhirnya pelaksanaan
Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN
PE Tahun 2020-2024 pada Desember 2024,

Anggaran

Prioritas

SDM

GRAFIK 2.7
Sebaran Kegiatan Pilar 2 Tahun 2024
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pelaksanaan aksi PE Pilar 2 RAN PE periode 2020-2024 dapat dijalankan dengan baik. Hal ini
dapat ditunjukkan dengan pencapaian/pemenuhan output sebagaimana diamanatkan dalam
RAN PE dengan persentase 94% atau 31 aksi PE terlaksana dan terdapat 2 aksi PE hingga
Desember 2024 belum dapat direalisasikan. 2 aksi PE yang belum terlaksana yaitu:

Fokus 4. Sosialisasi muatan
instrumen internasional yang akan
disahkan, khususnya yang ter-
kait dengan (a) konvensi Internasi-
onal tentang pemberantasan tindak
pidana yang terkait penerbangan
sipil internasional; (b) konvensi Inter-
nasional tentang pemberantasan
tindak pidana yang terkait keamanan
pelayaran; dan (c) konvensi Inter-
nasional tentang bahan peledak
plastik.

Kedua aksi PE di atas belum dapat dire-
alisasikan karena menghadapi berbagai
kendala, salah satu di antaranya adalah
masih kurangnya pemahaman dan urgensi

dari

kementerian/lembaga teknis untuk

bersama-sama mendorong pengesahan
kebijakan dimaksud.

Fokus 5. Pembentukan RUU tentang
kepemilikan senjata api dan bahan
peledak.

TIDAK TERLAKSANA
2 AKSI

TERLAKSANA
31 AKSI

Grafik 2.8
Capaian Pelaksanaan Aksi Pilar 2 Periode 2020-2024
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Beberapa capaian penting pelaksanaan aksi RAN PE Pilar 2 yang dilaksanakan oleh kemente-
rian/lembaga terkait selama tahun 2024 di antaranya adalah:

Penguatan koordinasi dalam penegakan hukum terkait tindak pidana Terorisme dan penda-
naan Terorisme dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan
Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme

Pertukaran informasi melalui peman- Kementerian Keuangan mela-

faatan platform Sistem Pendetek-
sian dan Pelaporan Dana Terorisme
(SIPENDAR).

kukan penyusunan analytic tools
(tahap penyempurnaan) atas trans-
aksi impor-ekspor atas barang yang

diduga terkait dengan terorisme
dan pendanaan terorisme dengan
memanfaatkan tools manajemen
risiko.

Pertukaran informasi melalui koordi-
nasi Satgas Daftar Terduga Teroris
dan Organisasi Teroris (DTTOT).

Kementerian PANRB telah memiliki
kanal aduan yaitu Aduanasn.go.id
sebagai wadah aduan aksi radika-
lisme yang dilakukan oleh oknum
ASN, dan bekerja sama dengan
Instansi terkait melalui SKB Pena-
nganan Radikalisme dalam Rangka
Penguatan Wawasan Kebangsaan
bagi Aparatur Sipil Negara.™

Penyampaian Data dan Informasi
pada Forum Financial Action Task
Force (FATF) Indonesia Tahun 2024.

Operasionalisasi Tim Penanggu-
langan Pendanaan Terorisme BNPT.

BIN melakukan penyampaian inquiry
analisis transaksi keuangan kepada
PPATK terkait individu/entitas yang
diduga berkaitan dengan penda-
naan terorisme melalui platform
SIPENDAR.

8 Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Hukum dan HAM, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala BIN, Kepala
BNPT, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala BPIP, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 02 Tahun 2019 Nomor
300-5499 Tahun 2019, Nomor M.HH-03.PW.01.01 Tahun 2019, Nomor 977 Tahun 2019, Nomor 432/P/2019, Nomor 961/SKB/M.
KOMINFO/HK.04.02/11/2019, Nomor KEP-250/XI/2019, Nomor 191 Tahun 2019, Nomor 39/K/KS/XI/2019, Nomor 01/SKB/
Ka.BPIP/X1/2019, dan Nomor SKB.01/KASN/11/2019 tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan
Kebangsaan bagi Aparatur Sipil Negara. SKB ditandatangani dan ditetapkan di Jakarta November 2019.
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Peningkatan kapasitas institusi dalam penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan penda-
naan Terorisme, untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme
Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme

Kementerian Keuangan Pendidikan
dan Pelatihan Teknis Transnational
Organized Crime bagi Petugas Bea
Cukai di level manajerial maupun
operasional.

PPATK menyelenggarakan Pelatihan
Penegakan Hukum dalam Pembe-
rantasan Tindak Pidana terorisme
dan pendanaan terorisme baik di
dalam negeri maupun luar negeri.

Kerjasama Kemenko Polhukam,
BNPT, LPSK dan Kemendikbud
dalam rangka sosialisasi pengem-
bangan wadah pelaporan tindakan
ekstremisme berbasis kekerasan
yang mengarah pada terorisme di
kampus pada wilayah rentan, yang
terintegrasi dengan  mekanisme
pelindungan saksi, korban dan
pelapor.

PPATK mengikutsertakan staf dalam
pendidikan dan pelatihan di luar
negeri terkait dengan anti teror yang
diselenggarakan oleh Centinel Singa-
pore.

Perlindungan Saksi dan Korban Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada
Terorisme

Kemendikbud melakukan upaya
Penanganan “4 Dosa Pendidikan”,
yaitu perundungan, kekerasan sek-
sual, intoleransi dan korupsi, melalui
Rapat Koordinasi Nasional Satgas
Penanganan Kekerasan (Melibatkan
Satuan Tugas dan Pimpinan Pergu-
ruan Tinggi).
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Diterbitkannya Permendikbud Ristek Penyediaan data perlindungan LPSK
Nomor 55 Tahun 2024 tentang Per- dan Penyediaan data terkait korban
ubahan Atas Permendikbud Ristek yang menjadi terlindung LPSK.
Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pen-

cegahan dan Penanggulangan Keke-

rasan di Lingkungan Perguruan

Tinggi, dengan memasukkan isu

Intoleransi di lingkungan Perguruan

Tinggi.

Penyiapan regulasi. harmonisasi rancangan, dan evaluasi Peraturan perundang-undangan
untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan
yang mengarah terorisme

Badan Pembinaan Hukum Nasi-
onal (BPHN) melakukan inven-
tarisasi dan analisis peraturan
perundang-undangan yang terkait
dengan upaya pencegahan dan
penanggulangan ekstremisme ber-
basis kekerasan yang mengarah
pada terorisme.
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Kemitraan dan Kerja Sama Internasional

Pada Pilar 3, terdapat 16 aksi yang diamanatkan pada tahun 2024. Selain dari aksi yang diama-
natkan 2024, terdapat pula kemungkinan adanya kementerian/lembaga menindaklanjuti aksi-aksi
PE dari tahun sebelumnya yang belum terlaksana atau dipertimbangkan penting untuk dilaksanakan
lagi pada tahun 2024. Terdapat dua fokus pada Pilar 3, yaitu Fokus 1 terkait Peningkatan Kapasitas
Kemitraan para Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada Terorisme dan Fokus 2 terkait Peningkatan Kerjasama Internasional pada pada
Instrumen Hukum Internasional dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Dibanding Pilar 1 dan Pilar 2, Pilar 3 terbi-

lang gugus yang paling kecil. Hanya ada

lima kementerian/lembaga yang dise-

butkan dalam matriks kerja Pilar 3, yaitu GRAFIK 2.9

BNPT, PPATK, Kementerian Luar Negeri, Jumlah Aksi dan Kegiatan PE Pilar 3 Tahun 2021-2024
Kemenkumham, dan Bappenas/Kemen PPN

(bukan sebagai lembaga pelaksana). BNPT 81
menjadi penanggungjawab pada aksi-aksi

PE di Fokus 1, sedangkan Kemlu menjadi

penanggungjawab pada aksi-aksi PE di

Fokus 2.

62

Sejak 2021 hingga 2024, terdapat total 201
kegiatan yang telah terlaksana pada Pilar
3 dengan jumlah dan sebaran aksi yang 13 15 13
berbeda-beda di setiap tahunnya. Pada 8

2021 terdapat 30 kegiatan yang tersebar l . I l
di 13 aksi, 2022 terdapat 28 kegiatan pada 2021 2022 2023 2024
8 aksi, 2023 81 kegiatan pada 15 aksi,

dan pada 2024 ini 62 kegiatan pada 13 Aksi B Kegiatan
aksi. Berdasarkan pendataan yang telah

dihimpun, keseluruhan aksi keseluruhan 16

aksi yang diamanatkan baik pada Fokus 1

maupun Fokus 2 telah dilaksanakan dalam

bentuk berbagai kegiatan selama rentang
empat tahun pelaksanaan.

30 28
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Dari 55 kegiatan yang tersebar pada 11 aksi di tahun 2024 ini, 41 kegiatan dilaporkan oleh
BNPT, 10 kegiatan dilaporkan oleh PPATK, dan 4 kegiatan dilaporkan oleh Kemlu. Terdapat 20
kegiatan yang tersebar pada 9 aksi di Fokus 1, sedangkan 35 kegiatan tersebar pada 3 aksi di
Fokus 2. Jadi dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan pada Pilar 3 dikontribusikan oleh
BNPT dengan dominasi pada Fokus 2 terkait Kerjasama Internasional.

Peningkatan Kapasitas Kemitraan para Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan
Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

PPATK mendorong pegawai BNPT menjadi FATF
Lead Reviewer untuk Immediate Outcome (10) 10
mengenai pencegahan pendanaan terorisme untuk
Nepal. Proses reviewing ini mendorong knowledge
sharing dan benchmarking secara signifikan.

Integrasi data profil mitra pembangunan dan LCERTIFICATE OF COMPLETION
. . . . Tﬁr B Action Task Force (FATF) preseats this certificate 1o
program dari Bappenas melalui donor coordination
RaMADHAN MUHAMMAD RANDY
platform ke I-KHUb. completing the FATF ICRG Reviewer Triinng
GAMBAR 2.23

Peningkatan Kapasitas Melalui FATF Lead
Reviewer

Peningkatan Kerjasama Internasional pada pada Instrumen Hukum Internasional dalam
Penegakan Hukum Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada
Terorisme.

Disahkannya resolusi ECOSOC “Treatment of
Children Associated with Terrorist Groups, Including
Children who are Recruited and Exploited by
Those Groups” yang telah diadopsi pada forum
Commission on Crime Prevention and Criminal
Justice (CCPCJ) di Wina, Austria, 17 Mei 2024
menjadi titik awal pengembangan prinsip dan
pedoman penanganan anak terasosiasi terorisme
di tingkat global.

GAMBAR 2.24
Pengesahan Resolusi ECOSOC yang diadopsi pada Forum CCPCJ



BAB Il IMPLEMENTASI RAN PE TAHUN 2024

C. LAPORAN KELOMPOK KERJA

(POKJA) TEMATIS RAN PE

Tahun 2024, Pokja Tematis kembali mendukung dan memperkuat implementasi RAN PE melalui
penetapan Keputusan Kepala BNPT Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelompok Kerja Tematis
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang
mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2024. Keputusan ini memperbarui Keputusan Kepala
BNPT (SKEP BNPT) Nomor 299 Tahun 2022. Kelembagaan Pokja Tematis terdiri dari tujuh bidang
yang merepresentasikan isu-isu strategis dalam implementasi RAN PE, yaitu Pengarusutamaan
Gender, Perlindungan Saksi dan Pemenuhan Hak Korban, Komunikasi Strategis, Pelibatan Pemuda,
Rehabilitasi dan Reintegrasi, Kesiapsiagaan Nasional, dan Penegakan Hukum dan HAM.

Peran dan Fungsi Pokja Tematis

Posisi Pokja Tematis tidak sekedar sebagai
wadah formal organisasi masyarakat sipil
(OMS) terlibat dalam Sekber RAN PE, namun
juga untuk melakukan update perkem-
bangan kerja-kerja OMS terkait PCVE di
Indonesia. Sebagai sebuah platform parti-
sipasi publik, kehadiran Pokja Tematis diha-
rapkan bisa melakukan tiga fungsi utama
yaitu koordinatif, konsultatif, dan peman-
tauan/evaluasi. Tahun 2024 merupakan
momentum kritis Pokja Tematis diuji efekti-
vitasnya dalam memainkan peran transfor-
matif, untuk menjaga dan mengawal proses
di Sekber RAN PE tetap transparan dan
akuntabel.

1. Fungsi Koordinasi

Memiliki legal hukum yang jelas, mem-
buat Pokja Tematis selain mengikuti
kultur birokrasi, tetapi harus secara
luwes memainkan pola koordinasi di
internal dan eksternal. Koordinasi secara
internal Pokja Tematis dilakukan secara
formal maupun non-formal. Secara
formal, sejumlah pertemuan rutin Pokja

Tematis digelar untuk merespons situasi
terkini, tetapi juga secara rutin dia-
rahkan untuk mendapatkan update dari
sejumlah anggota. Secara tidak lang-
sung, pemetaan “who do what”, mem-
bantu sinergi atau kerja sama antar
masyarakat sipil. Misalnya pembuatan
film “The Invisible Wall” oleh Ruang
Obrol, kami anggap sebagai kontri-
busi besar sejumlah organisasi seperti
DASPR, WGWC, Yayasan Empatiku,
Peace Generation, dan Ruang Obrol.

Sedangkan koordinasi non-formal,
secara spontan dan responsif dalam
grup WhatsApp, di mana seluruh koor-
dinator dan anggota bertemu. Update
reguler tentang perkembangan radika-
lisme dan tren terorisme, isu-isu terkini
terkait dengan situasi korban ekstre-
misme berbasis kekerasan, undangan
kegiatan anggota Pokja Tematis dan
sebagainya. Ini merupakan penanda
bahwa perhatian dan kepedulian antar
anggota masih hidup.
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Secara eksternal, Pokja Tematis masih
berfokus pada Sekretariat Bersama RAN
PE. Sebagai bagian dari pilar di Sekber
RAN PE, koordinasi dengan BNPT dilak-
sanakan 3 bulan sekali, untuk mela-
kukan update, membahas gap, dan
mendorong sejumlah penyelesaian per-
soalan yang dihadapi oleh anggota
Pokja Tematis. Serta mendorong pengu-
atan prinsip-prinsip (supremasi hukum
dan keadilan, pengarusutamaan gender
dan pemenuhan hak anak; keamanan
dan keselamatan; tata kelola pemerin-
tahan yang baik (good governance); par-
tisipasi dan pemangku kepentingan yang
majemuk; serta kebhinekaan dan kea-
rifan lokal), ke dalam seluruh proses
implementasi pilar-pilar dalam Sekber
RAN PE. Pola koordinasi secara formal
memberikan efek positif, tidak saja pada
efektivitas update implementasi pro-
gram di masing-masing organisasi. Tam-
paknya pertemuan secara tatap muka
dengan pihak BNPT dan lintas kemen-
terian/lembaga, merupakan momentum
strategis untuk menyampaikan sejumlah
perhatian, termasuk hasrat kerja sama,
yang sayangnya belum optimal ditindak-
lanjuti karena sejumlah alasan teknis.

. Fungsi Konsultatif

Tahun 2024 merupakan tahun krusial
bagi Pokja Tematis memainkan peran
konsultasi dengan pihak pemerintah.
Menjemput RAN PE fase Il Tahun 2025-
2029, meskipun tidak ditunjuk secara
langsung sebagai bagian dari perwa-
kilan masyarakat sipil dalam penyu-
sunan RAN PE fase ll, kehadiran Pokja
Tematis cukup substansial dalam forum

konsultasi publik perumusan RAN PE
Tahun 2025-2029. Keterlibatan Pokja
Tematis dan anggotanya secara aktif
dalam 9 seri konsultasi publik (FGD)
penyusunan RAN PE tahun 2025-2029,
yang berlangsung sejak Mei hingga Juli
2024, sebagai narasumber dan peserta
aktif.

Untuk memastikan suara OMS lebih
optimal, Pokja Tematis bekerja sama
dengan Working Group on Women and
Preventing/Countering Violent Extremism
(WGWC) menyelenggarakan konsultasi
publik secara daring untuk menggalang
masukan dari OMS terkait isu-isu penting
RAN PE fase Il. Konsultasi Publik dilak-
sanakan 26 Juni 2024 dan dihadiri oleh
104 peserta (70 perempuan, 34 laki-laki
perwakilan 55 lembaga/OMS dari ber-
bagai wilayah seperti Jawa Timur, Jawa
Barat, Jawa Tengah, DIY, DKI Jakarta,
Aceh, Sulawesi Tengah, Maluku hingga
Sumatera Barat. Jaringan WGWC juga
menyelenggarakan konferensi dan kon-
vensi bertajuk “Perempuan, Agensi, dan
Pemberdayaan dalam Melawan Ekstre-
misme Kekerasan” pada 4-7 Mei 2024
di Purwakarta, = merekomendasikan
sejumlah isu kunci dalam implementasi
RAN PE, di antaranya terkait akses pada
keadilan korban terorisme agar memper-
oleh dukungan jangka panjang dan kom-
prehensif.

Hasil tertulis masukan masyarakat sipil
diserahkan secara formal kepada Deputi
Il Kerjasama Internasional BNPT, pada
pertemuan audiensi 18 Oktober 2024
kantor Deputi Kerjasama Internasional di
Gedung BUMN, Jakarta.



GAMBAR 2.25

Kertas Usulan Pengarusutamaan Gender dalam Rancangan

Perpres RAN PE

PENGASLSUTAMAAN

GENDER

i
r A

-------

(Dokumentasi WGWC dan AMAN Indonesia)

Sebagai sebuah platform NGO di tingkat
nasional yang bekerja untuk PCVE,
kehadiran Pokja Tematis seharusnya
bisa dioptimalkan sebagai kekuatan
kolektif masyarakat sipil Indonesia, yang
perannya mumpuni bukan saja sebagai
narasumber, tapi juga sebagai bagian
dari penyusun rancangan Peraturan Pre-
siden dan Matriks Aksi RAN PE fase Il.
Khususnya, sejumlah ahli sensitivitas
gender, HAM, dan perlindungan anak,
akan mampu membantu perumusan
indikator yang sensitif gender, dan ink-
lusif, serta peka kepada kebutuhan
korban terorisme, maupun perempuan
dari keluarga mitra deradikalisasi.

Peran konsultatif Pokja Tematis lainnya
adalah upaya advokasi untuk memas-
tikan “pertemuan antar pilar” akhirnya
bisa tercapai di tahun 2024, dengan
dukungan Kesekretariatan Sekber RAN
PE. Trust (kepercayaan) dan collective
responsibility (tanggung jawab bersama),
adalah kunci utama dalam meruntuhkan
tembok prasangka antar birokrasi dan
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OMS. Mekanisme koordinasi reguler
antara anggota Sekber RAN PE, dengan
menghadirkan orang kunci di tiap pilar,
merupakan proses panjang untuk mem-
bangun kepercayaan antara pemerintah
dan OMS, dengan saling mendengarkan
capaian pilar dan gap yang ditemukan
selama implementasi.

. Fungsi Pemantauan dan Evaluasi

Meskipun Pokja Tematis belum pernah
menjalankan pemantauan dan evaluasi
secara sistematis, tetapi pertemuan
reguler secara internal maupun eks-
ternal memberikan ruang observasi dan
penilaian pada efektivitas implementasi
program. Dari sejumlah seri rapat koor-
dinasi yang dihadiri oleh Pokja Tematis,
khususnya Ketua Pokja Tematis, menun-
jukkan tingkat sensitivitas gender masih
rendah pada program. Meskipun peli-
batan aktor perempuan sudah mulai
banyak, tetapi upaya membongkar
ketimpangan gender masih malu-malu.
Kami khawatir bahwa persoalan ketim-
pangan gender kemudian dijawab
dengan pelibatan lebih banyak tokoh
perempuan, bukan membongkar kesa-
daran kritis atas relasi kuasa gender
yang timpang di keluarga dan masya-
rakat, yang meletakkan perempuan dan
laki-laki terdampak berbeda dalam kon-
teks ekstremisme berbasis kekerasan.

Untuk itu, melalui jaringan WGWC,
advokasi untuk mendorong Peraturan
Kepala BNPT (Perka) tentang Penga-
rusutamaan Gender (PUG) dijalankan
dengan mengirimkan draf Perka BNPT,
pada 18 Oktober 2024 kepada Deputi
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[l Kerjasama Internasional BNPT. Draf
ini telah dibahas oleh masyarakat
sipil dalam jaringan WGWC dan juga
sejumlah ahli pada 18 Juli 2024. Ada
sejumlah langkah yang diharapkan dija-
lankan oleh BNPT, yaitu Biro Hukum
melakukan kajian draf, diskusi dengan
Kementerian Pemberdayan Perempuan
dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta
pelibatan Kementerian/Lembaga dalam
pembentukan Pokja PUG yang akan
mengawal implementasi PUG dalam
bidang pencegahan dan penanggu-
langan ekstremisme berbasis kekerasan
yang mengarah pada terorisme.

Ketua Pokja Tematis juga diwawan-
carai oleh tim evaluator UN Women, ter-
kait efektivitas implementasi RAN PE
Tahun 2020-2024. Partisipasi dalam eva-
luasi RAN PE merupakan kontribusi pen-
ting, dilihat dari perspektif masyarakat
sipil dan sensitivitas gender. Pada kon-
teks pelibatan masyarakat sipil, keber-
adaan Pokja Tematis dianggap lebih
efektif dalam mengkoordinasi dan meng-
konsolidasi suara masyarakat sipil untuk
menebalkan prinsip-prinsip RAN PE, khu-
susnya PUG, HAM, dan perlindungan
anak. Dalam hal penguatan sensitivitas
gender, gerbong besar WGWC, tidak saja
memberikan catatan kritis pada ketim-
pangan gender, tetapi juga rekognisi
agensi dan kepemimpinan perempuan.

Capaian Pokja Tematis
berbasis Bidang

1.

Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG)

Dalam menjalankan mandat memas-
tikan prinsip pengarusutamaan gender
pada implementasi RAN PE, Bidang
PUG menjalankan sejumlah agenda
transformatif dalam mendorong kebi-
jakan pencegahan dan penanggulangan
ekstremisme berbasis kekerasan yang
responsif gender dan penguatan agensi
dan kepemimpinan perempuan dalam
pencegahan dan penanggulangan
ekstremisme berbasis kekerasan.

Sebagai perwujudan advokasi kolektif
masyarakat sipil dalam perumusan RAN
PE fase ll, Pokja Tematis berkolaborasi
dengan WGWC dan AMAN Indonesia
menyelenggarakan Konsultasi Masya-
rakat Sipil untuk RAN PE fase Il yang
menghasilkan (1) eksplorasi tantangan
dan tren isu ekstremisme berbasis keke-
rasan 5 tahun mendatang; (2) rekomen-
dasi agenda PUG dalam 9 tematik draf
RAN PE fase Il Tahun 2025-2029; hingga
(3) peran transformatif Sekber RAN PE
dalam mendorong agenda dan prinsip
PUG dalam rancangan yang tengah disi-
apkan oleh pemerintah.

Dalam konteks mendorong reformasi
birokrasi yang responsif gender dalam
kelembagaan BNPT, WGWC berkolabo-
rasi dengan AMAN Indonesia dan Institut
Perempuan telah menyusun rancangan
Peraturan Kepala BNPT tentang Penga-
rusutamaan Gender di bidang Penang-
gulangan Terorisme. Dihasilkan dari



serangkaian diskusi dengan para aktivis
dan praktisi di lingkungan WGWC sejak
2022, rancangan peraturan ini men-
cakup strategi pelembagaan pengarusut-
amaan gender di seluruh program dan
perencanaan anggaran, serta implemen-
tasi di berbagai bidang, termasuk pence-
gahan, perlindungan dan deradikalisasi,
penegakan hukum, peningkatan kapa-
sitas aparatur, penguatan kerangka legis-
lasi dan kerja sama internasional. Selain
itu, Pedoman Pengarusutamaan Gender
juga telah dikembangkan sebagai
dokumen pendukung Rancangan Perka
BNPT tentang PUG.

Upaya penguatan agensi dan kepemim-
pinan perempuan juga menjadi capaian
penting Bidang Pengarusutamaan
Gender dalam Pokja Tematis. Melalui
kolaborasi lintas pihak, di antara WGWC,
DASPR, dan AMAN Indonesia, dukungan
dan pendampingan untuk penguatan
kapasitas kemandirian dan kelembagaan
Forum Support Perempuan Tangguh
dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari
pembentukan forum ini pada 2022 silam.

Gambar 2.26
Pelatihan Active Listening bagi Pengurus Fospeta

(Dokumentasi DASPR-WGWC)
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Rangkaian penguatan kapasitas kepemim-
pinan perempuan dalam agenda pence-
gahan dan penanggulangan ekstremisme
berbasis kekerasan yang mengarah pada
terorisme juga dilakukan dengan memper-
kuat kelembagaan daerah dalam menja-
lankan RAD PE, termasuk menyiapkan
program dan kebijakan PE yang responsif
gender. AMAN Indonesia bekerja sama
dengan LIBU Perempuan di Sulawesi Tengah
dan La Rimpu di Nusa Tenggara Barat meng-
gelar Lokakarya Penguatan Kapasitas bagi
Pemangku Kepentingan Sulawesi Tengah
dan Nusa Tenggara Barat terkait keterhu-
bungan PVE dengan women, peace, and
security (WPS). Selain kepada pemangku
kepentingan di pemerintah daerah, pengu-
atan agensi perempuan juga dilakukan
kepada OMS melalui pelatihan WPS bagi
OMS di Bima, NTB dan Palu, Sulawesi
Tengah.

Gambar 2.27
Lokakarya Penguatan Kapasitas bagi Pemangku Kepentingan
Sulawesi Tengah terkait keterhubungan PVE dengan WPS

(Dokumentasi LIBU Perempuan dan AMAN Indonesia)

Gambar 2.28
Lokakarya Penguatan Kapasitas bagi Organisasi Perangkat Da-
erah Nusa Tenggara Barat terkait keterhubungan PVE dengan
WPS, di Mataram, 30 September-1 Oktober 2024;

(Dokumentasi La Rimpu dan AMAN Indonesia).
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2. Bidang Perlindungan Saksi dan

Pemenuhan Hak Korban

Permasalahan yang dihadapi oleh
korban dan penyintas terorisme men-
cakup berbagai aspek, mulai dari
kurangnya akses terhadap layanan
pemulihan yang berkelanjutan, keter-
batasan dalam memperoleh rehabi-
litasi medis, psikologis, dan sosial,
hingga minimnya rasa aman dan perlin-
dungan yang diperlukan untuk memba-
ngun kembali kehidupan mereka. Selain
itu, banyak korban dan penyintas yang
mengalami kesulitan dalam mengem-
bangkan kemandirian ekonomi, teru-
tama di tengah stigma sosial yang masih
melekat serta terbatasnya dukungan ber-
basis komunitas yang inklusif.

Dalam rangka menjawab permasa-
lahan tersebut, Bidang Perlindungan
Saksi dan Pemenuhan Hak Korban telah
mendorong berbagai agenda intervensi
strategis yang bertujuan memperkuat
kemandirian, pemulihan berkelanjutan,
dan perlindungan bagi korban dan
penyintas. Salah satu langkah penting
adalah pelaksanaan “Pelatihan Bim-
bingan Teknis di Sektor Kuliner bagi
Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif” yang
ditujukan kepada penyintas di wilayah
Jawa Barat dan Jabodetabek. Kegi-
atan yang diselenggarakan melalui kerja
sama dengan Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif di Bandung ini diha-
rapkan dapat memberdayakan penyintas
secara ekonomi, sehingga mereka
mampu meningkatkan kemandirian dan
mengurangi ketergantungan.

Dalam aspek mendorong pemenuhan
hak dan pemulihan korban, Yayasan
Keluarga Penyintas (YKP), LIBU Perem-
puan, dan AMAN Indonesia telah meng-
ambil peran penting melalui sejumlah
program. Yayasan Keluarga Penyintas
berfokus pada pendampingan penga-
juan hak perlindungan ke LPSK, yang
mencakup layanan kompensasi, medis,
psikososial, dan psikologi. Selain itu,
dukungan langsung berupa penyaluran
santunan kepada penyintas turut men-
jadi bagian dari upaya ini.

Gambar 2.29
Advokasi dan Penyerahan Dokumen Surat Permohonan
Layanan LPSK untuk Penyintas Wilayah Jawa Barat, Bali,
Jabodetabek dan Poso, Sulawesi Tengah

(Dokumentasi Yayasan Keluarga Penyintas)

Di wilayah Kabupaten Sigi, Sulawesi
Tengah, intervensi juga difokuskan
pada pendampingan psikososial korban
terorisme yang dilakukan oleh LIBU



Perempuan dan AMAN Indonesia.
Langkah ini diperkuat dengan upaya
membangun jaring pengaman sosial ber-
basis komunitas melalui pengembangan
Dialog Reflektif Terstruktur (Reflec-
tive Structured Dialogue/RSD) dari ber-
bagai pihak dan pemangku kepentingan
di sekitar tempat tinggal para penyintas.
Hal ini diharapkan tidak hanya mendu-
kung pemulihan jangka panjang korban,
tetapi juga melibatkan masyarakat
secara aktif untuk peduli dan mencip-
takan lingkungan yang lebih inklusif.

. Bidang Keterlibatan Pemuda

Tiga capaian penting dalam bidang
keterlibatan pemuda dalam imple-
mentasi RAN PE tahun 2024, di anta-
ranya: pertama, menguatnya partisipasi
bermakna (meaningful participation)
pemuda melalui sejumlah peningkatan
kapasitas dalam isu-isu yang bersing-
gungan dengan pencegahan ekstre-
misme berbasis kekerasan, seperti isu
kebebasan beragama dan berkeyakinan
hingga isu pemuda, perdamaian, dan
keamanan (youth, peace, and security).
Sejumlah program seperti SHIFT (Streng-
thening Interfaith Forums and Youth
Engagement in Indonesia to Promote
Tolerance), PREVENT, dan konsorsium
Inklusi yang dimotori oleh INFID ber-
hasil meningkatkan kapasitas dan pema-
haman pemuda mengenai peran-peran
mereka dalam mengelola isu kebera-
gaman. Sementara itu, MOVERS Wor-
kshop yang digagas oleh KAMI Damai
telah berhasil meningkatkan kapasitas
pemuda terkait agenda youth, peace, and
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security (YPS), sehingga mereka dapat
berperan aktif dalam menciptakan per-
damaian dan keamanan.

Gambar 2.30
Pelatihan Orang Muda (Training for Youth Leaders) di Cirebon

Kedua, meluasnya ruang perjumpaan
untuk merayakan keberagaman. Peace
Leader Indonesia secara konsisten
menyelenggarakan rangkaian Peace Ser-
vice (bersih-bersih rumah ibadah) yang
tidak hanya mendekatkan pemuda pada
nilai keberagaman, tetapi juga memper-
kuat solidaritas antar kelompok melalui
kerja sama dan gotong royong.

Gambar 2.31

Pelatihan Orang Muda (Training for Youth Leaders) di Cirebon

(Dokumentasi INFID)

Ketiga, tersedianya dukungan penda-
naan untuk memperkuat inisiatif pemuda
sebagai agen perubahan. Youth-Led
Impact Grant oleh Indika Foundation dan
Peace Generation memberikan kesem-
patan kepada pemuda untuk men-
ciptakan dampak nyata di komunitas
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mereka. Hibah ini mendorong pemuda
untuk  melaksanakan  program-pro-
gram yang mendukung perdamaian
dan keberagaman. Selain itu, Art For
Peace Grant yang didukung oleh AMAN
Indonesia memberikan ruang kepada
komunitas seni anak muda untuk meng-
ampanyekan kesetaraan gender, perda-
maian, keberagaman melalui gelaran
seni pertunjukan musik, teater, tari, insta-
lasi seni rupa, dan stand up comedy.

. Bidang Komunikasi Strategis

Meluasnya narasi damai dan praktik baik
dalam pencegahan ekstremisme men-
jadi salah satu upaya strategis dalam
menghadapi tantangan meningkatnya
radikalisme dan polarisasi sosial. Bidang
Komunikasi Strategis telah memberikan
sumbangsih melalui sejumlah program
untuk menyebarluaskan kesadaran dan
narasi positif yang mendukung perda-
maian.

Pertama, terkonsolidasinya pengetahuan
masyarakat sipil tentang PCVE melalui
pengelolaan pengetahuan. Pengelolaan
K-Hub Komunitas, Peluncuran K-Hub
PCVE Outlook, merupakan visualisasi
kompilasi hasil penelitian dan proyeksi
tren di ranah pencegahan dan penang-
gulangan ekstremisme yang dilakukan
oleh Peace Generation. Saat ini ter-
sedia dua outlook yang berisi ensiklo-
pedia modul pendidikan bina damai dan
modul deradikalisasi, yang memberikan
wawasan komprehensif bagi pelaku
pendidikan dan komunitas. Semen-
tara itu, WGWC melalui produksi konten
reguler di WGWC K-HUB di laman www.

womenandcve.id menjadi langkah pen-
ting untuk memperkuat narasi perem-
puan dalam pencegahan ekstremisme.

Gambar 2.32
K-HUB Forum 2024 Potret Cerita dan Data Jadi Makna

(Dokumentasi Peace Generation)

Kedua, penguatan narasi alternatif dan
kontra narasi melalui media kreatif. Pub-
likasi buku komik cerpen Cinta Islam
Cinta Indonesia oleh El Bukhari Insti-
tute menargetkan anak-anak sebagai
segmen strategis untuk membangun
kesadaran dini tentang pentingnya men-
cintai perdamaian dan keberagaman.
Film dokumenter “Road to Resilience”
dan buku “Anak Negeri di Pusaran Kon-
flik Suriah” yang diterbitkan oleh Rua-
ngobrol menggambarkan pengalaman
individu yang kembali dari konflik ekstre-
misme berbasis kekerasan, yang tidak
hanya memberikan pemahaman yang
lebih baik kepada masyarakat tetapi juga
membantu meredakan ketegangan dan
mempererat kohesi sosial.

Di kalangan anak muda, kampanye kre-
atif seperti “Breaking Down the Wall
#Friendship4Peace” yang digagas oleh
Peace Generation memanfaatkan media
sosial untuk menyebarkan pesan per-
damaian. Kampanye ini mengajak anak
muda berkontribusi secara aktif melalui


http://www.womenandcve.id
http://www.womenandcve.id

aplikasi Campaign untuk mendukung
narasi damai dan menjadi agen per-
ubahan. Serupa tapi tak sama, INFID
juga mendukung kampanye penyebaran
narasi perdamaian dengan menggagas
kerja sama dengan tujuh mitra media,
termasuk media alternatif dan individu
kreator yang fokus pada isu kesetaraan
gender, inklusi sosial, dan disabilitas,
serta media berbasis Islam moderat
seperti Konde.co; FeminisThemis, Ban-
dungBergerak, Bincang Syariah, Bincang
Muslimah, Islami.co, serta IB Times.
Screening film “The Invisible Wall”,
sebuah dokumentasi mengenai proses
reintegrasi dan tantangan yang dihadapi
oleh para credible voices dalam gelaran
PeaceFestival di Bandung, Jawa Barat.

. Bidang Kesiapsiagaan Nasional

Pokja Tematis terus berperan penting
dalam memperkuat kohesi sosial masya-
rakat sebagai upaya strategis untuk
mencegah ekstremisme berbasis keke-
rasan yang mengarah pada terorisme.
Dengan pendekatan yang holistik, inisi-
atif ini berfokus pada tiga pilar program.

Pertama, penguatan resiliensi atau daya
tangguh komunitas. Piloting program
penguatan resiliensi desa/kelurahan
untuk mencegah radikalisme dengan
mengadopsi praktik baik OMS meru-
pakan agenda utama Pokja Tematis di
bidang Kesiapsiagaan Nasional. Pro-
gram ini penting karena menawarkan
pendekatan yang komprehensif dan ber-
kelanjutan dalam mencegah radikalisme
di tingkat akar rumput. Dengan meng-
gabungkan pemberdayaan perempuan,
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sistem deteksi dini, dan dialog, program
ini diharapkan mengatasi akar permasa-
lahan radikalisme dan membangun keta-
hanan masyarakat terhadap pengaruh
ideologi ekstrem. Selama tahun 2024
terdapat 53 inisiasi penguatan kesiap-
siagaan desa dalam mencegah ekstre-
misme melalui inisiasi Desa Damai oleh
Wahid Foundation dan Desa Damai
Berkelanjutan yang dijalankan AMAN
Indonesia. Inisiasi ini tersebar di tujuh
provinsi seperti Sulawesi Tengah, NTB,
Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur,
DIY, Kalimantan Selatan. Selain elemen
pencegahan konflik dan ekstremisme
berbasis kekerasan, AMAN Indonesia
menambahkan indikator resiliensi dari
ancaman bencana dan perubahan iklim
sebagai isu keamanan perempuan.

Kedua, peningkatan kapasitas masya-
rakat dalam mencegah ekstremisme
berbasis kekerasan. Masyarakat memi-
liki peran kunci dalam mencegah ekstre-
misme berbasis kekerasan dan konflik
sosial dengan modal sosial, agama/
kepercayaan, budaya, dan pengetahuan
yang mereka miliki. Dengan mening-
katkan kapasitas masyarakat, mereka
dapat lebih memahami bahaya radika-
lisme, mengidentifikasi individu atau
kelompok yang terpapar, dan secara pro-
aktif mencegah penyebaran ideologi
tersebut. Di Sumenep, Madura, Serve
Indonesia bersama masyarakat meng-
inisiasi terbentuknya Satgas Anti Radi-
kalisme untuk mencegah penyebaran
paham radikalisme. Sementara itu, di
Desa Kandangsemangkon, Lamongan,
dibentuk Tim Tangguh yang berfokus
pada reintegrasi sosial dan penguatan
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Gambar 2.34
Pembentukan Tim Tangguh Desa Damai Berkelanjutan di

kohesi sosial. Tim Tangguh merupakan
hasil kerja sama WGWC, AMAN Indo-

Desa Kelei, Pamona Timur, Poso, Sulawesi Tengah, 27 Oktober

nesia, dan PW Fatayat NU Jawa Timur.
Di sejumlah provinsi AMAN Indonesia
memfasilitasi desa untuk membangun
Tim Tangguh Desa Damai Berkelanjutan,
yang dibekali pengetahuan dan keteram-
pilan untuk untuk meningkatkan kesiap-
siagaan masyarakat dalam mencegah
radikalisme dan menjaga perdamaian.

Yayasan Empatiku dan WGWC mela-
kukan pendampingan untuk memper-
kuat kapasitas Tim Tangguh yang telah
terbentuk pada tahun sebelumnya agar
lebih solid dalam melakukan upaya pen-
cegahan dan penanganan reintegrasi
sosial. Yayasan Empatiku fokus pada
penguatan Tim Tangguh di Kebalen,
Kabupaten Bekasi, sementara WGWC
menyelenggarakan program penyegaran
pengetahuan tentang deteksi dini dan
penguatan internal Tim Tangguh Mekar-
jaya Depok untuk memperkuat agenda
reintegrasi sosial dan pencegahan
ekstremisme.

Gambar 2.33
Pendampingan Tim Tangguh di Kebalen, Kabupaten Bekasi

(Dokumentasi Yayasan Empatiku)

2024

(Dokumentasi AMAN Indonesia)

Ketiga, pengembangan riset untuk kesi-
apsiagaan. Selain intervensi pada level
komunitas sejumlah anggota dan mitra
Pokja Tematis melakukan pengem-
bangan riset untuk meningkatkan kesiap-
siagaan dalam menghadapi radikalisme.
Riset dilakukan untuk memahami
tren dan dinamika radikalisme, serta
mengembangkan strategi pencegahan
yang lebih efektif. SeRVE Indonesia
fokus pada riset yang membaca radi-
kalisasi online dan offline untuk meme-
takan pola penyebaran ideologi radikal,
mengidentifikasi faktor-faktor risiko, dan
mengembangkan strategi kontra narasi
yang tepat sasaran. Wahid Foundation
meluncurkan “Laporan Riset Sekolah
Damai Jawa Tengah: OMS Berperan
Penting dalam Mendorong Kebijakan
Pendidikan yang Inklusif”. Riset ini meng-
ungkapkan peran OMS dalam mempro-
mosikan toleransi dan perdamaian di
lingkungan sekolah. Temuan riset diha-
rapkan dapat menjadi referensi bagi
pengambil kebijakan dalam mengem-
bangkan sistem pendidikan yang inklusif
dan bebas dari radikalisme.



6. Bidang Rehabilitasi dan Reintegrasi

Rehabilitasi dan reintegrasi merupakan
investasi berharga sekaligus langkah
penting untuk memutus siklus kekerasan
dengan membantu individu yang pernah
terpapar dan terlibat terorisme mema-
hami dan meninggalkan ekstremisme
berbasis kekerasan, serta membangun
masa depan yang lebih baik. Sepanjang
tahun 2024 terdapat tiga capaian pen-
ting kerja Pokja Tematis untuk mendu-
kung efektivitas RR (Rehabilitasi dan
Reintegrasi).

Pertama, penguatan legislasi terkait
Rehabilitasi dan Reintegrasi. Yayasan
Prasasti Perdamaian (YPP) menun-
jukkan komitmennya dalam melindungi
hak-hak perempuan dan anak yang ter-
libat dalam kasus terorisme melalui
intervensi, antara lain dengan legalisasi
Standar dan Modul Penanganan Narapi-
dana Teroris Perempuan, yang memper-
timbangkan kebutuhan dan kerentanan
mereka. Penguatan legislasi lainnya
pada legalisasi Standar dan Modul Perla-
kuan Anak, Anak Binaan, dan Klien Anak
Kasus Terorisme di Pemasyarakatan
untuk memastikan perlindungan dan
penanganan yang tepat bagi anak-anak
yang terlibat dalam kasus terorisme,
baik sebagai pelaku, korban, maupun
saksi. Di provinsi Jawa Timur, INFID dan
Fatayat NU mengadvokasi lahirnya Surat
Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur untuk
Bupati/Walikota Se Jawa Timur Nomor
200.1.3/3992/209/5/2024 tentang
Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial

BAB Il IMPLEMENTASI RAN PE TAHUN 2024

bagi Mantan Narapidana dan Orang
atau Kelompok Orang Terpapar Paham
Radikal termasuk Deportan dan Returni.

Kedua, penguatan kapasitas aktor dalam
penanganan kasus terorisme. Sebagai
upaya meningkatkan efektivitas pena-
nganan dan pendampingan bagi individu
terpapar paham radikal terorisme, ter-
utama perempuan dan anak, sejumlah
anggota Pokja Tematis memfasilitasi
ruang peningkatan keterampilan, penge-
tahuan, dan kesadaran akan isu gender
dan hak anak bagi instansi pemerintah
maupun masyarakat sipil. INFID telah
dan sedang memperkuat keterampilan
pendampingan yang integratif dan kom-
prehensif serta pendekatan penanganan
yang memerhatikan isu gender dan hak
anak kepada OMS dan instansi peme-
rintah daerah Jawa Timur, termasuk
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan
Lamongan. Selain itu, pertemuan reguler
Forum Multi-Stakeholder Jawa Timur
juga terus aktif digelar untuk mendorong
kolaborasi penanganan dan pendam-
pingan individu terpapar paham radikal
terorisme, khususnya perempuan dan
anak. National Advisory Meeting digelar
untuk penyiapan daerah dalam pening-
katan efektivitas pelaksanaan program
dan kebijakan deradikalisasi dan rein-
tegrasi sosial deportan dan returnee
perempuan dan anak. Salah satu
capaian positif Forum Multi-Stakeholder
di Sidoarjo dan Lamongan adalah mem-
berikan pendampingan intensif terhadap
14 klien yang terdiri dari eks napiter dan
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keluarganya, dengan pendekatan yang Gambar 2.36
FGD Penyusunan Modul Peningkatan Kapasitas Pembimbing

berbeda di maSing_maSing kabupaten' Kemasyarakatan di Jakarta, 17-18 September 2024
| Haee =
Peningkatan kapasitas petugas pema- ! FOCES GRS ST

PR L AN MU |

syarakatan dan pembimbing kemasyara- £
katan difasilitasi YPP melalui pelatihan
dan penyediaan modul khusus tentang
penanganan perempuan dan anak dalam
kasus terorisme. Modul yang diproduksi
antara lain Modul Juknis Litmas Sidang
Pengadilan terhadap Anak Kasus Teror-
isme, Modul Peningkatan Kapasitas bagi
Pembimbing Kemasyarakatan, Panduan
Teknis Sistem Deteksi Dini dan Respons Gambar 2.37

Dini Ekstremisme Berbasis Kekerasan Peningkatan Kapasitas Petugas Perasyarakatan dalam Perla-
dan Terorisme Provinsi Jawa Tengah, kuan Anak, Anak Binaan, dan Klien Anak Kasus Terorisme
Secara khusus YPP memberikan layanan
berupa pelatihan bagi Petugas Pemasya-
rakatan Perempuan, serta peningkatan
Kapasitas Petugas Pemasyarakatan
dalam Perlakuan Anak. Upaya-upaya ini
diharapkan dapat menciptakan sistem
penanganan kasus terorisme yang lebih
komprehensif, humanis, dan berper-
spektif HAM. N " (Dokumentasi YPP)

(Dokumentasi YPP)

Ketiga, penguatan agensi perempuan
Gambar 2.35

Pelatihan Pedoman Teknis Penanganan dan Pendampingan dan kOIaboraSI antar aktor dalam rein-
Deportan/Returni Perempuan dan Anak Terpapar Paham tegrasi sosial. WGWC, AMAN |nd0'

Radikal Terorisme di Provinsi Jawa Timur, 20-22 Februari 2024 di
Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya nesia, dan Fatayat NU Jawa Timur

telah memperkuat kapasitas para
pemangku kepentingan utama Peme-
rintah Daerah Lamongan, khususnya
Desa Kandangsemangkon untuk meli-
batkan dan memperkuat agensi perem-
puan dalam mendukung reintegrasi
sosial mantan pendukung ISIS dengan
menerapkan praktik restoratif dan alat
dialog terstruktur yang reflektif (Reflec-
tive Structured Dialogue/RSD). Peme-
rintah Daerah mengadopsi skenario

(Dokumentasi INFID)



reintegrasi sosial berbasis komunitas
yang ditandai dengan pembentukan Tim
Tangguh yang keanggotaannya diisi
lebih 50% perempuan dari latar tokoh
agama, tokoh perempuan. Tim Tangguh
disahkan melalui Surat Keputusan
(SK) Kepala Desa Kandangsemangkon
Nomor 188/86/KEP/413.314.3/2024
telah mendapat penguatan pengetahuan
dan keterampilan deteksi dini, reintegrasi
dan elemen pencegahan ekstremisme
berbasis kekerasan dan dilengkapi peta
jalan atau rencana kerja mitigasi dan
kontijensinya, untuk meningkatkan kesi-
apsiagaan dan kohesi sosial.

Bersama Tim Tangguh, WGWC, AMAN
Indonesia, dan Fatayat NU telah mela-
kukan upaya penguatan kohesi sosial
melalui pendampingan dan 13 seri
dialog yang melibatkan 104 perempuan
dan laki-laki dari berbagai kelompok
perempuan, anak muda, instansi peme-
rintah, dan keluarga deportan di Desa
Kandangsemangkon, Lamongan, yang
membuka ruang percakapan rekonsi-
liasi dan komitmen berbagai pihak untuk
memberdayakan masyarakat termasuk
mantan deportan dalam upaya men-
cegah radikalisme dan ekstremisme
kembali di masyarakat.

Gambar 2.38

Tim Tangguh Desa Kandangsemangkon, Paciran, Lamongan,
terdiri Unsur Perangkat Desa, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama,
dan Pemuda

(Dokumentasi AMAN Indonesia)
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Gambar 2.39
Konferensi untuk Reintegrasi Sosial yang digelar WGCWC, AMAN
Indonesia, dan Fatayat NU Jawa Timur Oktober 2024

(Dokumentasi AMAN Indonesia)

7. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Terdapat tiga capaian utama Pokja
Tematis dalam mendorong kebijakan
yang efektif untuk mencegah dan
menanggulangi ekstremisme berbasis
kekerasan, serta mempromosikan peng-
hormatan terhadap HAM.

Pertama, penguatan pendidikan publik
tentang HAM. Agenda ini difokuskan
pada pembangunan generasi yang sadar
HAM, mencegah pelanggaran HAM,
mewujudkan masyarakat demokratis,
dan menciptakan lingkungan yang ink-
lusif. Program-program yang telah dija-
lankan anggota Pokja tematis seperti
INFID, di daerah telah meningkatkan
kesadaran anak muda dan pemahaman
guru tentang HAM, serta mendorong
penerapan Sekolah Ramah HAM di ber-
bagai daerah. Program “Youth Fellow-
ship: Orang Muda Pejuang HAM dan
Demokrasi” yang difasilitasi INFID mem-
beri ruang anak muda di Kota Bitung
untuk memahami pentingnya peran
mereka dalam memajukan demokrasi
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dan menegakkan HAM. Program ini juga

. . . Gambar 2.41
telah menciptakan metode berpikir kritis Pelatihan Pendidikan Ramah HAM bersama AGPAII di Kota
dan menyuarakan pendapat. Padang, 23-25 Mei 2024

Kolaborasi INFID dengan Yayasan
Cahaya Guru dan Asosiasi Guru Pendi-
dikan Agama Islam Indonesia (AGPAII)
membawa dampak positif dengan
meningkatnya pemahaman guru dan
kepala sekolah di Padang dan Bogor
tentang prinsip-prinsip HAM dan GEDSI.

(Dokumentasi INFID)

Pelatihan didesain sebagai ruang pem- Kedua, membangun Kota atau Komu-
belajaran yang dinamis dan reflektif, di nitas peka HAM. Indonesia meru-
mana para guru tidak hanya mening- pakan negara yang majemuk dengan
katkan pengetahuan mereka, tetapi juga berbagai potensi konflik etnis dan
merumuskan langkah konkret untuk agama yang dapat dimanfaatkan oleh
mengimplementasikan nilai-nilai HAM kelompok ekstremis. Pembangunan
dalam praktik pengajaran sehari-hari. kota atau komunitas yang memiliki per-
Para alumni pelatihan di berbagai daerah spektif HAM diperlukan untuk mem-
seperti Medan, Surakarta, Semarang, promosikan dialog dan toleransi antar
dan Medan secara aktif mensosialisa- kelompok yang berbeda, serta mem-
sikan Sekolah Ramah HAM, menetapkan perkuat nilai-nilai kebangsaan. INFID
Duta Ramah HAM, dan menerbitkan per- dan Komnas HAM menggelar Festival
aturan tentang Kebijakan Ramah HAM di HAM Kota Bitung, Sulawesi Utara, 2024
sekolah masing-masing. yang mempertemukan 514 peserta dari
pemerintah, OMS, akademisi, maupun

Pelatihan Youth Fel\ovvsfwiapn;:—a;72].j\(i)2024 di Pusdiklat BPPP masyarakat urum, UntUk berbagi

Kota Bitung praktik terbaik dalam memajukan HAM
i di Indonesia. Festival ini menyelengga-
rakan berbagai kegiatan, seperti diskusi,
kunjungan lapangan, deklarasi, per-
tunjukan seni, dan pameran, serta disi-
arkan secara daring untuk menjangkau
audiens yang lebih luas. Festival HAM
juga memberikan pembelajaran penting
tentang pentingnya komunikasi, kolabo-
rasi, kemitraan setara, dan mitigasi risiko
dalam memperjuangkan HAM.

(Dokumentasi INFID)



Sebagai rangkaian Festival, INFID juga
melaksanakan pelatihan Kabupaten/
Kota HAM di Kota Bitung, dan Kabupaten
Manggarai Timur, Nusa tenggara Timur,
untuk memperkuat kapasitas peme-
rintah daerah dan OMS dalam pene-
rapan prinsip-prinsip HAM di tingkat
lokal. Pelatihan ini telah membangun
fondasi kolaborasi masyarakat sipil
dan pemerintah yang menekankan pen-
tingnya dialog dalam menyelesaikan
isu-isu HAM seperti perlindungan mino-
ritas, perempuan, dan anak. Para pegiat
HAM yang terlibat memahami meka-
nisme penghormatan, pemenuhan, per-
lindungan HAM, serta pemulihan korban.

Gambar 2.42
Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Kabupaten Bitung, 2-4 Juli
2024 yang difasilitasi INFID dan Komnas HAM

Gambar 2.43
Deklarasi Festival HAM di Kota Bitung , 29-31 Juli 2024
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Ketiga, advokasi pembentukan dan
implementasi kebijakan RAD PE. Peran
OMS dalam pembentukan dan imple-
mentasi kebijakan RAD PE sangat sig-
nifikan dalam upaya pencegahan
ekstremisme berbasis kekerasan di Indo-
nesia, terutama dalam mendorong pen-
dekatan yang lebih sensitif gender dan
membuka partisipasi perempuan serta
kelompok rentan. Pendekatan yang sen-
sitif gender diyakini agar kebijakan dan
program yang dirancang dan dijalankan
tidak diskriminatif dan mempertim-
bangkan keragaman pengalaman dan
kebutuhan perempuan dan laki-laki.

Jaringan WGWC memobilisasi masya-
rakat sipil di tingkat provinsi untuk ber-
partisipasi secara bermakna baik dalam
penyusunan, implementasi serta moni-
toring RAD PE. Di Jawa Timur, bersama
Fatayat NU, WGWC, dan BNPT meng-
gelar Kenduri Perdamaian merayakan
Lahirnya Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 81 Tahun 2023 tentang Fasili-
tasi Pencegahan dan Penanggulangan
Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang
Mengarah pada Terorisme, sebagai
ruang memperkuat kerja-kerja kolektif
antara pemerintah dan masyarakat sipil
dalam penanganan ekstremisme. Sebe-
lumnya, INFID juga menggelar sosiali-
sasi Pergub tersebut bersama anggota
Forum Multi-Stakeholder Jawa Timur,
Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten
Sidoarjo.

AMAN Indonesia juga bersama mitra
JISRA (Joint Initiative for Strategic Reli-
gious Action) Indonesia, di antaranya
Fahmina Institute, Fatayat NU Jawa
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Barat, dan Imparsial, mengadvokasi
lahirnya RAD PE Kabupaten Cirebon
melalui Forum Sosialisasi dan dis-
kusi penyusunan kebijakan dan pro-
gram. Wahid Foundation memberikan
dukungan teknis dan substansial kepada
Pemerintah Kota Depok dan Provinsi
Sulawesi Selatan dalam penyusunan
kebijakan RAD PE. Wahid Foundation
juga mendorongkan pelibatan lembaga
filantropi dan sektor swasta dalam men-
dukung implementasi agenda pence-
gahan ekstremisme berbasis kekerasan
pada umumnya dan RAN PE secara
khusus di nasional maupun daerah.
Capaian progresif lainnya adalah lahirnya
RAD PE Kota Semarang, yang diadvokasi
oleh YPP bekerja sama dengan Badan
Kesbangpol Kota Semarang dan RAD
PE Kota Depok di penghujung Desember
2024, yang diadvokasi oleh Wahid Foun-
dation dan Yayasan Inklusif bekerja
sama dengan Badan Kesbangpol Kota
Depok.

Gambar 2.44

Gambar 2.45
Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2023, di
Surabaya 6 Januari 2024 (Dokumentasi INFID)

Di Aceh, Balai Syura aktif terlibat memas-
tikan implementasi dan keberlanjutan
upaya pencegahan ekstremisme ber-
basis kekerasan yang responsif gender.
Sebuah lokakarya digelar bersama
OMS, Perguruan Tinggi, FKPT, FKUB,
Badan Kesbangpol dan OPD lainnya
untuk menilai efektivitas dan keberlan-
jutan RAD PE. Di Sulawesi Tengah, LIBU
Perempuan dan AMAN Indonesia mem-

berikan pendampingan teknis untuk eva-
luasi penyelenggaraan RAD PE periode
2022-2024 sekaligus menyusun ran-
cangan program fase keduanya. Di Nusa
Tenggara Barat, La Rimpu dan AMAN
Indonesia memberi dukungan kepada
Badan Kesbangpol NTB melalui Tim
Percepatan Pembentukan RAD PE agar
menjadi agenda prioritas gubernur ter-
pilih sebagai kerangka legislasi kola-
borasi multi-pihak untuk perlindungan
masyarakat dari ekstremisme berbasis
kekerasan.

Sosialisasi RAN PE dan Diskusi Penyusunan RAD PE Kabupaten
Cirebon, 18 September 2024, kerja sama Mitra JISRA Indonesia
(Fahmina Institute, AMAN Indonesia, Fatayat NU Jawa Barat,
Imparsial) bekerja sama dengan Pemkab Cirebon
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Gambar 2.46
Workshop Refleksi, Evaluasi, dan Strategi Keberlanjutan RAD PE Aceh, 23 November 2024 yang digelar WGWC dan Balai Syura Aceh

WORKSMOP NEFLEKSL EVALUASI DAN STRATEG] EEBLRLAMIUT,
HENCANA § : _ N

Gambar 2.47
Workshop Konsolidasi Pokja RAD PE Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu, 24 Desember 2024, Difasilitasi LIBU Perempuan, AMAN
Indonesia, dan Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah
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D. LAPORAN FORUM KEMITRAAN

NASIONAL (FKN) RAN PE

Forum Kemitraan Nasional (FKN) turut serta terlibat mendorong maksimalnya kolaborasi antara
BNPT dan Kemendagri untuk mendukung implementasi kebijakan terkait RAN PE di daerah melalui
penyusunan panduan implementasi kebijakan RAN PE di daerah. Panduan ini juga didorong
bersama-sama oleh Kemendagri, BNPT, Wahid Foundation, Center for the Study of Religion and
Culture (CSRC) UIN Jakarta, dan Yayasan Inklusif. Panduan tersebut dapat digunakan sebagai
pedoman menyusun kebijakan implementasi RAN PE di berbagai daerah di Indonesia. Dokumen
panduan ini kemudian diperkuat dengan surat himbauan dari Kemendagri yang menghimbau daerah-
daerah di Indonesia untuk menggunakannya sebagai panduan menyusun kebijakan implementasi

RAN PE di wilayah mereka masing-masing.

Dengan menggunakan panduan tersebut,
Forum Kemitraan Nasional (FKN) memfasi-
litasi kemitraan para pemangku kepentingan
untuk mendorong pembentukan dan penyu-
sunan RAD PE Provinsi Sulawesi Selatan.
Para pemangku kepentingan yang terlibat
antara lain BNPT, Kemendagri, AIPJ2, dan
Pemprov Sulawesi selatan, selain juga OMS
di Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, Wahid Foundation yang mewa-
kili FKN RAN PE mendorong kemitraan para
pemangku kepentingan menginisiasi RAD
PE di Kota Depok. Bersama dengan Yayasan
Inklusif, Yayasan Empatiku, serta berbagai
pemangku kepentingan di masyarakat
Kota Depok, FKN terlibat penuh selama
proses advokasi dan penyusunan RAD PE
Kota Depok. FKN juga memfasilitasi kemit-
raan dalam rangkaian penyusunan reko-
mendasi kebijakan RAN PE Fase Il Tahun
2025-2029. Untuk mendorong pelaksanaan
RAN PE periode kedua ini, saat ini tengah

berlangsung serangkaian kajian dan kegi-
atan melalui forum-forum multi stakeholder
antara pemerintah, masyarakat sipil, dan
sektor swasta.

Capaian-capaian ini  selaras  dengan
sejumlah  rekomendasi untuk Forum
Kemitraan pada Pertemuan Koordinasi 1
Agustus 2023 di Jakarta. Di antaranya, yaitu
menyusun panduan dan mekanisme kemit-
raan, menyelenggarakan aktivitas untuk
mendorong kesamaan persepsi tentang
tujuan, peran, dan indikator keberhasilan
FKN, dan mendorong keberlanjutan RAN PE
setelah tahun 2024.

Di tengah capaian-capaian ini, disadari
masih terdapat sejumlah tantangan seperti
tata kelola organisasi, pemetaan reguler
terhadap para anggota, mendorong sektor
swasta terlibat dalam RAN PE, termasuk
pertemuan rutin FKN. Peran Sekretariat FKN
dirasakan belum berjalan sesuai harapan.



Guna mengatasi  tantangan-tantangan
tersebut, FKN bekerja sama dengan BNPT
menggelar pertemuan koordinasi Forum
Kemitraan Nasional pada Oktober 2024
untuk memastikan keterlibatan lembaga
filantropi. Dua alasan pentingnya peran
lembaga filantropi dalam pencegahan
ekstremisme berbasis kekerasan, yaitu
pertama, filosofi lembaga filantropi yang
lahir dengan tujuan merespons masa-
lah-masalah publik. Kedua, dunia usaha —
sumber pembiayaan sebagian Iembaga
filantropi— menghadapi dampak dan risiko
aksi-aksi ekstremisme berbasis kekerasan.™

Dalam forum yang dihadiri lebih dari 100
perwakilan dari berbagai kementerian/
lembaga serta para pemangku kepentingan

v Djafar, Alamsyah M., dan Libasut Tagwa.
“Memperkuat Kemitraan Organisasi Filantropi:
Catatan Pertemuan Tahunan Forum Kemitraan
Nasional RAN PE 2024.” Wahid Foundation,
Jakarta Pusat, 2024.
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di masyarakat tersebut, lembaga filan-
tropi diharapkan berperan lebih signifikan
dan terlibat lebih maksimal dalam pence-
gahan ekstremisme berbasis kekerasan
di masyarakat. Selain itu, lembaga-lem-
baga dari sektor kelompok usaha juga diha-
rapkan mendukung implementasi RAN PE.
Keberadaan FKN di tahun 2024 di antaranya
mendorong penyusunan panduan kemitraan
pemerintah dengan lembaga filantropi dan
swasta, termasuk media, perguruan tinggi,
dan masyarakat sipil dalam pelaksanaan
RAN PE, termasuk mekanisme monitoring,
evaluasi, pelaporan, serta menegaskan
dukungan terhadap upaya perpanjangan
periodisasi keketuaan dan keanggotaan
FKN RAN PE.
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E. LAPORAN IMPLEMENTASI DI DAERAH

Terkait implementasi RAN PE di daerah, saat ini sudah terdapat 8 provinsi dan 13 kabupaten/kota
yang memiliki perangkat penunjang implementasi RAN PE karena adanya kebijakan daerah, yaitu
salah satunya RAD PE. Daerah-daerah tersebut adalah Provinsi Aceh, Provinsi Lampung, Provinsi
Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan
Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun untuk kabupaten/kota adalah Kota Pematang
Siantar, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung,
Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo,
Kota Singkawang, dan Kota Depok.

Aceh

Kota Pematang Siantar
Banten Jawa Barat

Kota Bandung

p
upaten

Bandung

Semarang

Purwakarta

Lampung Jawa Tenga

Bogor

Sukabumi Surakarta
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Kalimantan Selatan —

Provinsi, Kabupaten, dan Kota di
Indonesia yang Telah Memiliki RAD PE

Singkawang
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Terdapat 11 provinsi dan kabupaten/kota
yang melaporkan pelaksanaan RAN PE di
daerah yang terbagi kepada daerah yang
memiliki RAD PE dan yang tidak memi-
liki RAD PE. Daerah yang sudah mela-
porkan kepada SIPKS Kemendagri dan
memiliki RAD PE adalah Provinsi Banten,
Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan
Selatan, Provinsi Lampung, dan Provinsi
Sulawesi Tengah. Sedangkan daerah yang
sudah melaporkan pelaksanaan RAN PE,
namun belum memiliki RAD PE adalah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi
Jambi, Kabupaten Tabalong, Kabupaten
Lebak, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan
Kabupaten Barito Kuala. [Lihat Gambar 2.49]

Berdasarkan hasil pemantauan (monitoring)
dan data yang berhasil dikompilasi oleh
Tim Kesekretariatan Sekber RAN PE melalui
SIPKS mencakup berbagai provinsi dan
kabupaten/kota di Indonesia yang memi-
liki RAD PE dan/atau melaporkan aksinya
ke SIPKS. Setiap daerah memiliki berbagai
kegiatan spesifik yang sebagian besar
terkait sosialisasi dan persiapan pemben-
tukan Tim dan RAD PE, seperti: (1) Provinsi
Banten: rapat tim terpadu dan pence-
gahan serta penanggulangan ekstremisme
berbasis kekerasan; (2) Provinsi Jambi:
sosialisasi nilai-nilai toleransi, pemantauan
pelaksanaan Pemilu 2024, dan fasilitasi
penyelesaian konflik sosial. Target yang

Gambar 2.49
Daerah yang Memiliki RAD PE dan/atau Melaporkan ke Platform SIPKS

Sudah mengumpulkan laporan:
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GRAFIK 2.10
Kegiatan Implementasi RAN PE di Daerah dengan Anggaran Tertinggi

Sosialisasi Peningkatan Nilai-Nilai Toleransi Kehidupan
eragama dan Bermasyarakat serta
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial menonjol di Daerah berlatar
belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi
SARA, Politik, Sosial, Budaya dan Ekonomi/Industria
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ingin dicapai mencakup hasil yang spesifik,
seperti tersusunnya RAD PE, pelaksanaan
sosialisasi, dan fasilitasi konflik sosial.
Beberapa target memiliki fokus pada pening-
katan kesadaran masyarakat dan pengu-
atan kapasitas lokal. Provinsi Jambi adalah
daerah dengan kegiatan yang anggarannya
tertinggi dilaporkan pada SIPKS sekalipun
belum memiliki RAD PE, dengan kegiatan
terkait peningkatan nilai toleransi kehidupan
beragama dan bermasyarakat dan pence-
gahan kekerasan terhadap perempuan dan
anak.

Terkait perbandingan anggaran dan kegiatan
yang dilaksanakan, Provinsi Banten memiliki
anggaran yang dilaporkan lebih rendah dari
Provinsi Jambi, namun memiliki jumlah kegi-
atan yang lebih banyak.

Dalam data grafik di atas terlihat bahwa
upaya daerah terkait pencegahan dan
penanggulangan ekstremisme berbasis
kekerasan yang mengarah pada terorisme

tidak terhambat dengan ketersediaan
anggaran.  Provinsi  Banten  memiliki
anggaran yang lebih rendah dari Provinsi
Jambi dan Provinsi Jawa Tengah, namun
jumlah kegiatan yang dilakukan lebih banyak
dibanding dua provinsi tersebut. Begitupun
dengan Provinsi Kalimantan Selatan juga
memiliki anggaran lebih rendah dibanding
Provinsi Lampung, namun memiliki kegiatan
lebih banyak dibanding provinsi tersebut.

Hal yang dapat menjadi contoh adalah kola-
borasi yang dilakukan oleh Provinsi Banten
dengan OMS dalam melakukan upaya
pencegahan ekstremisme berbasis keke-
rasan yang mengarah pada terorisme yaitu
dengan Yayasan Empatiku terkait deteksi
dini. Penyusunan RAD PE Provinsi Banten
juga melibatkan peran OMS sehingga kegi-
atan yang dilaksanakan lebih beragam
dan pertemuan rutin terjalin antara para
pemangku kepentingan dalam mengimple-
mentasikan RAD PE.

Grafik 2.11

Perbandingan Anggaran dan Kegiatan di Tingkat Provinsi
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F. ANALISA CAPAIAN OUTPUT DAN QUTCOME

Dari uraian laporan kegiatan Sekber RAN PE, pilar 1, pilar 2, pilar 3, Pokja Tematis, dan Forum
Kemitraan Nasional (FKN) sebagaimana disampaikan di bagian sebelumnya, keseluruhan aksi,
program, dan kegiatan yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis
kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagian besar terlaksana dengan baik, outstanding, dan
mendapat atensi yang luar biasa dari masyarakat, berbagai pemangku kepentingan, termasuk mitra
pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa whole of government dan whole of society approach yang
menjadi salah satu prinsip dan pendekatan dalam pelaksanaan RAN PE Tahun 2020-204 dalam upaya
PE menunjukkan hasil yang signifikan dan patut mendapat apresiasi.

Sebagaimana definisi aksi PE di dalam
Perpres Nomor 7 Tahun 2021 adalah kegi-
atan atau program sebagai penjabaran
lebih lanjut dari RAN untuk dilakukan oleh
kementerian, lembaga, dan pemerintah
daerah (Pasal 1 angka 5). Dengan demikian
setiap aksi PE yang dimaksud dan tertulis
di dalam Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun
2021 dapat dimaknai terdiri dari berbagai
program dan kegiatan yang ditujukan untuk
pencegahan dan penanggulangan ekstre-
misme berbasis kekerasan yang meng-
arah pada terorisme dan dilaksanakan oleh
Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah
Daerah. Aksi PE dimaksud, mewujud dalam
berbagai program dan kegiatan serius pada
isu PCVE di Indonesia juga dilaksanakan
oleh berbagai OMS dan pemangku kepen-
tingan di masyarakat yang tergabung secara
struktural di dalam Pokja Tematis dan FKN.

Secara lebih rinci, berdasarkan data pelak-
sanaan aksi PE yang dilaksanakan dan
dilaporkan Kementerian/Lembaga melalui

platform |-KHub dan hasil olah data moni-
toring Tim Kesekretariatan Sekber RAN PE
hingga akhir tahun 2024, sebanyak 98%
aksi PE terlaksana selama periode RAN PE
Tahun 2020-2024, secara kuantitatif seba-
nyak 132 aksi PE terlaksana, dari total 135
aksi PE. Dari 98% aksi PE yang sudah terlak-
sana sebagaimana gambaran Grafik 2.12,
Pilar 1 telah melaksanakan 99% aksi PE
(85 dari 86 aksi PE), Pilar 2 telah melaksa-
nakan 94% aksi PE (31 dari 33 aksi PE), dan
Pilar 3 telah melaksanakan 100% aksi PE
yang diamanatkan Perpres Nomor 7 Tahun
2021. Sedangkan jumlah aksi PE di tahun
2024 sebagaimana amanat Perpres Nomor
7 Tahun 2021 secara total terdapat 76 aksi.

Hanya 2% (3 aksi PE) yang hingga penghu-
jung Desember 2024 belum dapat dilaksa-
nakan oleh Kementerian/Lembaga anggota
Pokja Pilar 1, Pilar 2, dan Pilar 3. Ketiga aksi
PE yang belum terlaksana atau belum dilak-
sanakan oleh Kementerian/Lembaga di tiga
pilar tersebut adalah sebagai berikut:
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Grafik 2.12
Progress Pemenuhan Aksi PE Tahun 2020-2024

. 132 Aksi terlaksana . 3 aksi tidak terlaksana

85/86
Pilar 1

31/33
Pilar 2

16/16
Pilar 3

1. Pilar 1 dari 86 aksi PE, terdapat 1
aksi PE yang belum terlaksana, pada
Fokus 7 (deradikalisasi dalam lapas),
yaitu ‘penyusunan standar kompetensi
minimum petugas menangani tahanan
dan narapidana terorisme yang sesuai
dengan prinsip-prinsip di dalam RAN,
termasuk materi ketahanan terhadap
potensi terpapar ideologi ekstrem’.
Leading sector aksi ini adalah Kemen-
kumham, yang saat ini berubah menjadi
Kementerian Imigrasi dan Pemasyara-
katan.

2. Pilar 2 dari 33 aksi PE, terdapat 2 aksi
PE yang belum terlaksana pada Fokus
4, yaitu sosialisasi muatan instrumen

Grafik 2.13
Progress Pemenuhan Aksi PE per Pilar RAN PE 2020-2024

. 60% Aksi sebagian terpenuhi; 81 aksi
. 38% aksi terpenuhi; 51 aksi
. 2% aksi tidak terpenuhi; 3 aksi

D00

internasional yang akan disahkan,
khususnya yang terkait dengan: a)
konvensi Internasional tentang pembe-
rantasan tindak pidana yang terkait
penerbangan sipil internasional; b)
konvensi Internasional tentang pembe-
rantasan tindak pidana yang terkait
keamanan pelayaran; c) konvensi Inter-
nasional tentang bahan peledak plastik;
dan Fokus 5, yaitu pembentukan RUU
tentang kepemilikan senjata api dan
bahan peledak.

Ketiga aksi PE di atas belum dapat dilaksa-
nakan atau diselesaikan oleh Kementerian/
Lembaga penanggung jawab di antaranya
disebabkan berbagai kendala internal dan



eksternal yang dihadapi, salah satunya
masih kurangnya pemahaman dan urgensi
dari Kementerian/Lembaga teknis untuk
bersama-sama terlibat dalam pelaksanaan
aksi PE dan mendorong pengesahan kebi-
jakan yang dimaksud.

Dalam konteks output (luaran) dari pelaksa-
naan RAN PE Tahun 2024 oleh Kementerian/
Lembaga kebanyakan adalah output yang
berkaitan dengan perangkat dan meka-
nisme, yaitu sebanyak 254 output (56,7%).
Hal ini berkaitan dengan perangkat dan
mekanisme di internal  kementerian/
lembaga teknis pelaksana aksi PE di tahun
2024. Selanjutnya output kedua paling
banyak adalah aksi PE tahun 2024 yang
berhubungan dengan peningkatan kapa-
sitas kelompok masyarakat, yaitu seba-
nyak 70 output (15,7%) yang dilaporkan oleh
Kementerian/Lembaga.

Aksi PE yang berkaitan dengan pening-
katan kemampuan aparatur dan lembaga

Grafik 2.14

BAB Il IMPLEMENTASI RAN PE TAHUN 2024

pemerintah  dengan output terbanyak
ketiga, yaitu 61 output (13,6%). Sedangkan
kerja sama multilateral dan bilateral hanya
sebanyak 35 output (7,8%) dan terakhir
output dari aksi PE yang dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga yang terdiri dari
kebijakan/regulasi teridentifikasi sebanyak
28 output (6,2%). Sebaran output aksi PE
selama tahun 2024 sebagaimana amanat
Perpres Nomor 7 Tahun 2024 dapat dilihat
grafik berikut.

Sedangkan dari sisi outcome (capaian)
dari pelaksanaan RAN PE Tahun 2024
oleh kementerian/lembaga, dua urutan
outcome paling banyak adalah terkait
dengan instrumen sebanyak 156 outcome
(34,8%) dan sistem pendataan serta sinergi
dan pelaksanaan program sebanyak 149
outcome (33,3%). Tingginya kuantitas dan
kualitas dua outcome tersebut berangkat
dari kebutuhan kementerian/lembaga dalam

Sebaran Qutput Aksi PE Tahun 2024
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upaya melakukan pendataan dan sinergi
(kolaborasi) internal K/L maupun antar K/L
dalam pelaksanaan program dan kegiatan
yang merupakan amanat dari aksi PE di
tahun 2024.

Outcome selanjutnya yang dicapai selama
pelaksanaan aksi PE tahun 2024 adalah
peningkatan kapasitas aparatur dan infra-
struktur, yaitu sebanyak 96 outcome (21,4%).
Disamping  kebutuhan akan perlunya
meningkatkan kapasitas aparatur negara
dalam upaya PE, khususnya sumber daya
manusia, dalam proses pelaksanaan aksi PE
di tahun 2024, kementerian/lembaga juga
membutuhkan peningkatan infrastruktur
guna menunjang kerja-kerja mereka dalam

Grafik 2.15

melaksanakan aksi PE yang telah diman-
datkan oleh Perpres Nomor 7 Tahun 2021.

Terkait dengan kerja sama internasi-
onal dalam upaya PE, tercapai sebanyak
41 outcome (9,2%) selama tahun 2024.
Sebagaimana diketahui bahwa upaya
pencegahan dan penanggulangan ekstre-
misme berbasis kekerasan tidak hanya dila-
kukan oleh Kementerian/Lembaga di ranah
domestik (nasional Indonesia), namun
juga secara internasional dan regional,
dengan leading sector-nya Kementerian
Luar Negeri dan Kedeputian Kerjasama
Internasional BNPT. Di antara keberha-
silan dalam advokasi di level internasional
adalah diadopsinya Resolusi PBB tentang
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Treatment of children associated with terro-
rist groups, including children who are recru-
ited and exploited by those groups pada
23 Juli 2024 oleh Dewan Ekonomi dan
Sosial PBB.% Draf resolusi ini merupakan
usulan dari Pemerintah Indonesia kepada
the Commission on Crime Prevention
and Criminal Justice PBB pada Mei 2024.
Sebaran outcome dari pelaksanaan aksi PE
tahun 2024 dapat dilihat dari grafik di bawah
ini.

Hasil dan progress dari pelaksanaan aksi
PE sejak tahun 2020 hingga akhir Desember
2024 tidak hanya mengukur berapa banyak
aksi yang terdiri dari program dan kegi-
atan yang dilaksanakan oleh Kementerian/
Lembaga dan dari sisi output dan outcome
yang dicapai, namun juga termasuk
kelompok sasaran yang menjadi penerima
manfaat langsung (direct beneficiaries)
dari pelaksanaan aksi PE, termasuk selama
tahun 2024.

Karena itu, di dalam laporan tahun 2024 ini
juga disampaikan jumlah kelompok sasaran
yang menerima manfaat langsung dari
pelaksanaan aksi PE selama tahun 2024.
Dari grafik berikut terlihat bahwa pene-
rima manfaat yang paling banyak adalah
masyarakat (secara umum), yaitu seba-
nyak 163 kelompok masyarakat. Selain
itu, pada posisi kedua penerima manfaat
langsung terbanyak adalah Aparatur Sipil
Negara (ASN), sebanyak 92 orang. Sama
halnya dengan ASN, aparat penegak hukum,
yang juga sebagai ASN menjadi penerima

20 United Nations Economic and Social Council
(UN-ECOSOC). “Resolution adopted by the Economic and
Social Council on 23 July 2024 [on the recommendation of
the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice
(E/2024/30)]. https://documents.un.org/doc/undoc/gen/
n24/229/35/pdf/n2422935.pdf.
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manfaat terbanyak ketiga dari pelaksanaan
aksi PE selama tahun 2024, yaitu sebanyak
66 orang. Selanjutnya diikuti oleh komunitas
sebanyak 55 komunitas, siswa dan anak
tidak jauh berbeda, yaitu masing-masing 48
dan 43 orang, diikuti oleh pemuda sebanyak
41 orang dan mahasiswa 33 orang.

Dari Grafik 2.16 terlihat bahwa kelompok
sasaran (penerima manfaat) dari serang-
kaian aksi, program, dan kegiatan yang
berkaitan dengan upaya PE yang dilaksa-
nakan oleh Kementerian/Lembaga selama
tahun 2024 sangat beragam. Keberagaman
tersebut memberikan gambaran dan
kesimpulan kepada kita bahwa masya-
rakat secara umum, ASN, aparat penegak
hukum, pemuda (termasuk di dalamnya
kategori siswa dan mahasiswa), dan komu-
nitas merupakan kelompok terbanyak pene-
rima manfaat dari pelaksanaan RAN PE
tahun 2024 oleh kementerian/lembaga.
Hal ini selaras dengan misi RAN PE untuk
mencapai tujuan bahwa negara hadir untuk
memberikan dan menjamin rasa aman dan
keselamatan warga negara dari ancaman
ekstremisme berbasis kekerasan yang
mengarah pada terorisme.

Walaupun judul Perpres Nomor 7 Tahun
2021 adalah tentang RAN PE Tahun 2020-
2024, namun Perpres tersebut ditetapkan
dan ditandatangani oleh Presiden pada 6
Januari 2021 dan dalam pelaksanaannya
dimulai sejak tahun 2021, bukan 2020. Saat
ini, tahun 2024 memasuki tahun keempat
atau tahun terakhir pelaksanaan RAN PE
Tahun 2020-2024. Karena itu, terkait reali-
sasi anggaran selama 4 tahun pelaksanaan
RAN PE sejak 2021 hingga 2024 disam-
paikan dalam penjelasan dan grafik 2.17.


https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/229/35/pdf/n2422935.pdf
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/229/35/pdf/n2422935.pdf
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Sebagaimana uraian analisa output dan
outcome di atas, dari sisi realisasi anggaran
pelaksanaan RAN PE sejak awal 2021
hingga akhir 2024 berbanding lurus dengan
berbagai capaian output dan outcome RAN
PE. Dalam Grafik 2.17 di bawah ini, berda-
sarkan monitoring dan analisa data yang
dilakukan Tim Kesekretariatan Sekber RAN
PE dapat dilihat bahwa realisasi anggaran
yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga
untuk melaksanakan aksi PE selama empat
tahun pelaksanaan RAN PE secara total
menyentuh angka hingga Rp919,8 miliar,
yang tersebar di berbagai kementerian/
lembaga pelaksana RAN PE. Pelaksanaan
RAN PE Tahun 2024 menyerap realisasi
anggaran paling banyak, yaitu Rp447,6 miliar
lebih (48,7% dari total realisasi anggaran
pelaksanaan aksi PE selama empat tahun,
2021-2024). Sedangkan pelaksanaan RAN
PE Tahun 2022 menyerap realisasi anggaran
paling sedikit, yaitu Rp49,8 miliar lebih (5,4%
dari total anggaran empat tahun pelaksa-
naan RAN PE 2021-2024).

Realisasi anggaran pelaksanaan aksi dan
kegiatan RAN PE Tahun 2024 lebih banyak
dibanding tahun-tahun sebelumnya, seba-
gaimana dijelaskan di bagian sebelumnya,
paling utama disebabkan sebagian realisasi
aksi dan kegiatan PE yang tidak terealisasi
di tahun-tahun sebelumnya (2021, 2022, dan
2022), direalisasikan sepanjang tahun 2024,
sebagai tahun terakhir pelaksanaan RAN PE
Tahun 2021-2024. Karena itu, tidak meng-
herankan jika jumlah realisasi (serapan)
anggaran pelaksanaan RAN PE Tahun 2024
lebih banyak dibanding tiga tahun sebe-
lumnya.

BAB Il IMPLEMENTASI RAN PE TAHUN 2024

Sedangkan realisasi anggaran pelaksa-
naan RAN PE selama tahun 2024 oleh
Kementerian/Lembaga  pelaksana  aksi
PE berjumlah total Rp447 miliar lebih.
Dikarenakan aksi PE paling banyak diman-
datkan oleh Perpres Nomor 7 Tahun 2021
berada di dalam Pilar 1, karena itu Pilar 1
merupakan pilar RAN PE yang merealisa-
sikan anggaran pelaksanaan RAN PE tahun
2024 paling banyak dibanding Pilar 2 dan
Pilar 3, yaitu Rp435,3 miliar lebih (97,2% dari
total realisasi anggaran pelaksanaan aksi PE
tahun 2024). Dan realisasi anggaran paling
sedikit selama 4 tahun pelaksanaan RAN PE

Grafik 2.17
Realisasi Anggaran Pelaksanaan RAN PE Tahun 2021-2024
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terdapat di Pilar 3, yaitu Rp2,4 miliar lebih
(0,5% dari total realisasi anggaran pelaksa-
naan aksi PE tahun 2024). Selanjutnya dapat
dilihat dalam tampilan Grafik 2.18 berikut.
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Grafik 2.18
Realisasi Anggaran Pelaksanaan RAN PE Tahun 2024
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G. CHAMPION STORY RKSI PE

Champion Story Pilar 1

Dari hasil evaluasi evaluator independen atas implementasi RAN PE 2020-2024 terdapat beberapa
hal yang perlu dioptimalisasi, yaitu (1) implementasi RAN PE terkait dengan prinsip RAN PE, di
antaranya pengarusutamaan gender; (2) kolaborasi antara pelaksana RAN PE baik dari K/L maupun
OMS; dan (3) implementasi RAN PE di daerah. Bagian ini menyampaikan champion story dari tiga hal

tersebut.

1. Kolaborasi KPPPA, Yayasan
Empatiku, dan AMAN Indonesia

Sebagai bentuk respons positif terhadap
hasil temuan evaluator independen terkait
pentingnya kegiatan K/L dihubungkan
dengan prinsip-prinsip RAN PE, selama
tahun 2024, Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
bekerja sama dengan Yayasan Empatiku
dan AMAN Indonesia melaksanakan kegi-
atan terkait kohesi dan reintegrasi sosial
dengan pendekatan pengarusutamaan
gender. Kegiatan ini memberikan kontribusi
dalam pencapaian Fokus 2, yaitu pening-
katan kapasitas komunitas, khususnya
komunitas perempuan dalam upaya pence-
gahan ekstremisme berbasis kekerasan;
Fokus 3 dalam hal peningkatan partisipasi
perempuan sebagai agen perdamaian untuk
pencegahan ekstremisme berbasis keke-
rasan; dan Fokus 8 terkait deradikalisasi di
luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

AMAN Indonesia memiliki pengalaman di
bidang pencegahan ekstremisme berbasis
kekerasan dengan pengarusutamaan
gender. Cerita baik perempuan agen perda-
maian dikompilasi oleh AMAN Indonesia di
dalam satu laman berjudul She Builds Peace
(https://shebuildspeace.id/). Sedangkan
Yayasan Empatiku, dalam laporan RAN PE
Tahun 2023 mengangkat kerja sama dengan
WGWC dalam mendorong program keta-
hanan masyarakat, dengan membangun
dan mengenali tanda peringatan dini ekstre-
misme berbasis kekerasan yang mereplikasi
Program Tim Tangguh.

Gambar 2.50
Website She Builds Peace
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https://shebuildspeace.id/
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Pada tahun 2024, KPPPA bersama AMAN
Indonesia melaksanakan pelatihan perem-
puan perdamaian yang diawali dengan FGD
yang dilaksanakan 13 Agustus 2024 dan
melibatkan 45 peserta dari kementerian/
lembaga; lokakarya penguatan kerangka
berpikir, Women, Peace and Security (WPS)
14-15 Agustus 2024 yang dihadiri 53 orang
(15 laki-laki dan 38 perempuan) dari 23
kementerian/lembaga dan perwakilan OMS;
dan pelatihan perempuan mediator perda-
maian di Tasikmalaya 12-13 September
2024, dihadiri oleh 15 orang yang berasal
dari berbagai latar belakang, seperti
pengurus pesantren dan komunitas perem-
puan (fasilitator RSD,?' perwakilan dari
Sekolah Perempuan Perdamaian Cipakat,
Lajnah Imaillah [Kelompok Ahmadiyah],
Fatayat NU, Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga [PKK], Posyandu, Perwakilan Guru
PAUD, Alumni Peserta RSD Desa Sukamaiju,
Pusat Pembelajaran Keluarga [PUSPAGA],
dan Presidium Sekolah Perempuan).

Gambar 2.51
Pelatihan Perempuan Mediator Perdamaian

Tujuan dari Pelatihan Perempuan Mediator
Perdamaian adalah untuk mendapatkan
gambaran secara substantif mengenai
implementasi agenda Perempuan,
Perdamaian, dan Keamanan (WPS) yang di
antaranya terkait pencegahan ekstremisme
berbasis kekerasan. Hasil langsung dari

21 Reflective Structured Dialogue sangat erat kaitannya
dengan P6: Purpose, People, Prevent (Cegah), Promosi, Plan
(Rencana), dan Persiapan.

serangkaian pelatihan tersebut di berbagai
wilayah di Indonesia, adalah:

(1) Tersusunnya  strategi  kementerian/
lembaga dalam memperkuat dan
menjaga keberlanjutan upaya perlin-
dungan dan pemberdayaan perempuan
dan anak-anak dalam konteks konflik
sosial.

(2) Terkumpulnya 20 perempuan mediator
dari relawan SAPA dan masyarakat desa
di Poso yang dilengkapi kemampuan
memfasilitasi RSD (reflective structured
dialogue) untuk penanganan konflik.

(3) Meningkatnya kemampuan 15
perempuan relawan SAPA dan masya-
rakat desa di Tasikmalaya dalam dalam
memfasilitasi dialog menggunakan tools
RSD untuk penanganan konflik.

Saat ini KPPPA tengah menyusun Panduan
Perempuan Pegiat Perdamaian. Diharapkan
panduan tersebut dapat dimanfaatkan oleh
pihak-pihak terkait yang akan mengem-
bangkan program sejenis di masa depan.

Selanjutnya kerja sama KPPPA dengan
Yayasan Empatiku melaksanakan kegiatan
terkait kohesi sosial dan penguatan Tim
Tangguh di Kota Depok (yang juga ditujukan
untuk mengadvokasi RAD PE di Kota Depok)
dan di Kabupaten Bekasi (Kecamatan
Cilodong, Kecamatan Babelan, Kecamatan
Tambun Selatan, Kelurahan Jatimulya, dan
Kelurahan Sukamaju).

Gambar 2.52
Kegiatan Kohesi Sosial Yayasan Empatiku
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Program ini mendapat respons positif dari
penerima manfaat (beneficiaries). Hal ini
dibuktikan dengan kesepakatan pemben-
tukan Tim Tangguh Kelurahan, yang bertu-
juan untuk memperkuat daya tangguh dan
daya tangkal masyarakat terhadap ekstre-
misme berbasis kekerasan serta memper-
kuat kohesi sosial masyarakat. Sebagai
bentuk keseriusan, Kelurahan juga sudah
mengeluarkan  Surat Keputusan Lurah
sebagai payung hukum Tim Tangguh dalam
menjalankan kegiatan di masyarakat. Selain
SK Kelurahan, Tim Tangguh juga menda-
patkan pelatihan selama tiga hari untuk
meningkatkan pengetahuan dan keteram-
pilan dalam melakukan deteksi dan pena-
nganan dini kasus ekstremisme berbasis
kekerasan.

Sebelum pelaksanaan pelatihan, Pengurus
Tim Tangguh dibekali pengetahuan awal
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untuk bisa memahami tujuan pembentukan
Tim Tangguh, termasuk tugas pokok dan
fungsi masing-masing pengurus. Melihat
kebutuhan tersebut, kegiatan orientasi bagi
Pengurus Tim Tangguh dilakukan di masing-
masing kelurahan, dengan mengundang
seluruh Pengurus Tim Tangguh dan diha-
diri juga oleh aparat kelurahan. Pertemuan
dilakukan di aula kelurahan. Dalam perte-
muan orientasi dijelaskan tujuan pemben-
tukan Tim Tangguh, latar belakang serta
langkah-langkah yang harus dilakukan untuk
mencapai tujuan. Selain Yayasan Empatiku,
Fasilitasi Daerah (Fasda) BNPT juga hadir
untuk memperkuat bahwa persoalan ekstre-
misme berbasis kekerasan memerlukan
keterlibatan banyak pihak, karena itu perlu
kerja sama yang baik antara Tim Tangguh,
Kelurahan, BNPT, tokoh masyarakat, tokoh
agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda,
dan lain-lain.

Gambar 2.53
Kegiatan Kohesi Sosial Yayasan Empatiku
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2. Implementasi RAN PE di Daerah:
Pencegahan Ekstremisme
Berbasis Kekerasan di Dunia
Pendidikan di Semarang

Pencegahan ekstremisme berbasis keke-
rasan di lingkungan pendidikan sejalan
dengan RAN PE Pilar 1, khususnya Fokus
2, yaitu terkait penguatan kesadaran pence-
gahan ekstremisme berbasis kekerasan di
lingkungan pendidikan dan Fokus 3 terkait
meningkatkan efektivitas kampanye pence-
gahan ekstremisme berbasis kekerasan
yang mengarah pada terorisme.

Program Sekolah Damai  merupakan
program yang dimulai tahun 2017 oleh
Wahid Foundation di beberapa sekolah di
Jawa Tengah, yaitu SMAN 7, Madrasah
Aliyah Negeri (MAN) 10, SMAN 11, dan
SMAN 13. Program ini selaras dengan
RAD PE Provinsi Jawa Tengah,?> RAD PE
Kota Semarang yang diluncurkan Tahun
2024, dan Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor
46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan di Lingkungan
Satuan Pendidikan. Kesinambungan
program ini (sustainability) sangat baik

karena masuk ke dalam implementasi RAD
PE Jawa Tengah dan diperkuat dengan
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
300/1/2024 tentang Sekolah Damai Provinsi
Jawa Tengah. Dengan Keputusan Gubernur
Jawa Tengah tersebut, hingga saat ini sudah
ada 79 Sekolah Damai dari SMA/SMK di
seluruh Jawa Tengah.

2 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35
Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah
Pada Terorisme di Provinsi Jawa Tengah.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 300/1/2024 ten-
tang Sekolah Damai Provinsi Jawa Tengah

Sejak diluncurkan pada 2017, program
Sekolah Damai Menjangkau 135 SMA dan
SMK, 135 guru Pendidikan Agama Islam
(PAI), 180 pengurus Rohis (Rohani Islam),
dan 5.750 peserta didik. Jumlah ini sudah
termasuk 60 SMAN di empat provinsi, 65
Kepala Sekolah, dan 65 Guru PAI di 20
sekolah percontohan.

Terdapat tiga pilar pada Sekolah Damai:
pilar kebijakan, pilar praktik toleransi dan
damai, dan pilar pengelolaan organisasi
kesiswaan. Ketiga pilar ini sekaligus menci-
rikan dan indikator sebuah sekolah disebut
Sekolah Damai. Pilar kebijakan bertu-
juan menciptakan kebijakan strategis yang
mendukung budaya damai. Pilar praktik
toleransi dan perdamaian diterapkan baik
di lingkungan sekolah dan di dalam kelas.



Pilar pengelolaan organisasi kesiswaan
juga menjadi fokus penting dalam memba-
ngun budaya sekolah damai. Organisasi di
sekolah, seperti OSIS dan Rohis serta kegi-
atan ekstrakurikuler lainnya diarahkan untuk
memperkuat nilai-nilai inklusif. Terkait pilar
praktik toleransi dan damai, siswa diberikan
keleluasan untuk mengekspresikan inisi-
atifnya menyuarakan toleransi dan damai
kepada orang tua dan masyarakat dengan
produk-produk yang menggambarkan aksi
nyata sekolah damai. Salah satu evidence
base implementasi Sekolah Damai di SMA
13 Semarang ditunjukkan saat kunjungan
Kepala BNPT di SMA tersebut, yang juga
dihadiri oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah,
Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana
AS., M.M, Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Jawa Tengah.

Gambar 2.54
Kunjungan Kepala BNPT di SMAN 13 Kota Semarang

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Sekolah

SMAN 13 Kota Semarang, Rusmiyanto,
S.Pd., M.Pd., menjelaskan mengenai imple-
mentasi pencegahan ekstremisme berbasis
kekerasan yang mengarah pada terorisme
melalui Program Sekolah Damai pada pilar
praktik toleransi dan budaya damai melalui
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Aksi Nyata Sekolah Damai. Kegiatan-
kegiatan tersebut diunggah di situs web dan
akun media sosial sekolah agar dapat digu-
nakan untuk mengedukasi orang tua dan
masyarakat.

Gambar 2.55
Aksi Nyata Sekolah Damai SMAN 13 Kota Semarang

Implementasi Sekolah Damai di SMAN 13
Kota Semarang dimulai dengan membangun
kesadaran kolektif bersama, khususnya guru
dan karyawan yang menjadi teladan dan
agen perdamaian dalam penyebaran tole-
ransi dan perdamaian serta anti kekerasan.
Dengan kesadaran kolektif, maka kesepa-
katan dibangun dengan satu kesadaran
di lingkungan SMAN 13 Kota Semarang
sehingga tercipta toleransi dan budaya
damai. Wujud dari kesepakatan ini meng-
hasilkan kebijakan-kebijakan sekolah
terkait toleransi dan perdamaian, dimasuk-
kannya program ke dalam rencana kerja dan
anggaran sekolah, pengajaran guru, memba-
ngun komitmen sekolah dan kelas. Program
ini kemudian dimasukkan ke dalam kuri-
kulum sehingga menjadi lebih terarah, siste-
matis, dan masif. Kepala Sekolah SMAN 13
Kota Semarang meyakini bahwa keberha-
silan program terkait pluralisme kuncinya
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dari kesadaran kolektif yang bergulir secara
bottom-up. Karenanya, untuk memper-
tahankan keberhasilan diadakan Pokja
Sekolah Damai sebagai penggerak untuk
menindaklanjuti upaya toleransi dan budaya
damai di lingkungan pendidikan.

Di antara praktik sederhana di SMAN 13
Kota Semarang adalah lagu-lagu identik
Sekolah Damai yang dinyanyikan pada jam
tertentu, baju daerah yang dikenakan pada
hari Rabu/Kamis, kolaborasi antar agama
dalam mendukung berlangsungnya acara
keagamaan di sekolah. Kepala Sekolah juga
mengidentifikasi bahwa potensi ekstre-
misme berbasis kekerasan yang mengarah
pada terorisme dicegah melalui berbagai
kegiatan, di antaranya beasiswa bagi siswa/
siswi kurang mampu karena faktor ekonomi
untuk bersekolah atau melanjutkan sekolah
ke dalam dan luar negeri yang diseleng-
garakan oleh sekolah. Begitupun dengan
pekerjaan, sekolah ini mengupayakan penya-
luran pekerjaan untuk siswa/siswi. Di dalam
program ini SMAN 13 Kota Semarang
membentuk Talent Show yang diunggah di
situs web sekolah dan saluran YouTube.
SMAN 13 Kota Semarang juga mengem-
bangkan lagu dan mengangangkat budaya
nusantara melalui tarian nusantara yang
selama tiga tahun berturut-turut menduduki
posisi 3 besar tingkat nasional.

3. Implementasi RAN PE di Daerah
melalui Desa Siap Siaga

Desa Siap Siaga adalah salah satu program
yang dicanangkan oleh BNPT di Indonesia.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan
kesiapsiagaan masyarakat desa dalam
menghadapi potensi ancaman radika-
lisme, terorisme, dan ideologi yang berten-
tangan dengan Pancasila. Desa Siap Siaga
merupakan bagian dari upaya BNPT dalam
membangun ketahanan masyarakat melalui
pendekatan berbasis komunitas. Dalam
membangun kesiapsiagaan diperlukan kerja
sama antara perangkat Desa dan BNPT,
khususnya kesiapsiagaan di tingkat desa.

Saat ini terdapat 50 Desa Siap Siaga di
lima provinsi, yang setiap provinsi memi-
liki 10 Desa Siap Siaga, salah satunya
Desa Sukorejo. Keunggulan Desa Sukorejo
sebagai salah satu Desa Siap Siaga terletak
pada peran aktif tokoh perempuan dalam
mendukung program melalui sosialisasi
ancaman terorisme. Penggerak Desa Siap
Siaga terdiri dari perwakilan tokoh masya-
rakat, perwakilan tokoh pemuda, perwa-
kilan PKK/Posyandu, perwakilan RT dan RW,
perwakilan pemuda, Bhabinkamtibmas, dan
Babinsa.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam
kerangka Desa Siap Siaga meliputi: (1)
penyuluhan dan edukasi. Dalam hal ini BNPT
bekerja sama dengan pemerintah daerah
untuk memberikan pelatihan dan penyu-
luhan tentang bahaya ekstremisme berbasis
kekerasan dan penyuluhan dilakukan
dengan pendekatan berbasis budaya dan
agama yang sesuai dengan nilai-nilai lokal,
(2) pelatihan kesiapsiagaan. Masyarakat



dilatih untuk dapat mendeteksi ekstremisme
berbasis kekerasan, yang melibatkan juga
aparat keamanan seperti TNl dan Polri;
(3) penguatan ekonomi desa. Program ini
mendorong pengembangan ekonomi lokal
melalui pemberdayaan UMKM untuk mengu-
rangi kerentanan sosial akibat kemiskinan,
yang sering dimanfaatkan oleh kelompok
ekstremis kekerasan; (4) penguatan nilai-
nilai Pancasila dan kebangsaan di tengah
masyarakat untuk melawan narasi radikal;
dan (5) peningkatan keamanan Desa melalui
sistem keamanan desa, seperti sistem
keamanan lingkungan (siskamling) yang
diintegrasikan dengan upaya pencegahan
ekstremisme berbasis kekerasan.

Gambar 2.56
Kunjungan Kepala BNPT RI ke Desa Siap Siaga, Desa Sukorejo,
Kabupaten Kendal
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Kunjungan Kepala BNPT ke Desa Sukerjo
bertujuan memberikan apresiasi dan peng-
hargaan kepada Desa Sukorejo yang telah
berperan aktif dalam Program Desa Siap
Siaga. Kunjungan juga dihadiri oleh anggota
DPR RI dari Jawa Tengah dan perwakilan
dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM)
Cabang Kendal. Kehadiran perwakilan PT.
PNM dapat membuka peluang usaha bagi
warga desa, khususnya kelompok tani untuk
mendapatkan bantuan finansial, bantuan
sosial dan bantuan peningkatan intelektual.
Dalam Dialog Interaktif dengan Kepala BNPT
menghadirkan |Ibu Kepala Desa dan para
perangkat desa, termasuk Penggerak Desa
Siap Siaga dan perwakilan masyarakat Desa
Sukorejo, dengan berbagai masukan dan
harapan yang disampaikan terkait upaya
pencegahan dan penanggulangan ekstre-
misme berbasis kekerasan dan terorisme.

Gambar 2.57
Penggerak Perempuan Desa Siap Siaga, Desa Sukorejo
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Champion Story Pilar 2

Pada periode pelaksanaan aksi RAN PE
Pilar 2 tahun 2024, beberapa kegiatan dapat
dijadikan contoh baik pelaksanaan kolabo-
rasi dan pencapaian output yang berkelan-
jutan serta mendorong terwujudnya upaya
pencegahan dan penanggulangan ekstre-
misme berbasis kekerasan yang mengarah
pada terorisme, khususnya dalam memper-
kuat aspek penegakan hukum yang terkait
dengan ekstremisme berbasis kekerasan
yang mengarah pada terorisme di Indonesia.
Beberapa kegiatan champion story yang teri-
dentifikasi pada Pilar 2 di antaranya:

1. Kolaborasi antar kementerian/lembaga
(Kemenko Polhukam, BNPT, LPSK,
Kemendikbudristek, dan Kementerian
Agama) dalam mendorong pemben-
tukan/pengembangan Wadah Pelaporan
tindak ekstremisme berbasis kekerasan
di lingkungan Perguruan Tinggi yang
terintegrasi dengan mekanisme Perlin-
dungan Saksi, Korban, dan Pelapor.

BNPT bersama Kemenkopolhukam,
LPSK, Kemendikbudristek dan Kemente-
rian Agama menginisiasi pembentukan
dan pengembangan wadah pelaporan
saksi dan korban ekstremisme di ling-
kungan kampus, sebagaimana diama-
natkan dalam Perpres Nomor 7 Tahun
2021 tentang RAN PE.

Upaya pembentukan dan pengem-
bangan wadah pelaporan saksi dan
korban ekstremisme berbasis kekerasan
di lingkungan kampus pada dasarnya
merupakan tanggung jawab LPSK.
Namun dalam perkembangannya upaya

pembentukan wadah ini tidak dapat dile-
paskan dari peran Kemendikbudristek
dan Kementerian Agama selaku penang-
gung jawab pelaksanaan pendidikan di
lingkungan perguruan tinggi, baik per-
guruan tinggi umum maupun perguruan
tinggi berbasis agama.

Melalui berbagai pertemuan intensif
yang diinisiasi BNPT dan didukung oleh
Kemenko Polhukam untuk memberikan
pemahaman terkait tingginya potensi
ancaman tindak ekstremisme berbasis
kekerasan di lingkungan perguruan tinggi
yang berpotensi mengarah pada teror-
isme, pihak-pihak terkait dapat mema-
hami dan bersepakat untuk melakukan
berbagai upaya dalam mendorong ter-
bentuknya wadah pelaporan saksi dan
korban tindak ekstremisme berbasis
kekerasan di lingkungan perguruan
tinggi. Atas dasar pemahaman dan kese-
pakatan bersama, beberapa langkah dila-
kukan, di antaranya:

a. Kemendikbudristek mengkaji dan
melakukan revisi kebijakan yang
telah ditetapkan, yaitu Permendikbud
Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan
Kekerasan Seksual di Lingkungan Per-
guruan Tinggi, dengan memasukkan
isu diskriminasi dan intoleransi.

b. Kementerian Agama mengkaji dan
melakukan revisi kebijakan yang telah
ditetapkan, yaitu Keputusan Men-
teri Agama Nomor 93 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyelenggaraan
Moderasi Beragama, untuk ditambah-
kan terkait isu ekstremisme, radika-
lisme, dan intoleransi di lingkungan
perguruan tinggi di bawah naungan
Kementerian Agama.



c. LPSK melakukan upaya memperkuat
pembentukan jaringan Sahabat Saksi
dan Korban (SSK) dengan melibatkan
civitas akademika di lingkungan per-
guruan tinggi, serta mengintegrasikan
wadah pelaporan tindak ekstremisme
berbasis kekerasan di lingkungan per-
guruan tinggi ke dalam mekanisme
perlindungan saksi, korban, dan
pelaku di bawah koordinasi LPSK.

d. Kemenko Polhukam mengoptimal-
kan peran koordinasi yang dimiliki
untuk mendorong keterlibatan K/L
terkait melalui surat rekomendasi
Menteri untuk mendorong pemben-
tukan wadah pelaporan saksi dan kor-
ban di lingkungan perguruan tinggi.
Kemenko Polhukam juga melakukan
beberapa kali kegiatan sosialisasi
pembentukan wadah pelaporan saksi
dan korban ekstremisme berbasis
kekerasan dengan pihak perguruan
tinggi di Jawa Timur, Jawa Tengah,
dan Kalimantan Barat untuk dijadikan
contoh bagi perguruan tinggi lainnya.

Melalui berbagai kolaborasi dan koordi-
nasi antar pihak terkait, saat ini Kemen-
dikbudristek telah melakukan revisi
Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun
2021 tentang Pencegahan dan Penang-
gulangan Kekerasan Seksual di Ling-
kungan Perguruan Tinggi dan diganti
dengan Permendikbud Ristek Nomor 55
Tahun 2024 tentang Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan di Lingkungan
Perguruan Tinggi, dengan menambahkan
isu tindak intoleransi di lingkungan per-
guruan tinggi.
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Gambar 2.58
Forum Diskusi Membangun Lingkungan Perguruan Tinggi
Aman dari Radikalisme

2. Koordinasi dan Kolaborasi BNPT, POLRI,

Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung
dalam upaya peningkatan perlindungan
penegak hukum dalam penanganan
kasus tindak pidana terorisme melalui
pembentukan “Forum Komunikasi Peng-
amanan dalam penanganan kasus
tindak pidana terorisme di Pengadilan
Negeri”.

Salah satu bagian penting dari upaya
penegakan hukum tindak pidana teror-
isme adalah memastikan terpenuhinya
hak perlindungan bagi aparat penegak
hukum, khususnya hakim, jaksa, dan
seluruh personel yang menangani kasus
tindak pidana terorisme dari berbagai
ancaman yang mungkin muncul selama
proses penegakan hukum dilakukan ter-
hadap pelaku tindak pidana terorisme.



BAB Il IMPLEMENTASI RAN PE TAHUN 2024

Upaya memberikan perlindungan dan
rasa aman bagi aparat penegak hukum
yang menangani kasus terorisme meru-
pakan bagian penting agar proses
penanganan kasus tindak pidana teror-
isme dapat dijalankan dengan baik dan
menghasilkan putusan yang adil tanpa
ancaman, tekanan, dan intimidasi dari
pihak-pihak yang tidak bertanggung
jawab.

Merespons kebutuhan tersebut, BNPT
melakukan inisiasi pembentukan forum
komunikasi aparat penegak hukum
dalam rangka pengamanan dan pembe-
rian perlindungan aparat penegak hukum
dalam penanganan kasus tindak pidana
terorisme di Pengadilan Negeri. Inisiatif
ini mendapatkan respons sangat baik
dari seluruh aparat penegak hukum, di
antaranya Mahkamah Agung, Kejaksaan
Agung, dan Polri, serta hakim-hakim
pengadilan negeri yang menangani
kasus tindak pidana terorisme untuk ber-
sama-sama membentuk Forum Komu-
nikasi Aparat Penegak Hukum dalam
penanganan kasus terorisme.

Gambar 2.59
Forum Komunikasi Aparat Penegak Hukum dalam penanganan kasus terorisme

October 30-31, 2024
The Phoenix Hotel Yogyakarta

3. Rekonsiliasi Pelaku dan Korban Tindak

Pidana Terorisme

BNPT memfasilitasi rekonsiliasi antara
penyintas atau korban dari tindak pidana
terorisme dengan mantan pelaku tindak
pidana terorisme (napiter) yang sudah
mengikuti program deradikalisasi atau
mitra deradikalisasi. Program rekonsi-
liasi dimaksudkan untuk membangun
komunikasi yang damai, saling meng-
hargai, dan memaafkan antara pelaku
dan korban tindak pidana terorisme.
Kegiatan rekonsiliasi pelaku dan korban
terorisme dilakukan melalui silatur-
ahmi kebangsaan antara penyintas
dan mitra deradikalisasi dengan tujuan
untuk memupuk ikatan persaudaraan
dan memaafkan kesalahan masa lalu.
Di samping itu, upaya rekonsiliasi pelaku
dan korban terorisme diharapkan dapat
mendukung upaya pemulihan dan
penyembuhan bagi para penyintas, serta
membangun hubungan yang lebih baik
dengan mantan pelaku tindak pidana
terorisme, serta diharapkan dapat



menjadi titik balik bagi para mantan
napiter untuk meninggalkan masa
lalu kelam mereka dan bangkit men-
jadi pribadi yang lebih baik. Kegiatan
ini juga sekaligus menjadi perwujudan
dari komitmen negara terhadap pemu-
lihan korban tindak pidana terorisme

Gambar 2.60
Rekonsiliasi Pelaku dan Korban Tindak Pidana Terorisme
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sebagaimana putusan Mahkamah Kon-
stitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023, yang
memberikan ruang bagi korban dari
tindak pidana terorisme masa lalu untuk
mendapatkan hak-hak mereka melalui
pengajuan permohonan.
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Champion Story Pilar 3

Sepanjang tahun pelaksanaan RAN PE
2020-2024, terdapat berbagai kegiatan dan
capaian yang dapat diidentifikasi sebagai
praktik baik. Pada Pilar 3, kegiatan dan
capaian ini dirunut secara berkesinam-
bungan sejak RAN PE mulai dijalankan sejak
tahun 2021. Jika dibagi dalam dua fokus,
kegiatan dan capaian yang diidentifikasi
sebagai praktik baik dibagi dalam Fokus 1
terkait Peningkatan Kapasitas Kemitraan
para Pemangku Kepentingan dalam
Penanggulangan Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;
dan Fokus 2 terkait Peningkatan Kerjasama
Internasional pada Instrumen Hukum
Internasional dalam Penegakan Hukum
Penanggulangan Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Pada ranah Peningkatan Kapasitas
Kemitraan dan para Pemangku Kepentingan,
terdapat beberapa praktik baik yang dilak-
sanakan dengan capaian yang berkesinam-
bungan dari tahun ke tahun, di antaranya
inisiasi dan pemanfaatan I|-KHub sebagai
platform, proses pembentukan Forum
Kemitraan Nasional (FKN), dan kolaborasi
PPATK dengan BNPT dalam pencegahan
pendanaan tindak pidana terorisme.

Pada 19 Oktober 2020, BNPT meluncurkan
platform digital I-KHub yang dirancang untuk
menghubungkan perencanaan dan pelaksa-
naan program, serta produk pengetahuan
antara kementerian/lembaga, Pemerintah
Daerah, Lembaga Donor, Organisasi
Multilateral, OMS, dan sektor swasta. Dalam
perkembangannya, I-KHub dapat menjawab

banyak permasalahan yang dipetakan pada
bagian peningkatan kapasitas kemitraan
dan pemangku kepentingan, terutama yang
berkaitan dengan pembentukan wadah
kemitraan  antar  kementerian/lembaga
dan antara kementerian/lembaga dengan
Masyarakat Sipil.

Pada 2023, I-KHub dikembangkan Ilagi
menjadi I-KHub 2.0 untuk mengakomodasi
pelaporan kegiatan RAN PE dari kemente-
rian/lembaga secara digital. Pada tahun
yang sama, I-KHub juga menyelengga-
rakan Donor Coordination Meeting sebagai
upaya konkret untuk mempertemukan mitra
pembangunan dengan aktor negara dan
program-program pencegahan ekstremisme
berbasis kekerasan di Indonesia. Pada 2024
ini, dilakukan integrasi data profil mitra
pembangunan dan program dari Bappenas
melalui donor coordination platform ke
platform |-KHub. Hal ini dilakukan untuk
menyempurnakan pengaturan bantuan dari
berbagai lembaga, terutama bantuan teknis
non-finansial terkait penanggulangan ekstre-
misme.

Sedangkan pada ranah peningkatan kerja
sama internasional juga terdapat beberapa
praktik baik yang capaiannya dapat dilihat
berkesinambungan dari tahun ke tahun,
di antaranya yaitu peran aktif Indonesia di
berbagai lembaga internasional yang dapat
mendorong terbitnya berbagai dokumen
hingga terbentuknya standar dan norma
internasional. Pada tahun 2024, BNPT
berhasil mengupayakan Pengesahan reso-
lusi ECOSOC mengenai Perlakuan terhadap
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Gambar 2.61
Serah Terima Server I-KHub dari PeaceGeneration kepada BNPT diJakarta, 10 Januari 2024
dan Donor Coordination Meeting di Jakarta, 3 Juni 2024

Anak-Anak yang Terhubung dengan Grup
Teroris, termasuk anak-anak yang direkrut
dan dieksploitasi oleh kelompok tersebut,
berlangsung pada forum Commission on
Crime Prevention and Criminal Justice
(CCPCJ) di Wina, Austria, pada 17 Mei 2024.
Keputusan ini menandai awal pengem-
bangan prinsip dan pedoman penanganan
anak yang terkait dengan terorisme di
tingkat internasional.

Praktik baik di Pilar 3 juga dapat dilihat
pada kolaborasi antar dua kementerian/
lembaga yang terlibat di Pilar 3, yaitu PPATK
dan BNPT. Pada 2023, Indonesia akhirnya
mendapatkan keanggotaan penuh dalam
Financial Action Task Force (FATF). Status
keanggotaan penuh dalam FATF ini tentunya
meningkatkan peran aktif dan kredibilitas
Indonesia di aras global. Capaian ini kemu-
dian berlanjut pada 2024, di mana melalui

kolaborasi PPATK dengan BNPT, PPATK
mendorong pegawai BNPT untuk berperan
sebagai FATF Lead Reviewer dalam imme-
diate outcome (10) 10 vyang berkaitan
dengan pencegahan pendanaan terorisme
di Nepal. Proses peninjauan ini diharapkan
dapat meningkatkan pertukaran pengeta-
huan dan menjadi acuan yang signifikan.
Selain satu orang Lead Reviewer dari BNPT
dalam isu pencegahan pendanaan teror-
isme, terdapat empat orang Lead Reviewer
dari PPATK untuk isu-isu penting lainnya.
Pelibatan awal lima Lead Reviewer dari
Indonesia telah mulai dilaksanakan dalam
pertemuan tertutup FATF ICRG Asia Pacific
Joint Group Analysis Meeting yang dilaksa-
nakan di Bali pada Mei 2024.
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Champion Story Pokja Tematis

Membangun Kembali Kehidupan: Perspektif Perempuan pada Reintegrasi Sosial di
Lamongan

Alhamdulillah. Semua orang lega melihat keluarga mitra derad, Pak Musta’in dan Bu
Harmin, berjalan memasuki ruangan Aula Institute Agama Islam Tarbiyatut Tholabah,
Paciran, Lamongan. Pagi itu, 23 November 2024, menjadi momen bersejarah bagi warga
Desa Kandangsemangkon, untuk bertemu langsung dengan mitra derad secara langsung,
dan melakukan rekonsiliasi. Kami menyebutnya, Konferensi Restoratif (Restorative Con-
ference), adalah forum mempertemukan mantan pelaku, korban dan masyarakat yang
peduli, untuk mendengarkan pertobatan mantan pelaku, lalu korban dan masyarakat mem-
berikan pemaafan, dan kemudian menata komitmen bersama.

Ada dua lingkaran duduk peserta diatur. Warga desa yang menjadi saksi atas pertemuan
ini duduk di lingkar besar. Mereka mewakili berbagai macam organisasi. Di lingkar tengah,
lebih kecil, diduduki oleh sejumlah tokoh masyarakat, perempuan, pemuda dan aparat
desa, yang akan bicara selama proses Konferensi Restoratif. Pak Musta’in dan Bu Harmin,
mitra derad yang kembali ke Desa Kandangsemangkon, ditempatkan di lingkar kecil, meng-
apit dua fasilitator yaitu Yeni (mewakili NU) dan Ella (mewakili Muhammadiyah). Pak Agus,
Kepala Desa duduk disamping kiri Pak Musta’in. Secara berurutan ke kanan, ada wakil
BPD, BUMDES, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Fatayat NU, Ansor,
Pemuda Muhammadiyah, Ketua PKK, Ketua Tim Tangguh, dan sebagainya. Mereka semua
telah terlibat secara aktif, selama tiga bulan terakhir mempersiapkan pembentukan Desa
Tangguh di Kandangsemangkon, termasuk terlibat dalam 12 seri dialog untuk memastikan
penerimaan mitra derad.

Direktur AMAN Indonesia, Ruby Kholifah, duduk di lingkar besar dan membuka acara
dengan statemen yang sejuk dan berorientasi pada rekonsiliasi. Dia beberapa kali mengi-
ngatkan forum bahwa tujuan berkumpul bukan untuk menghakimi mitra derad, tetapi mem-
bangun kebersamaan. Yang terpenting adalah memastikan setiap orang solid. Ini bukan
konferensi restoratif pertama yang digagas AMAN Indonesia. Tapi deg-degan dan rasa
khawatir tidak bisa dihindari.

Fasilitator membacakan sejumlah tata aturan komunikasi dalam konferensi, agar setiap
orang berkomunikasi dengan sopan, tidak menghakimi, dan bicara dari hati dan penga-
laman sendiri. Suara Yeni, sempat sedikit serak ketika membacakan kalimat-kalimat dalam
naskah panduan fasilitator. Mungkin dia merasa terharu setelah kerja keras, akhirnya bisa
duduk bersama semua pihak. Awalnya tegang, tapi kemudian semua pihak bisa rileks
setelah Pak Musta’in menyampaikan perasaannya atas kesalahan yang dia lakukan, yaitu
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percaya dengan propaganda ISIS dan meninggalkan keluarga ke Syria. Ini yang menye-
babkan keluarganya mengalami kesulitan sampai sekarang. Dia berharap masyarakat mau
memaafkan dan membantu keluarganya agar bisa kembali ke masyarakat. Setelah mende-
ngarkan semua orang yang duduk di lingkar kecil berbicara, fasilitator mengajak peserta
yang hadir memikirkan agenda bersama untuk membangun ketangguhan, di mana semua
orang terlibat, termasuk mitra derad. Komitmen ini kemudian dituliskan dalam Berita
Acara, yang ditandatangani oleh semua yang hadir. Semua orang bersalaman dan saling
berpelukan. Senyum sumringah terpancar dari wajah-wajah mereka.

Cerita di atas adalah sepenggal dari
perjalanan panjang proses reintegrasi di
Lamongan, menggunakan pendekatan
peacebuilding. Sebagai lembaga yang
bekerja untuk penguatan perempuan dan
perdamaian, AMAN Indonesia yakin bahwa
kepemimpinan perempuan di akar rumput
bisa menjadi kunci suksesnya reintegrasi
sosial. Belajar dari kesuksesan Kota Depok,
di mana kader PKK menjadi mobilisator
warga desa, terlibat dalam rangkaian dialog
menggunakan pendekatan RSD. AMAN
Indonesia menggandeng Fatayat NU Jawa
Timur dan WGWC, untuk sekali lagi menguji
premis bahwa kepemimpinan perem-
puan kunci dari reintegrasi sosial di Desa
Kandangsemangkon.

Untuk membaca konteks Desa
Kandangsemangkon dan Lamongan secara
umum, kami menurunkan peneliti dan
mobilisator. Semua perempuan. Tim pene-
litit WGWC terdiri dari Debby Affianti (UMJ)
dan Erin Gayatri (UGM), melakukan bacaan
kerentanan sosial, budaya, ekonomi, dan
radikalisme, mulai tingkat desa, keca-
matan, sampai kabupaten. Mereka dite-
mani oleh perempuan mobilisator seperti
Alimul, Khosiah, Reni, Mega, Ul, melakukan
pendekatan door to door kepada sejumlah
aktor kunci perempuan dan laki-laki, agar

memberikan informasi yang valid tentang
seputar desanya. Tim kami juga menggan-
deng Bakesbangpol Kabupaten Lamongan,
untuk pengayaan data dan informasi, dan
menciptakan security net.

Bagian kedua proses adalah merenca-
nakan pembangunan Desa Tangguh, diha-
diri oleh seluruh perangkat desa, perwakilan
organisasi, termasuk kelompok perem-
puan, untuk mendengarkan hasil asesmen
tentang kerentanan dan kapasitas Desa
Kandangsemangkon. Kombinasi  data
temuan lapangan dan data intelijen Badan
Kesbangpol, berhasil menyakinkan Kepala
Desa dan seluruh warga, untuk bersama-

sama menjawab tantangan  kemba-
linya mantan pendukung ISIS di kampung
mereka. Proses  dilanjutkan  dengan

pembentukan Rencana Aksi Bersama dan
Pembentukan Tim Tangguh untuk mengawal
program jangka panjang. Termasuk mela-
kukan refreshment workshop khusus untuk
Fasilitator RSD di Surabaya pada 4-5
September 2024.

Prinsip membangun ketangguhan adalah
No One Left Behind. Itu artinya semua orang
harus terlibat dalam pembangunan ketang-
guhan desa, termasuk mantan pendukung
ISIS. Keberadaan mitra derad, menjadi
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PR (pekerjaan rumah) khusus yang harus
diselesaikan oleh semua orang. Kami
menawarkan pendekatan dialog, dengan
melibatkan warga Kandangsemangkon
dalam merespons kembalinya warga yang
pernah mendukung ISIS. Dalam kurun waktu
tiga bulan, sejumlah pertemuan komunitas,
dan 12 seri dialog dijalankan dengan meng-
undang 104 perwakilan Nahdlatul ulama,
Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiah, Fatayat
NU, Pemuda Muhammadiyah, Ansor NU,
PKK, dan sejumlah lainnya.

Para perempuan mobilisator dan anggota
Tim Tangguh, secara sabar melakukan
pertemuan satu per satu setiap orang yang
diundang dalam dialog. Menjelaskan meka-
nisme dialog Reflective Structured Dialogue
(RSD), dan aturan main, serta memastikan
niat setiap orang hadir di dialog untuk keba-
ikan bersama. Para fasilitator perempuan
kita juga secara intensif melakukan perte-
muan dengan Bu Harmin, istri dari mitra
derad, secara reguler dengan berbagai
pendekatan seperti membeli kue-kue
dagangan, mengupayakan BPJS, menjadi
tempat curhat, dan sebagainya. Sampai
akhirnya tiba, bertemu Pak Musta'in. Dibantu
Kepala Desa dan sejumlah Pimpinan
Muhammadiyah yang dekat dengan beliau,
akhirnya beliau berkenan bertemu di dengan
Tim Fasilitator dan terlibat dalam kegiatan
RSD. Mas Bagus dari Badan Kesbangpol
Kabupaten = Lamongan ikut memas-
tikan proses berjalan kondusif tanpa ada
gangguan dari siapapun, termasuk dari
sejumlah mantan napiter di sekitar Desa
Kandangsemangkon. Ini yang kemudian
membawa sukses Konferensi Restoratif,
yang diceritakan di atas. Proses dialog

kecil dihadiri oleh keluarga mitra derad,
memberikan ruang mereka bicara dari hati
ke hati tentang kepergian mereka ke Syiria.
Ketakutan tidak diterima oleh masyarakat,
dijelaskan dengan elegan oleh para fasili-
tator perempuan. Ini yang membuat kelu-
arga Pak Musta’'in merasa didengarkan dan
diterima tanpa disalahkan.

Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari
proses reintegrasi sosial di Kabupaten
Lamongan, bahwa kepemimpinan perem-
puan memiliki kepekaan khusus membaca
kerentanan dan sekaligus kapasitas Desa
Kandangsemangkon sekitarnya. Berbagai
pendekatan atas nama kemanusiaan,
dan khas perempuan diterapkan untuk
menumbuhkan perasaan welas asih, tang-
gung jawab bersama sebagai warga, untuk
merangkul kembali saudaranya yang pernah
salah jalan. Kepemimpinan perempuan
membuka cara-cara khusus, tanpa dicu-
rigai politis, berfokus pada menunjukkan
peduli dan pentingnya menjaga kehidupan
bersama.
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A. PERIODE PERENCANAAN

Pada 2024 ini, keterlambatan dalam pengumpulan laporan dari kementerian/lembaga

masih menjadi kendala yang menghambat proses analisis data dan pelaporan Sekber

RAN PE. Pada periode perencanaan, masih terdapat enam kementerian/lembaga yang

belum melaporkan tantangan dan hambatan pada tahap perencanaan. Penggantian

PIC dari kementerian/lembaga terkait juga kerap kali menjadi kendala bagi Sekber

RAN PE dalam melakukan koordinasi.

Dari  keseluruhan yang  melaporkan
tantangan dan hambatan, faktor yang paling
banyak muncul adalah terkait anggaran yaitu
28 persen. Kendala anggaran di kemen-
terian/lembaga ini menjadi kendala yang
secara rutin muncul dari tahun ke tahun,
hal ini lantaran ketiadaan anggaran khusus
dalam  penanggulangan  ekstremisme.
Beberapa kementerian tidak mengang-
garkan dana untuk kegiatan pencegahan
dan penanggulangan ekstremisme berbasis
kekerasan yang berpotensi menyebabkan
terorisme, karena belum terdapat istilah
yang jelas mengenai RAN PE, terutama
terkait ekstremisme berbasis kekerasan,
dalam tugas, fungsi, atau rencana kerja
kementerian/lembaga. Hal ini mengaki-
batkan kementerian/lembaga tersebut tidak
dapat merencanakan program yang tepat
untuk melaksanakan RAN PE sesuai dengan
ketentuan Perpres No. 7/2021.

Kendala berikutnya yang muncul adalah
terkait prioritas dari kementerian/lembaga
terkait, yaitu sebanyak 13 persen. Hal ini
patut dijadikan catatan penting lantaran
pada tahun penghujung pelaksanaan RAN

PE 2020-2024 masih terdapat kementerian/
lembaga yang belum menjadikan penang-
gulangan ekstremisme sebagai bagian dari
prioritasnya. Pada pelaksanaan RAN PE
selanjutnya, penting untuk memasukkan
penanggulangan ekstremisme dalam
RPJMN agar kementerian/lembaga dapat
menjadikan penanggulangan ekstremisme
sebagai bagian dari prioritas. Kendala
serupa yang senada juga dilaporkan dalam
diksi yang berbeda, yaitu Tupoksi kemen-
terian/lembaga yang sulit dikaitkan dengan
penanggulangan ekstremisme sebanyak 8
persen.

Kendala selanjutnya yang cukup signi-
fikan dan patut menjadi catatan adalah
terkait SDM internal sebanyak 12 persen
dan koordinasi antar kementerian/lembaga
sebanyak 10 persen. Baik tantangan terkait
SDM maupun koordinasi ini dapat diurai
salah satunya melalui optimalisasi platform
dan forum kemitraan baik antar kemen-
terian/lembaga maupun antar kementerian/
lembaga dengan organisasi masyarakat sipil
dan pemangku kepentingan lainnya. Selain
membantu dalam melancarkan koordinasi,
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forum dan platform ini dapat menjadi ajang
berbagi informasi terkait praktik baik dan
menjalin kerja sama yang dapat mengatasi
keterbatasan SDM di kementerian/lembaga.

Kendala lain yang juga dilaporkan yaitu
terkait kebijakan sebanyak 6 persen,
integrasi data 5 persen, mekanisme peman-
tauan dan evaluasi 5 persen, sinergi 3
persen, dinamika sosial 3 persen, dan
berbagai kendala lainnya. Dari 38 kemen-
terian/lembaga yang melaporkan tantangan
dan hambatan pada periode perencanaan,
terdapat tujuh kementerian/lembaga yang
tidak mengalami kendala.

B. PERIODE
PELAKSANAAN

Pada periode pelaksanaan, faktor anggaran
kembali menjadi kendala dominan yang
dihadapi kementerian/lembaga, bahkan
secara persentase meningkat hingga 30
persen. Dominannya faktor anggaran baik di
periode perencanaan maupun pelaksanaan
ini menjadi penanda bagi urgensi anggaran
tersendiri untuk program-program penang-
gulangan ekstremisme yang cakupannya
luas dan melibatkan banyak kementerian/
lembaga.

GRAFIK 3.1
Tantangan yang Dihadapi dalam Perencanaan RAN PE

Lain-lain
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Aspek selanjutnya yang juga menjadi
kendala yang banyak dihadapi kemen-
terian/lembaga adalah aspek Sumber
Daya Manusia, yaitu sebanyak 18 persen.
Kendala Sumber Daya Manusia ini seringkali
disebabkan tidak tersedianya awak internal
kementerian/lembaga untuk menggarap
agenda-agenda penanggulangan ekstre-
misme. Masih adanya kendala ini menun-
jukkan bahwa kerja-kerja  peningkatan
kapasitas masih dibutuhkan dalam keber-
lanjutan RAN PE.

Kendala paling jamak ketiga dalam periode
pelaksanaan adalah terkait tenggat waktu
dan koordinasi yang sama-sama pada
angka 9 persen. Kendala tenggat waktu ini
tidak muncul pada periode perencanaan,
namun kemudian muncul sebagai salah
satu kendala yang paling banyak dihadapi
pada periode pelaksanaan. Hal ini dapat
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diakibatkan oleh pelaksanaan Pemilihan
Umum yang pada beberapa bulan dalam
tahun 2024 menjadi fokus banyak kemen-
terian/lembaga. Sedangkan kendala
koordinasi yang secara konsisten muncul
pada periode perencanaan dan pelaporan
menandakan masih dibutuhkannya upaya-
upaya untuk mengoptimalkan koordinasi.

Kendala-kendala lain yang juga dilaporkan
pada periode pelaksanaan antara lain terkait
target, sinergi, integrasi dan ketersediaan
data, nomenklatur, dinamika sosial, sinkro-
nisasi, dan kendala-kendala lainnya. Dari
38 kementerian/lembaga yang melaporkan,
terdapat pula 10 kementerian/lembaga
yang tidak mengalami kendala berarti dalam
periode pelaksanaan.

GRAFIK 3.2
Tantangan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan RAN PE
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A. PEMBELAJARAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
selama pelaksanaan RAN PE tahun 2024,
beberapa pembelajaran penting yang dapat
dipetik (lesson learned) di antaranya adalah:

berbasis
kekerasan yang mengarah pada terorisme dalam narasi dokumen perencanaan
dan sekaligus menjadi program prioritas nasional merupakan bagian yang
sangat penting dan menentukan bagi kelancaran dan keberlanjutan pelaksanaan
upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang
mengarah pada terorisme di tingkat pusat dan daerah. Hal ini bisa dipahami
karena sistem dan mekanisme perencanaan dan penganggaran kegiatan oleh
kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sangat tergantung pada rujukan
substansi yang tercantum dalam dokumen perencanaan pemerintah (RPJPN,
RPJMN, dan RPJMD).

pelaksanaan RAN PE di tingkat daerah
sangat ditentukan oleh kebijakan/regulasi di tingkat pusat yang secara jelas
mencantumkan kewajiban dan/atau kewenangan daerah dalam pelaksanaan
upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang
mengarah pada terorisme. Kebijakan yang jelas dan kuat akan mempermudah
daerah dalam menyusun kebijakan teknis pelaksanaan RAN PE di masing-masing
daerah.

dalam
pelaksanaan RAN PE menjadi bagian yang penting dan strategis dalam rangka
memperkuat capaian substansi pelaksanaan aksi-aksi RAN PE, khususnya
penguatan aksi pada level akar rumput. Keleluasan gerak dan pemikiran OMS
dalam mengimplementasikan aksi-aksi RAN PE tanpa dibatasi sekat birokrasi,
memberikan keleluasaan bagi OMS untuk mengembangkan gagasan-gagasan
baru yang lebih inovatif dan kreatif baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Oleh sebab itu, memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan yang lebih
bermakna antara pemerintah dan OMS menjadi agenda yang harus diperkuat ke
depan.
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B. TINDAK LANJUT (REKOMENDASI)

Berangkat dari capaian, tantangan, dan pembelajaran terpetik sebagaimana dijelaskan

sebelumnya, berikut rekomendasi yang perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti, yaitu:

MENCERMATI MENINGKATNYA TREN potensi ancaman ekstre-

misme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia lima
1 tahun ke depan, maka perlu dan penting untuk mendorong penguatan dan
elaborasi isu ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme
dalam Rancangan RPJMN 2025-2029, serta memastikan ketersediaan anggaran
pelaksanaan aksi-aksi RAN PE oleh kementerian/lembaga terkait.

PERLU DILAKUKAN PENGKAUJIAN lebih lanjut terhadap substansi
aksi-aksi RAN PE yang belum dapat dilaksanakan dan/atau aksi-aksi yang belum

2 sepenuhnya tercapai selama RAN PE Tahun 2020-2024 untuk dapat dilanjutkan
dalam pelaksanaan RAN PE Tahun 2025-2029.

DALAM RANGKA MENJAGA KONTINUITAS upaya pencegahan
dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada

3 terorisme di tingkat pusat dan daerah, perlu dilakukan percepatan proses pemba-
hasan dan pengesahan Program Penyusunan (Progsun) Perpres Tahun 2025
untuk mengakomodir Rancangan Peraturan Presiden tentang RAN PE Tahun
2025-2029.




A. PEMBELAJARAN =

PERLU DILAKUKAN KOORDINASI intensif dalam rangka penyiapan
muatan substansi RAN PE Tahun 2025-2029 dengan melibatkan kementerian/
lembaga terkait dan mendorong partisipasi aktif Organisasi Masyarakat Sipil,
Sektor Swasta, Lembaga Filantropi, Media, dan Perguruan Tinggi dalam proses
penyusunan Aksi RAN PE Tahun 2025-2029.

UNTUK MEMPERKUAT DAN MENDORONG peran aktif pemerintah
daerah dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstre-
misme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sesuai situasi dan
kondisi serta karakteristik masing-masing daerah, maka perlu disusun aturan/
klausul dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Presiden tentang RAN PE Tahun
2025-2029 tentang kewajiban daerah dalam mengimplementasikan RAN PE dalam
bentuk RAD PE.

DALAM RANGKA MENGEFEKTIFKAN PERENCANAAN, pelak-
sanaan, serta monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan RAN PE Tahun
2025-2029, perlu dilakukan penatakelolaan mekanisme koordinasi antar kemen-
terian/lembaga dengan melibatkan Biro Perencanaan kementerian/lembaga
terkait sebagai leading sector di masing-masing kementerian/lembaga.




LAMPIRAN




PUTAR UNTUK MEMBACA LAMPIRAN
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